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I
IGLIIVIANTAI{ :UTARA

GIIBERNUR UTARA
13 T,

TENTA].IG

KEBIJAI(AN ,ANSI PEMERINTA}IAN BERBASIS AI{RUAL

PADA AI{ PROVINSI I I{ALII\'IANTA}I UTARA

DENGAI{ ,T TUI{AN YAI{G IVIATIA ESA

KALIIUANTAIII tITARA,

Menimbang : a.

Merrgingat : 1.

bahwa
7 1 Tahu
dan Pe
20 13
Pemerin

menetap
tentang

Negara
Undang
Pemeri.
Negara
Nomor
Indone

bebera
Nomor

Pemeri:
Indone

bahwa s bagaimana dimb.ksud pada huruf a, maka perlu

rdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
uran Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
entang Penerapan Standar Akuntansi
han Birbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

n Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis

embaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

tentang
Republik

Lembaran

n Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Akrual Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Undan ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

2

J.

4.

Negara (

Nomor 4
Nomor 4
Undang-
Perbend

ndang Nomor 1 Tahun 2004
n Negara (Lembaran Negara

Indon Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
epublik Indonesia Nomor a355);
ndang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 44OO);

Undang ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerin an Daerah (l,embaran Negara Republik
Indon Tahun 2OO4 Nornor 125, Tambahan l,embaran

publik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
kali diubah terakhir dengan Undang-Undarrg

Negara

2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Negara ubiik Indonesia Nomor a8a\;

);



5. Undang-
Pembent
Negara
Tam
5234);

6. Undang-
Pemben
Negara
Tambah
s362);

7. Peratu
Pengelo
Indo
Negara

B. Peratu
Pengelo
Negara
Tamba
460e)
Pemeri
Peratu
Peng
Negara
Tam
a8s5);

9. Peratu

ten
SE

Peratu
ten
Negeri

tenta

Provin

Peratr.r
2013
Plovin

ndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

kon Peraturan Perundang-undangan (Lembara]1

.e Tahun 201 l Nortlctr' 'lZ 
'

1 a. RePublik Indonesia I'ltlr 'r'r'

nda:rg Nomor 20 Tahun 2012 ' t(:r'rL 'li'
kan-ProvinsiKalimantanUtara(Lcnl1''l'r'r"Ll'
publik Ind.onesia Tahun 2Ol2 Nomor 

"12'9,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
.n Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republilt
Tahun ZbOS Nomor 140, Tambahan Lembaran

epublik Indonesia Nomor a578);
1 Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
an Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Repubtik Ind,one'Sta Tahun 2006 Nomor 20,
n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
bagaimana telah diubah dengan Peraturan

Nomor 38 Tahun,2008 tentang Perubahan Atas'
Pemerintah Nornor 6 Tahun 2006 tentang

Barang Milik Negara/Daerah (l,embaran
Republil< Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,

an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Merrteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
na telah beberapa kali diubah terakhir dengan

n Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol)
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarrr
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pen laan Keuangan Daerah;
12. Peratu

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
PeIapo .n Keuangan dan Kinerja InStansi Pemerintah
(Lem Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor
25, Tr bahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia.
Nomor 61a\;

10. Peratu Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2010 Nomor t23, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Stand
Republ
L,em

1 1. Pera

13.

14.

15

s Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peratu Menteri Dala'm Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentan Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peratu Gu bernur l(a-limantan Utara Nomol 1 Tahun
20 i3

n Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kairmantan Utara (Berita Daerah Provinsi

tan Utara Tahun 2013 Nomor 01);
Gubernur Ka.iimantan Utara Nomor 3

ntang Oigrtnisasi dan Tata l{erja Dinas
I(ei1i:a-ii,r.ni.,m iltala (Belita Daerah

tan L/caraL'l'ahun 2013 Nomor 03);

Tahr,rn
Daerah

Provinsi
I{ali



16,

Menetapkan : PERATU
TENTAN
BERBASI

Dalam Peraturan Gubernu
1. Pemerintah Provinsi
2. Gubernur adalah Gu
3. Keuangan Daerah

penyelenggaraan pe
termasuk di dalamn
dengan hak dan kewaj

4, Pengeiolaan Keuangan

konvensi, aturan-atu
suatu entitas pela
keuangan.

Peratu
2013
Badart
Teknis
Provinsi imantan Utara Tahiin 2013 Nomor 04)'

Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun

"r,g 
-Otganisasi dan Tatl Kerja. ]l"Y:Y::1ti

l.Jurr** Pembangun&n Daerah dan Lembaga

"r, 
i"""r""i r<Ainiantan Utara (Berita Daerah

tr'
.-) .

6

Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, ksanaan, penatausahaan, pelaporan,
p ertan ggu n gj ar,vab an, pengawasan keuangan Daerah.
Akuntansi adalah
pengikhtisaran tran

ses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
i dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas

hasilnya, serta penyaji
I{erangka Konseptual

laporan,

yang mendasari pen:
Pemerintahan bagi

Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prirrsip
usunan dan pengembangan Standar Akuntansi

rnerupakan n-rjuka
Pemerintahan, pen),

omite Standar Akuntansi Pemerintahan dan
penting bagi Komite Standar Akuntansi

un laporan keuangan,. dan pemeriksa dalam
rnencari pemecahan
dalam Pernyataan S

sesuatu masalah yang belum diatur seeara jelas

MEMUTUSKAN :

.N GUBERNUR I{ALIMANTAN UTARA
KTBI.IAKAN .A,KUNTAilSI PEMTRINTAHAN
AKRUAL PADA :.PEMERINTAH PROVINSI

AN UTARA.

BAB I
KEIENTUAN UMUM

Pasal 1

yang dimaksud dengan :

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
ur Kalimantan Utara.
semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
tahan daerah yang dapat dinilai dengan trs.rlg

segaia bentuk kekayaan, YanB berhubungan
Daerah.

dar A}<untansi Pemerintahan,
7. Standar Akuntansi P rintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah

prinsip-prinsip akun ansi yang diterapkan dalam menyusun dan
r:renyajikan laporan angan pemerintah.

B Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip,
n, dan praktik-praktik

dasar-dasar, konvensi-
spesifik yang dipilih oleh

dan penyajian laporan

9

dalam penyusunan

SAP Berbasis Akrual
asset, utang dan ekui

adaLal-i SAP yang mengakui pendapat:t.n, beban,
dalam pelaporan finansial berbasil al<rual, serta

mengakui pendapa , belanja dan pembiayaan dalarn pelaporan
pelaksanaan anggara berdasarkan basis yang ditetapkan daiam APBD,



10. Sistem Akun'tansi Pem

nlaupLrn Yang terkon
pencatatan, Pengikhtisa
k",*t g"., Pemerintah'

11. Bendahara Umum
yang cliberi tugas untuk

12. Pemerintah Daerah r

kewajiban menYusun d
pertanggungjawabT P:

1 3, 
-SKPD 

merr-rPakan Enti
dan menYajikan LaPo
pelal<sanaan APBD S

14. Laporan keuangan
merupakan gabungan
sehingga tersaji se

Kebijakan Akuntansi P

dasar-dasar, konvensi-
spesifik yang diPilih o

penyajian laPoran keuan

I(ebijakan
I(onseptr-ra1

Akuntansi
Standar Aku

rF,

I(erbij a}<an Akuntansi P

er. penyajian laPoran
meningkatkan kete
anggaran, antar perio

b, dasar-dasar penyajia
dalam rangka meme
oleh peraturan perun

c, dasar pengakuan,
piutang, persediaan,
pengerjaan, asset ta
pembiayaan serta pe

d. perlakuan akuntans
akuntansi, dan peris

e. penyusunan laporan

I(ebijakan Akuntansi
clalar.rn Lampiran yang
Gubernur ini.

tntahan ad'alah serangkaian prosedur

;;;;;1";"i- mulai a*1 , ryig::t:11'l
dan pelaporan posisi keuangan dan

yang selanju BUD arlalar'h pe'jnbat

ol^lzsarrakqYl ara Umum Daerah'
PelaPoran Yang menrililtr

ran Kluangan dalam rangker

manual
da.ta,

o lrerzlrii

kewajiban menyur!]un
pertanggungjawairau

aan APBD,
Akuntansi Yang memiliki
Keuangan dalam rangka

solidasian ad'alah suatu laporan keuangan yang

<eseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi

satu entitas PelaPoran tunggal'

BAB II
AI{AN AKUNTANSI

Pasal 2

erintah Provinsi terdiri atas prinsip-PrinsiP,
praktik-Praktiknvensi, aturan-aturan dan

Pemerintair Provinsi dalam
,1,

n.

penyusunan dan

Pasal 3

merintah Provinsi mengacu Pada Kerangka

tansi Pemerintahan,

Pasal 4

erintah Provinsi mengatur:
euangar.-I untul< tujuan umum dalam rangka

terh adapandingan laporan keuangan baik
e, maupun antar entitas akuntansi.

Laporan I(euangan untuk Pemerintah Provinsi
uhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkarl
ang-uudangan
ngukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi,
vestasi, kewajiban, asset tetap, konstrul<si dalam

berwujud, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan
yajiannya dalam laporan keuangan.

atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan
wa luar biasa.

uangan konsolidasian.

Pasal 5

bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan
terpisahkan dari Peraturanerupakan bagian tidak

4



(1)

t2)

Peraturan Gubernur ini
Peraturan Gubernur N

BAB III
AN PERALIHAN

Pasal 6

:rlaku efektif mulai Tahun Anggaran 2015'

or i6 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi
.ifl. t","p beriaku sampai dengan akhrr Tahun

Pemerintah Provinsr
Anggaran 2014,

BAB IV
UAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini
Agar setiap orang m
Peraturan Gubernur ini
Provinsi Kal.imantan Utar

DAERAH,

o6L7 198501

rlai berlaku pada tanggal diundangkan.
ngetahuinya, memerintahkan pengundangan
d-ngan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Mei 2Ol4

SI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2OT4 NOMOR 13

Diundangkan di jung
pada tanggal 9

BERITA DAEiIAH PROVI

PJ. GUB-ERNUR I{ALIMANTAN UTARA,
t)



NO

1.

.:2,

3.

4,

5.

6..

7.

8.

9.

1Q.

11.

L2.

t4.

r5,

t6.

PERATU

KEBIJAKAN AKUNTANSI

UIJTIP.

I.

II.1

ll.2

II.3

tL4

II.5

ll.6

ll.7

II.8

II.9

11.10

II.11

ll.Lz

II.13

ll.L4

17. II.15

GUBERNUR I(ATIMANTAN UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2OI4
Tentang

NTAH BERBASIS AKRUAT PADA

<untansi No. 2..........'

lisasi Anggaran Dan Perubahan Saldo

onal dan LaPoran Perubahan

Estimasi Akuntansi dan Operasi yang

Ljutkan

PEMERINTAH

VINSI KATIMANTAN UTARA

DAFTAR UTMPIRAN

Kerangka

URAIAN

I Kebijakan Akuntansi
Provinsi Kalimantan Timur

nsi No,
poran Keuangan

Laporan
Anggaran ih
Kebija

Kebijakan
Penyajian
Kebijakan

Laporan
Ekuitas
Kebijaka
Neraca

Kebii
Akunta

Akuntan
Keb
Aset
I(ebij

Peruba
Tidak Dil

HA"LAMAN

L-23

1-13

14-30

31-40

4L-52

53-53

64-76

77-78

79-84

85-88

89-92

93-97

98-t34

L35-144.

L4s-154

Kebii
Laporan Kas

Kebiia
Catatan Laporan l(euangan

Kebi Akuntansi No. 7.,.,'......

Pendapatan:LRA
Akuntansi Na. 8...,.......

Belanja
Akuntansi No. 9...'.......

Pembiayaan
Akuntansi No. 10........

Pendapatan-L0
Akuntansi No. 11........

Beban
Akuntansi No. 12...'..'.

Akuntansi Na. 13....'...

Akuntan
I(ebij
Akunta
Kebi
Akunta

I(ebij

Kewaji t.

Akuntansi No. 14........Kebijaka
Koreksi lahan, Perubahan Kebijakan

Kebii Akuntansi No. 15..,....,

Laporan angan l(onsolidasi

155-158

1.



I.

1.

PEMERINT

A. PENDAHULUAN

Tuiuan

Kerangka

Utara ini

Pemerintahan untuk

penyajian laPoran

mengakui adanYa ke

2. Tujuan kerangka

adalah sebagai acuan

a) penyusun

3. I(erangka konsePtu

akuntansi yang bel'

Provinsi Kalimantan

Kebijakan akunta

berdasarkan Stand

penyusunan dan pe

laporan keuangan

meningkatkan

periode

akuntansi, mal<a

kerangka ko

dapat diselesaikan

depan.

b)

c)

4.

5.

6.

LAMPIRAN I

Nomor
Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:13
: 30 Mei 2014

NGKA KONSEPTUAL
EBIJAKAN AKUNTANSI
H PROVINSI KATIMANTAN UTARA

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan

pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi

uskan konsep yang mendasari penyusunan dan

ngan pemerintah daerah. Kerangka konseptual

la dalam lingkungan pelaporan keuangan'

kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini

keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang

belum diatur da kebijakan akuntansi;

kan pendapat mengenai apakah laporan keuangan

lcebijakan akuntansi; dan

para pengguna

disajikan pada

akuntansi.

poran keuangan dalam menafsirkan informasi yang

berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah

dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih

Akuntansi Pemerintahan untuk cliterapkan dalam

jian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan kebijakan a tansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian

rintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka

n laporan keuangan terhadap anggaran dan antar

Dalam hal terjadi P ngan antara kerangka konseptual dan kebijakan

tuan l<ebijakan al<untansi diunggulkan relatif terhadap

ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan

n dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa

auditor dalam

disusun sesuai

an l<euangan yang disusun sesuai dengan kebijakan

Kerangka Konseptual | 1



II. Ruang LingkuP

Kerangka KonsePtual

(a) Tujuan l(erangl<a

(b) Lingkungan Akun

(c) Peranan dan Tuj

(d) Pengguna dan

(e) Karakteristik Ku

(fJ Unsur/Elemen

(g) Pengakuan Unsur

(h) Pengukuran Un

(i) Asumsi Dasar;

[) PrinsiP-PrinsiP;

(k) Kendala In

(l) Dasar Hukum.

Kerangka Konse

akuntansi dan en

memperoleh

LINGKUNGAN AKU

Lingkungan oPe

karakteristik tuiuan

Ciri-ciri Penting I

dalam menetaPkan

berikut;

(a) Ciri utama stru

(1) bentukum

(2) sistem

(3) adanYa

{4) hubungan

daerah.

(b) Ciri keuangan

(11 anggaran

sebagai a

(2) investasi

B.

9.

10.

LAMPIRAN I

Nomor
Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:13
: 3Q Mei 2014

ni membahas:

ptual;

Pemerintah daerah;

n Pelaporan Keuangan;

han Informasi;

f Laporan Keuangan;

Keuangan;

poran Keuangan;

Laporan Keuangan;

Akuntansi; dan

ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas

pelaporan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara' yang

berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah'

ANSI PEMERINTAH DAERAH

organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap

kuntansi dan pelaporan l<euangannya'

n pemerintah daerah yang Berlu dipertimbangkan

juan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai

pemerintah claerah dan pelayanan yang diberikan:

m pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaau

ntahan otonomi;

proses politik;

ntara pembaYaran Pajak dengan pelayanan Pemerintah

erintah claerah yang penting bagi pengendalian:

i pernyataan kebijakan publik, target fiskal' dan

pengendalian;

lam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan'

Kerangka KonsePtual | 2



L2,

CIRI UTAMA STRUKTU

DIBERII(AN:

Bentuk Umum Pemerintah

LL. Dalam benruk N

pejabat publik

keseimbangan

penyelenggaraan

yang berlaku, diberl

sehingga

dirinya dalam uru

Dalam penYele

mendapatkan Pe

Sistem Pemerintahan

13. Secara substansial,

Pemerintahan Re

provinsi, dan

cakupannYa m

pajak yang lebih

Pengaruh Proses Politik

74. Salah saEu

kesejahteraan ra

untuk mewujud

kemampuan

sumber-sumber

yang penting

berlangsungnya

LAMPIRANI PERATURANGUBERNUR
Nomor : 13

Tanggal :3O Mei2O14

PEMERINTAH DAERAH DAN PELAYANAN YANG

aerah dan Pemisahan l(ekuasaan

Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi'

kekuasaan ada di ta n ra}<yat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada

i proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian

kekuasaan ini adalah

yudikaEif. Sistem

isahan wewenang di antara eksekutil legislatif, dan

i dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga

kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara

ntah daerah. Berdasarkan ketentuan perundangan

otonomi daerah di tingkat kota dan atau Provinsi'

daerah kota/Provinsi memiliki kewenangan mengatur

tertentu

pengelolaan keuangan claerah, pihak eksekutif

menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk

juan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas

penyelenggaraan ke ngan tersebut kepada pihak legislatif dan ra}<yat

dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah

terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem

lik Indonesia, yaitu pemerintah pusa! pemerintah

intah IGbupaten /Kota. Pemerintah yang lebih luas

i arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih

sempit. AdanYa Pem intah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan

mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil,

alokasi dana umum, bah, atau subsidi antar entitas pemerintahan'

utama pemerintah daerah adalah meningkatkan

Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya

keseimbangan fiskal dengan mempertahankan

daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan

rya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri

m mewujudkan keseimbangan tersebut adalah

politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan

yangada di masyara

Kerangka KonsePtual | 3



Hubungan antara PembaY

15. Pajak Yang diPungut

pusat mauPun Paia

pemerintah daerah' M

pemllngutan Pajak-Pa

Walaupun dalam

langsung atas PelaY

pendapatan Pemerin

memberikan PelaYa

berhubungan

kepada waiib Pajak'

pemerintah d

dipertimbangkan

sebagai berikut:

(a) PembaYaran Paj

suka rela.

(b) lumlah Pajak

sebagaimana di

penghasilan Ya

tambah ekonomi

(c) Efisiensi PelaYa

dengan Punguta

diukur sehubu

(d) Pengukuran

pemerintah

CIRI KEUANGAN PEMER

-{nggaran sebagai

Pengendalian

L6. Anggaran Pemerin

antara eksekutif

melaksanakan

untuk menutuP ke

bila diperkirakan

anggaran di ling

clalam akuntansi da

LAMPIRAN I
Nomor
Tanggal

PER/ITURAN GUBERNUR
:13
: 39 Mei 2O14

n Pajak clan Pelayanan Pemerintah Daerah

pemerintah daerah dapat berupa pajak pemerintah

daerah meskipun pemungutannya dilakukan oleh

nisme otonomi memungkinkan adanyabagi hasil atas

tersebut.

an tettentu pemerintah daerah memungut secara

an yang diberikan dalam bentuk retribusi' sebagian

h daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka

kepada masyarakat. )umlah paiak yang dipungut tidak

dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah

aiak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh

mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib

,m mengembangkan laporan keuangan' antara lain

bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya

dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak

oleh peraturan perundang-undangan' seperti

diperoleh, kekayaan yang dimiliki' aktivitas bernilai

atau nilai kenikmatan yang diperoleh'

an yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan

yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar

n dengan pelayanan oleh pemerintah daerah'

tas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan

adalah relatif sulit

,AH DAEMH YANG PENTING BAGI PENGENDALIAN:

yataan Kebijakan Publi( Target Fiskal' dan Alat

daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan

legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk

tan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan

'luan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan

n terjadi clefisit atau surplus' Dengan demikian' fungsi

n pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting

pelapot'an keuangan, antara lain karena:

(a) Anggaran meru pernyataan kebij akan Publik.

Kerangka KonsePtual | 4



[bJ Anggaran

antara belanja,

(c) Anggaran menjad

hukum.

(d) Anggaran memb

(e) Hasil pelaks

pemerintah daer

daerah kepada Pu

Investasi dalam Aset Yang

t7. Pemerintah daerah

tidak secara langsu

seperti gedung Per

Sebagian besar aset

program Pemelih

mempertahankan ma

dimaksud bagi Peme

komersial. Sebagian

langsung bagi

pemerintah daerah

C. PERANAN DAN TUJU

Peranan LaPoran

18. Laporan keuangan

yang relevan

oleh pemerintah

pemerintah daerah

pendapatan dan be

kondisi keuangan,

membantu

undangan.

L9. Pemerintah daerah

yang telah dilaku

secara sistematis

kepentingan:

LAMPIRAN I

Nomor
Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:13
: 30 Mei 2014

target fiskal yang menggambarkan keseimbangan

patan, clan pembi ayaan yang diinginkan'

landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi

landasan penilaian kinerja pemerintah daerah'

anggaran dituangkan dalam laporan keuangan

sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah

Menghasilkan PendaPatan

vestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang

menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah'

toran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi'

ksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga

dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk

faat yang hendak dicapai. Dengan demikian' fungsi aset

daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi

aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara

rintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen

k memeliharanya di masa mendatang'

PELAPORAN KEUANGAN

rintah daerah disusun untuk menyediakan informasi

ai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan

ah selama satu periode pelaporan' Laporan keuangan

terutama digunakan untuk membandingkan realisasi

ja clengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai

enilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan

n ketaatannya terhadap peraturan perundang-

mpunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya

serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk

Kerangka KonsePtual | 5



Mem

sehingga

untuk

yang di

20. Pelaporan

membuat

b.

d.

e.

a,

b.

LAMPIRAN I
Nomor
Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:13
: 30 Mei 2014

Akuntabilitas

wabkalr Pengelolaan sumber daya serta Pelaksanaan

daerah dalam mencaPai
kebijakan Yang kepada pemerintah

tujuan Yang telah itetapkan secara Periodik

pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
Manaiemen

Membantu Para

pelaksanaan n pemerintah daerah dalam periode pelaporan

atas seluruh

masYarakaL

Transparansi

kan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian

dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan

Memberikan in keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat b kan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

ui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggu pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang'

undangan.

Keseimbangan A

Membantu Para

pengeluaran

diasumsikan

Evaluasi I(inerja

Mengevaluasi

sumber daYa

yang direnca

Tujuan PelaPoran Keua

bermanfaat bagi

pemerintah h pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh

G e n erasi (l nte rg e nerati o nal e q uiLy)

laporan untuk mengetahui apakah penerimaan

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang

ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

rja

oml

entitas pelaporan terutama dalam penggunaan

yang dikelola pemerintah untuk mencapai kineria

pemerintah daerah menyajikan informasi yang

pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan

baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

menyediakan i rmasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan

cukup untuk m 'ai seluruh pengeluaran'

menyediakan in rmasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya

ekonomi dan inya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan

peraturan Pent ng-undangan.
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2L,

c. menyediakan in

d. menyediakan in

mendanai seluru

e. menYediakan in

pajak dan Pinja

f. menYediakan il

daerah, aPakah

kegiatan Yang di

Untuk memenuhi

daerah me

daya keuangan/

pelaksanaan

Operasional, aset,

D. PENGGUNA DAN

Pengguna LaPoran

23. TerdaPat beberaPa

daerah, namun

(a) masyarakat;

[b) para wakil

(c) pihak yang me

pinjaman; dan

(d) pemerintah Yar

Kebutuhan Informasi

24. Informasi Yang d

memenuhi kebutu

demikian laPoran

memenuhi kebutu

25. Meskipun memiliki

laporan keuangan,

disajikan dalam

LAMPIRAN I
Nomor
Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:13
: 30 Mei 2014

daya ekonomi Yang

hasil-hasil Yang telah
digunakan dalam

dicapai.

daerah berkaital

pendek mauPun

mengenai jumlah sumber

iatan pemerintah daerah serta

mengenai bagaimana pemerintah daerah

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya'

i mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah

dengan sumber-sumber penerimaannya' baik jangka

angka paniang, termasuk yang berasal dari pungutan

mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah

.lami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kan selama Periode PelaPoran

juan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah

informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber

i, transfer, pembiayaan,sisa lebih atau kurang

saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan

ban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah'

UTUHAN INIORMASI

n

utama pengguna laporan keuangan pemerintah

terbatas Pada:

lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;

ri atau berperan dalam proses donasi, investasi' dan

lebih tinggi [Pemerintah Pusat).

ikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk

n informasi dari semua kelompok pengguna' Dengan

keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk

.n spesifik dari masing-masing kelompok pengguna'

kses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam

ntah daerah wajib mernperhatikan informasi yang

laporan keuangan untuk keperluan perencanaan,

pengendalian dan ilan keputusan.
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E.

26.

I(ATTAKTERISTIK

Karakteristik kua

perlu diwujudkan

tujuannYa.

Keempat kara

diperlukan agar

kualitas Yang

a) relevan

b) andal

4 dapat dibandi

d) dapat diPahami

Relevan

27, Laporan keuangan

yang termuat di

keuangan dengan

masa kini, atau

pengguna laPoran d

yang relevan adalah

28. Informasi Yang

a. Memiliki ma

keuangan ,

memungkinkan

ekspektasinya d

b. Memiliki man

keuangan ha

laporan untuk

masa lalu dan

Tepat waktu,

disajikan tepat

pembuatan

d. Lengkap, arti

harus memuat i

informasi akun

c.

LAMPIRAN I

Nomor
Tanggal

ATIF II\PORAN KEUANGAN

laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang

informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

pemerintah daerah daPat memenuhi

daerah dikatakan relevan apabila informasi

nya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan

bantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu'

depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi

masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan

ng clapat dihubungkan dengan maksud Benggunaannya'

n harus:

umpan

ran keuangan

ntah

balik (feedback

daerah harus

laporan untuk

PERATURAN GUBERNUR
:13
: 30 Mei 2014

value), artinya bahwa laPoran

memuat informasi Yang

menegaskan atau mengoreksingguna

lalu;

t predikti f Qtredictive value), artinya bahwa laporan

memuat informasi yang dapat membantu pengguna

prediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil

masa kini;

bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus

sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk

san peltgguna laporan keuangan; dan

bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah

rmasi yang selengl<ap mungkin, yaitu mencakup semua

si yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan

pengguna lapor

Kerangka KonsePtual | 8



Informasi Yang

termuat dalam

Andal

29. Informasi dalam la

pengertian Yang

kenyataan secara

relevan, tetaPi jika

penggunaan info

yang andal harus me

a. PenyajiannYa

serta peristiwa

dapat d

b. Dapat diveri

Pemerintah

pengujian dila

c. Netralitas, arti

memuat info

bias pada

Dapat Dibandingkan

30. Informasi Yang

lebih berguna jika

sebelumnya atau la

Perbandingan da

secara internal da

akuntansi yang sa

dapat dilakukan bi

kebijakan akun

kebijakan aku

sekarang diterap

LAMPIRAN I

Nomor
Tanggal

PERATURAN GUEERNUR
:13
: 3O Mei 2014

rbelakangi setiap butir informasi utama yang

n keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar

kekeliruan dalam nggunaan informasi tersebut dapat dicegah'

keuangan pemerintah daerah harus bebas dari

tkan dan kesalahan material, menyajikan setiap

', serta dapat diverifikasi' Informasi akuntansi yang

kikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka

i tersebut secara potensial dapat menyesatkan' Informasi

enuhi karakteristik:

r, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah

harus memuat i rmasi yang menggambarkan dengan iujur transaksi

r/a lang seharusnya disajikan atau yang secara wajar

untuk disajikan;

(verifiability), artinya bahwa laporan keuangan

h harus memuat informasi yang dapat diuji' dan apabila

n lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda' hasilnya

hants tetaP men kkan simpulan yang tidak jauh berbeda;

bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus

yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan

pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk

menyajikan info asi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal

tersebut akan m gikan pihak lain.

t dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan

dibandingkan dengan laporan keuangan periode

n keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya'

dilal<ukan secara internal dan eksternal. Perbandingan

dilakul<an bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan

a dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal

pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan

ig sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan

yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang

perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada

rubahan tersebuLperiode terjadinya
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F.

32.

Dapat DiPahami

31. Informasi Yang disaj

pengguna laPoran

disesuaikan dengan

pengguna laPoran

kegiatan dan lingku

pengguna laporan u

UNSUR/ELEMEN

Laporan keuangan

(a) Laporan Keua

berupa:

o Laporan

. Neraca SKP

o Laporan

o Laporan

o Catatan A

(b) Laporan Keua

berupa:

o Laporan

o Neraca

o Laporan

o Laporan O

o Laporan

o Catatan

(c) Laporan keua

pemerintah

o Laporan Re

. Laporan

o Neraca;

o Laporan O

o Laporan

o Laporan

LAMPIRAN I
Nomor
Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:13
: 30 Mei 2014

dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh

n dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang

pemahaman para pengguna laporan' Untuk itu'

memiliki pengetahuan yang memadai atas

n operasi Pemerintah daerah, serta adanya kemauan

k mempelajari informasi yang dimaksud'

RITN KEUANGAN

rintah daerah terdiri dari:

n yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi

sional;

bahan Ekuitas; dan

Laporan Keuangan SKPD.

yang dihasilkan oleh PPI(D sebagai entitas akuntansi

lisasi Anggaran PPKD;

Kas;

ional;

bahan Ekuitas; dan

Laporan Keuangan PPKD;

n gabungan yang mencerminkan laporan keuangan

sebagai entitas pelaPoran beruPa:

lisasi Anggaran

SAL/SAK;

Ekuitas;

Kas; dan

o Catatan ata Laporan I(euangan.

Kerangka Konseptual | 10
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Laporan Realisasi

33. Laporan Realisasi

34.

laporan Yang menya)

ekonomi YanE di

menggambarkan Pe

periode pelaPoran.

informasi tentang

secara tersanding,

menunjukkan tin

legislatif dengan

Unsur yang dicakuP

dari pendapatan,

didefinisikan sebaga

[a) PendaPatan L

anggaran lebih

menjadi hak

pemerintah

(b) Belanja adala

angggaran

akan diPerole

(c) Transfer-LRA

pelaporan

perimbangan

(.1) PembiaYaan

tidak berp

kembali dan/

bersangkutan

penganggaran

defisit atau m

(e) Penerimaan

hasil divestas

pembayaran

entitas lain,

LAMPIRAN I
Nomor
Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:13
: 30 Mei 2014

ran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan

n ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya

oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah' yang

ingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu

juan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan

si dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah

Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya

ketercapaian target-target yang telah disepakati antara

kutif sesuai peraturan perundang-undangan'

Iangsung oleh Laporan Realisasi Anggaran

nja, transfer, dan pembiayaan' Masing-masing

berikut:

adalah penerimaan daerah yang menambah saldo

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh

rah.

semua pengeluaran daerah yang mengurangi saldo

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

embayarannya kembali oleh pemerintah daerah'

dalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas

/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana

n dana bagi hasil'

nancing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang

pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

upun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

merintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup

n surplus anggaran.

biayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk

bali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada

u penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

terdiri

unsur

Kerangka Konseptual | 11



Laporan Operasional

35. Laporan Operasional men

menambah ekuitas dan pen

kegiatan p enye I ean ggar aan

36. Unsur yang dicakup dalam

beban, transfer, dan pos-pos

sebagai berikut:

a. Pendapatan-Laporan Ope

diakui sebagai penambah

b. Beban adalah kewajiban

nilai kekayaan bersih

c. Transfer penerimaan ata

entitas pelaporan dari

perimbangan dan bagi has

d. Pos Luar Biasa adalah

terjadi karena kejadian

biasa, tidak diharapkan

atau pengaruh entitas

Neraca

37, Neraca SKPD/PPKD/

menggambarkan posisi

ase! kewajiban dan ekuitas

38. Unsur yang dicakuP oleh

Masing-masing unsur didefi ni

(a) Aset adalah sumber

pemerintah daerah

manfaat ekonomi dan

diperoleh oleh pemerin

termasuk sumber daYa

jasa bagi masYarakat

karena alasan sejarah

tb) Kewajiban adalah

penyelesaiannYa

pemerintah daerah.

(c) Ekuitas adalah

selisih antara aset dan

Kerangka KonsePtual | 12

LAMPIRAN I
Nomor
Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:13
: 30 Mei 2O14

jikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

nnya dikelola oleh pemerintah daerah untuk

rintahan dalam satu periode pelaporan.

poran Operasional terdiri dari Pendapatan-Lo,

ar biasa. Masing-masing u.nsur dapat dijelaskan

nal adalah hak pemerintah daerah yang

lai kekayaan bersih

rintah daerah yang diakui sebagai pengurang

kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu

lain termasuk danada entitas pelaporan

patan luar biasa atau beban luar biasa yng

transaksi yang bukan merupakan operasi

ng atau rutin terjadi dan berada di luar kendali

bersangkutan.

ntah daerah meruPakan laporan yang

daerah mengenaiSKPD/PPKD/pemerintah

tanggal tertentu.

ca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

ikan sebagai berikut:

ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

i akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

tau sosial di masa depan diharapkan dapat

daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang,

nkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan

dan sumber-sumber daya yang dipelihara

budaya.

yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

batkan aliran keluar sumber daya ekonomi

bersih pemerintah daerah yang merupakan

iban pemerintah daerah.



4L.

42.

39. Manfaat ekonomi masa dePan

tersebut untuk memberika

langsung, bagi kegiatan oP

pendapatan atau Penghemata

40. Aset diklasifikasikan ke da

diklasifikasikan sebagai aset

direalisasikan atau dimiliki u,

belas) bulan sejak tanggal Pe

kriteria tersebut diklasifi kasi

Aset lancar meliPuti kas dan

persediaan.

Aset nonlancar mencakuP

berwujud yang digunakan

kegiatan pemerintah daerah

nonlancar diklasifi kasikan

cadangan, dan aset lainnYa.

Investasi jangka Panjang

untuk mendaPatkan manfaat

lebih dari satu Periode akun

nonpermanen dan Perman

dalam Surat Utang Negara,

dan investasi nonPerma

penyertaan modal Pemerinta

M, Aset tetaP meliPuti tanah, Pe

irigasi, dan jaringan, aset

45. Aset nonlancar lainnYa di

aset lainnYa adalah aset tak

Kewaiiban

46. Karakteristik esensial kewaj

kewajiban masa kini

pengorbanan sumber daYa e

47. Kewajiban umumnYa ti

tanggung jawab untuk berti

kewaiiban muncul antara

pinjaman dari masYarakat,

43.

atau lembaga internasional'
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LAMPIMN I

Nomor
Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:13
: 30 Mei 2014

yang terwujud dalam aset adalah potensi aset

sumbangan, baik langsung maupun tidak

onal pemerintah daerah, berupa aliran

belanja bagi pemerintah daerah.

aset lancar dan nonlancar. Suatu aset

lancar jika diharapkan segera untuk dapat

k dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua

n, Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam

sebagai aset nonlancar.

ra kas, investasi jangka pendek, piutang, dan

yang bersifat jangka panjang, dan aset tak

ik langsung maupun tidak langsung untuk

yang digunakan masyarakat umum' Aset

.jadi investasi jangka paniang, aset tetap, dana

pakan investasi yang diadakan dengan maksud

omi dan manfaat sosial dalam jangka waktu

nsi. Investasi jangka paniang meliputi investasi

Investasi nonperrnanen antara lain investasi

n modal dalam ProYek Pembangunan,

lainnya. Investasi permanen antara lain

daerah dan investasi permanen lainnya'

tan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan'

lainnya, dan konstruksi dalam pengeriaan'

fikasikan sebagai aset lainnya' Termasuk dalam

jud dan aset kerja sama (kemitraan)'

adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai

dalam penyelesaiannya mengakibatkan

i di masa yang akan datang'

karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau

k di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan'

ain karena penggunaan sumber pembiayaan

baga keuangan, entitas pemerintah daerah lain'

jiban pemerintah daerah juga terjadi karena



LAMPIRAN I

Nomor
Tanggal

PERA'I'URAN GUBERNUR
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48.

perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan

pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari

kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban

jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban

yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang

penyelesaiannya dilakukan setelah Lz (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

49.

Ekuitas

50. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo

ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas

Laporan Arus Kas

51. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai

sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta

saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah

memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan

setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada

tanggal pelaporan.

52. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan

pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

(a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara

Umum Daerah.

tb) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara

Umum Daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan

53. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naraflf atau rincian

dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi An$garan, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan iuga

mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh

entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
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diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan

secara waiar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai

berikut:

(a) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi

(b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi

regional/ekonomi makro;

(c) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam

pencapaian target;

(d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih unilk diterapkan atas

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan

pada lembar muka laporan keuangan

(f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar, yang harus disajikan dan yang tidak disajikan dalam lembar muka

(on the face) laporan keuangan.

PENGAKUAN UNSUR TAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria

pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga

akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,

pendapatan-LRl{, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban

sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos'pos

laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa

untuk diakui yaitu:

a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan

kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke

dalam entitas Pemerintah daerah.

b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat

diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi lsiteria

pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas'

55.

56.
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Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Teriadi

57. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat

ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian

tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau

kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.

Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan

operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat

dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang

dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

58. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat

peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan Pengukurannya. Namun ada

kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak Apabila

pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin

dilakpkan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada

Catatan atas LaPoran Keuangan.

59. penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila laiteria

pengaliuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau

keadaan lain di masa mendatang'

Pengakuan Aset

60. Aset dialari pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan

andal.

61. Dengan penerapan basis alcual, aset dalam bentuk piutang atatt beban dibayar

dimuka dialari ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau

manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan

nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi'

62. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain

bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah

. yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta

penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemunguhn setiap

unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau

instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah

daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan

yang lebih rinci, termasuk pen8aturan mengenai batasan waltu sejak uang

diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah' Aset tidak
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diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak

mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewaiiban

53. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya

ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyeleiaikan kewajiban

yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut memPunyai nilai

penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

64. Kewajiban diakui pada saat dana pinjarnan diterima atau pada saat kewajiban

timbul.

Pengakuan Pendapatan

65. Pendapatan menurut basis kas (LM) diakui pada saat diterima di Rekening

Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan-Lo diakui pada

saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber

daya ekonomi.

Pengakuan Belania

66. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah atau entltas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungiawaban atas

. pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi

perbendaharaan.

Pengakuan Beban

67. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aseL

atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

H. PENGUKURANUNSURLAPORAN KEUANGAN

68. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah'

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah

menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas

dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk

memperoleh aset tersebuL Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber

ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewaiiban'
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I.

70.

69. Pengukuran pos-pos laporarr keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih

dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan

yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan

akuntansi dapat diterapkan, y arlg terdiri atas :

a. asumsi kemandirian entitas;

b. asumsi kesinambungan entitas; dan

c. asumsi keterukuran dalam satuan uang(monetaty measurement)

Kemandirian Entitas

7L: Asumsi kemandirian entitas, [ang berarti bahwa unit pemerintah daerah

sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang

mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Iaporan keuangan

sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan

keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya

kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan

tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan

sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi nrgas pokolanya,

termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud,

utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta

terlaksana tidalmya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

72. Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas

Akuntansi.

7g. Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari sanr atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketenhran peraturan perundang-undangan

wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan

Pemda.

74. Entitas Akr,rntansi adalah satuan kerja penguna anggaranfpengguna barang

dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang

termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
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Kesinambungan Entitas

75. Laporan keuangan Pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa

Pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk

melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

76. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang

diasumsikan dapat dinilai dengan sahran uang. Hal ini diperlukan agar

memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

I, PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

77. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan

yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan

keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh

pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut

ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan

keuangan pemerintah daerah:

a) basis akuntansi;

b) prinsip nilai perolehan;

c) prinsip realisasi;

d) prinsip substansi mengungguli formalitas;

e) prinsipperiodisitas;

0 prinsip konsistensi;

g) prinsippengungkapan lengkaP; dan

h) prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

lB. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

adalah basis alaual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam

neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

Dalam hal perahrran perundangan mewajibkan disajikannya laporan l<euangan

dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan

laporan demikian

Zg. Basis akrual unhrk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk

memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di

Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui

pada saat kewajiban yang mengakibatkan Penurunan nilai kekayaan bersih

telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
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80.

Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan sepefti bantuan pihak luar/asing

dalam bentuk jasa disajikan pula di L0.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka

LRl{ disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan

pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas

pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas

dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah

laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang)

untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada

selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan

pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui

dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat

kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)

g2. Aset dicatat sebesar jumlah kas VanB dibayar atau sebesar nilai wajar dari

imbalan (consideraffon) unhrk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan unhrk

memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan

pemerintah daerah.

g3. penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain,

karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak

terdapat nilai historis dapat digunakan nilai waiar aset atau kewajiban terkaiL

Prinsip Realisasi (Realization Principle)

g4. Ketersediaan pendapatan [basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD

. selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja

daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang'

g5. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle)

tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah'

sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip substansi Mengungguli Formalitas (substance over Form Principle)

g6. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi

serta perlstiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa

81.

Kerangka Konseptual | 20



LAMPIRAN I
Nomor
Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:13
: 30 Mei 2014

lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas

ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi

transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek

formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam

Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisita s (Periodicity Principle)

87. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu dibagi

menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat

diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditennrkan'

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan, Namun

periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

Prinsip Konsistensi (Consls tenq Principle)

88. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa

dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal).

Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode

akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

89. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode

. yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode

yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini

harus diungkapkan dalarn Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosu re Prlnclple)

90. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan

oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the foce)

laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyaiian Waiar (Fair Presentation Principle)

91. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas,

dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

92. Faltor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah

daerah diperlul<an ketika menghadapi ketidalrpastian peristiwa dan keadaan

tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkaplcan hakikat
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serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan

laporarr keuangan pernerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur

kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian

sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban

dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan

pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana

cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang

terlampau rendah atau sengaia mencatat kewajiban dan belanja yang

terlampau tinggr, sehingga laporan keuangan tidak nefal dan tidak andal.

K. . KENDALAINFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAT

93. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak

memungkinkan tercapainya kondisi ideal Calam mewujudkan informasi

akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah daerah

sebagai akibat keterbatas an (limitations) atau karena alasan-alasan tertentu.

Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewuiudkan informasi akuntansi

yang relevan dan andal, Yaihr:

a. Materialitas;

b. Pertimbangan biaya dan manfaaU dan

c. Keseimbangan antar karalrteristik kualitatif.

Materialitas

94. Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala

informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang rnemenuhi kriteria

materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat

mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi

dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pertimbangan BiaYa dan Manfaat

95. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan

pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk

penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah

daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil

dibandingkan biaya penyusunannya. Nanlun demikian, evaluasi biaya dan

manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial' Biaya dimaksud

juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat
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Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

95. Keseimbangan antar karalrteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu

keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan

dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relati f antar

karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara

relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua

karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan

profesional.

L. DASAR HUKUM PEIIIPORAN KEUANGAN

97. Pelaporan keuangan Pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia '1,945, khususnya bagian yang

mengatur keuangan negara;

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-undang No, 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung jawab Keuangan Negara;

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Perahrran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nomor L3 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Buletin Tekni s Standar Akuntansi Pemerintahan.

b.

c.

d.

e.

f.

o6'

h.

I

Kerangka KonsePtual | 23



LAMPIRAN II.T PERATUMN GUBERNUR
Nomor : 13

Tanggal : 30 Mei 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 1
PENYAIIAN LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Tuiuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan

untuk tujuan umum (general purpose financial stotements) dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran,

antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh

pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman strukhrr

Iaporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

3. Laporan keuangan unhrk tujuan umum adalah laporan keuangan yang

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna

Iaporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi

spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi

yang khusus.

Ruang Lingkup

4. Laporan keuangan untuk hrjuan umum yang disusun dan disajikan dengan

basis akrual.

5. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan

untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna

adalah masyaraka! legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang

memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta

pemerintah yang lebih tinggr (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi).

. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau

bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya

seperti laporan tahunan.

6. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi

dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan entitas akuntansi yaihr SKPD dan PPKD

dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, tidak termasuk

perusahaan daeratu

Basis Akuntansi

T. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu

basis alrual.

Penyajian Laporan Keuangan
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DEFINISI

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini

dengan pengertian:

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada

Bendahara Umum Daerah.

ASSE adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa Ialu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh

oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uarS, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan unhrk penyediaan lasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya.

Aset tak berwuiud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk

hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12

. (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Belania adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

Dana Cadangrn adalah dana yarrg disisihkan untuk menampung kebuhrhan

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam sahr

tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaranfpengguna barang

dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun

laporan keuangan unhrk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk

ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyajian Laporan Keuangan
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wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan

Pemerintah Daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat

ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiaP saat dapat

di gunakan untuk membiayai kegi atan p emeri ntahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan

dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kewaiiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah.

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi

sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal'

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di

antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah'

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu

informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian penggunayang dibuat

atas dasar laporan keuangan. Materialitas terganh-lng pada hakikat atau

besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di

mana kekurangan atau salah saji terjadi'

Nilai waiar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar'

adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yanl akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun angBaran berikutnya, yang

dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk

menuhrp defisit atau memanfaatkan surplus anggaran'

Pendapatan-Lo adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu

dibayar kembali

pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah

yang menarnbah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

Penyajian LaPoran Keuangan
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bersanglmtan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah.

Penyusutan adalah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap

yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi

karena kejadian atau transaksi yg bukan merupakan operasi biasa, tidak

diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh

entitas bersangkutan

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi

SILPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta

penyesuaian lain yang diperkenankan

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penJabaran mata uang asing ke

rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

adalah selisih

Iebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu

periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LM dan

belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-Lo adalah selisih antara pendapatan-Lo dan beban selama

satu periode pelaporan, setelah diperhihrngkan surplus/ defisit dari kegiatan

non operasional dan pos luar biasa

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

TUJUAN UIPORAN KEUANGAN

g. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas

Penyajian Laporan Keuangan
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yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber daya.

10. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya, dengan:

a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,

dan ekuitas dana pemerintah daerah;

b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap

anggarannya;

e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

0 menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

entitas p elaporan dal am mendanai aktivi tasnya.

11. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan

anggaran; dan

b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan

. ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

!2. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi

mengenai entitas dalam hal:

a) ase$

b) kewajiban;

c) ekuitas;

d) pendapatan;

e) belanja;

0 beban;

g) pembiayaan; dan

h) arus kas.

13. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan

sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya

Penyajian Laporan Keuangan
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memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan

nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan

untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai altivitas

suatu entitas pelaporan selama satu periode.

74. Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para

pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan

aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian

mengenai output entitas dan outcomes dalam benhrk indikator kinerja

keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain

mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

TANGGUNG IAWAB PEIITPORAN KEUANGAN

15. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada

pimpinan entitas.

KOMPONEN.KOMPONEN IITPORAN KEUANGAN

16. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok

adalah:

a) Laporan Realisasi Anggaran;

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c) Neraca;

d) Laporan Operasional (LO);

e) LaporanArus Kas;

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g) Catatan atas Laporan Keuangan.

L7. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas,

kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai

fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya

disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun

laporan keuangan konsolidasiannya.

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

18. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan

tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan

pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau

Penyajian Laporan Keuangan
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dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai

lampiran kebijakan akuntansi ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan

entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Identifikasi Laporan Keuangan

L9. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi

. Iainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

20. Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk

informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen

lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan

informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain,

namun bukan merupakan subyek yang diatur dalarn kebijakan akuntansi ini.

21. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di

samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang

pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman

yang memadai atas informasi yang disajikan:

a) nama SKPD/PPKD/PEMDA;

b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari

beberapa entitas akuntansi;

c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang

sesuai dengan komponen-komponen Iaporan keuangan;

d) mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan

e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada

laporan keuangan.

22. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran

halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah

pengguna dalam memahami laporan keuangan.

23. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi

disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat

diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka

diungkapkan dan lnformasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

24. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam

situasi tertenhr, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan

tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek

dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi berikut:

Penyajian Laporan Keuangan
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a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,

bJ fakta bahwa jumlah-jumlah kornparatif untuk laporan tertenhr seperti arus

kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

25. Dalam sihrasi tertentu suatu entitas harus rnengubah tanggal pelaporannya,

misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran.

Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar

pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode

sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

TepatWaktu

26. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi

pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-

faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan

bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat

waktu. Batas waktu penyampaian laporan keuangan entitas akuntansi

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran,

sedangkan laporan keuangan entitas pelaporan selambat-lambatnya 5 (enam)

bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran

27. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah

daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD'

ZA. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

SKPD/PPKD/Pemerintah daerah dalam satu period e pelaporan.

Zg. Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya unsur-

unsur sebagai berikut:

a) Pendapatan-LM;

b) belanja;

c) surplus/defisiq

d) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

' Laporan Realisasi Anggaran PPKD dan Pemerintah Daerah menyaiikan

sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a) pendapatan-LM;

b) belanja;

c) transfer

d) surplus/defisit'LM;

Penyajian Laporan Keuangan
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e) pembiayaan;

0 sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

30. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

31. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi

pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab

terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta

daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk

dijelaskan.

32. Pengaturan lebih lanjut tentang Laporan Realisasi Anggaran dan

pengungkapannya diatur dalam Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi

Anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

33. Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode

sebelumnya pos-pos berikut:

a) Saldo Anggaran Lebih awal;

b) Penggunaan Saldo Anggararr Lebih;

c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;

d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; dan

e) Lain-lain;
' f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca

34. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas

pelaporan mengenai ase! kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

35. Nilai ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

36. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan

Perubahan Ekuitas.

IOasifikasi

37. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya

dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewaiibannya

menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Penyajian Laporan Keuangan
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38' Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset
dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterirna
atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan
jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih
dari LZ fdua belas) bulan.

39' Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan
barang-barang yang akan digunakan daram menjarankan kegiatan
pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan
nonlancar dalam neraca untuk memberikan infornrasi mengenai barang-
barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang
akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

40. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan
bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas' akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset
nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat
untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan
nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
dan jangka panjang.

Neraca mencantumkan pos-pos berikut:

a) kas dan setara kas;

b) investasi jangka pendek;

c) piutang;

d) persediaan;

e) investasi jangka panjang;

fJ asettetap;

g) aset lain-lain

h) kewajiban jangka pendek

i) kewajiban jangka panjang;

jJ ekuitas.

Pengaturan lebih Ianjut tentang neraca dan pengungkapannya diatur dalam
kebijakan akuntansi neraca.

Laporan Arus Kas

43. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan

perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas

dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun dan disajikan

oleh PPKD sebagai unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

42.

Penyajian Laporan Keuangan 10
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44. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,
investasi, p endanaan, dan transitoris.

Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus
kas diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

45.

Laporan Operasional

46. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

b) Beban dari kegiatan operasional;

c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;

dJ Pos luar biasa, bila ada; dan

eJ Surplus/defisit-LO.

Laporan Perubahan Ekuitas

47. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang

sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-Lo pada periode bersangkutan;

c)Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya:

koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset

tetap; dan

d) Ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan

Strukttrr

48. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan

susunan sebagai berikut:

a) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi reglonal/ekonomi

malso, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan

hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

b) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

c) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-ransaksi

dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d) pengungkapan informasi untuk pos-pos pendapatan-Lo, beban, aset, dan

kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis alaual atas

11Penyajian Laporan Keuangan
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pendapatan-LM dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis
kas;

eJ informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidak disajikan daram lembar muka raporan keuangan.

0 daftar dan skedul.

49' Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistemads. Setiap pos dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan sAL, Neraca, Laporah
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus
mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas
Laporan Keuangan

50' Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan
Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan

Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh

Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah ini serta pengungkapan-

pengungkapan Iainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas

laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen

lainnya.

51. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan
penyajian atas pos-pos tertentu dalarn Catatan atas Laporan Keuangan.

Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wa)ar dapat
digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Penyajian Kebijakan-kebiiakan Akuntansi

52. Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal
berikut ini:

a) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan
' ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh

suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; d an

c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan unhrk memahami

laporan keuangan.

53. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan alarntansi perlu diungkapkan,

manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat

membantu Pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam

laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan

Penyajian Laporan Keuangan t2
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untuk disajikan dalam catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak
terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

a) Pengakuan pendapatan-LM;

b) Pengakuan pendapatan_Lo

c) Pengakuanbelanja;

dJ Pengakuanbeban;

e) Prinsip'prinsip penyusunan raporan konsoridasian;

0 Investasi;

g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak
berwujud;

h) Kontrak-konrak konstruksi;

rl Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

j) KemiEaan dengan fihak ketiga;

k) Biaya penelitian dan pengembangan;

l) Persediaan, baikfang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
m) Dana cadangan;

n) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

54. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang

disajikan dalam periode berjalan'dan sebelurnnya tidak material. Selain itu,
perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang

' tidak diahrr dalam Kebijakan ini.

Pengungkapan-Pengungkapan Lain nya

55. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum
diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaihl:

a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas

tersebut beroperasi;

b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;

c) ketenhran perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.

Penyajian Laporan Keuangan 13
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KEBIIAKAN AKUNTANSI NO. 2
TAPORAN REALISASI ANGGAMN

DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN TEBIH

PENDAHULUAN

Tujuan

1' Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan
Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyaiian Laporan
Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih pemerintah provinsi

Kalimantan Utara dalam rangka memenuhi hrjuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2' Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan
anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat
ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan ekselartif

sesuai dengan peraturan daerah.

3. Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau

penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

Ruang Lingkup

4. Kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan dalam

penyajian LM yang disusun oleh SKPD /BLllD, PPKD, dan pemerintah daerah..

5. Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih [SAL) lebih hanya

disajikan oleh entitas pemerintahan (Pemerintah Daerah).

MANFAAT LAPORAN REATISASI ANGGARAN

6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayian dari entitas

akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan

dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan

dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya

ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan

terhadap anggaran dengan:

(a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL l4
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(b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh
yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal' efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

7' Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna daram
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanaj
kegiatan pemerintah daerah daram periode mendatang dengan cara
menyajikan Iaporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat
menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi
perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
(a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

[b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (ApBD); dan

[cJ telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

8' Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan
pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak rnemperkenankan pencatatan

secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suahr unit
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah
dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Pendapatan-LM adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi

hasil.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup

defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya

dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja

selama satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL 15
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SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang anhra realisasi penerimaan dan
pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi
siLPA/siKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta
penyesuaian lain yang diperkenankan.

STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN TAPORAN SALDO ANGGARAN
LEBIH

9' Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan,
belanja, transfer, surprus/defisit dan pembiayaan, yang masing_masing
diperbandingkan dengan anggarannya daram satu periode.

10' Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan
diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
(a) nama SKpD/ppKD/pemda;

[b) periode yang dicakup;

(c) mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan

(d) satuan angka yang digunakan.

11' Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan
gunggungan saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun
sebelumnya

PERIODE PELAPORAN

L2. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih disajikan
sehrrang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal
Iaporan suatu enUtas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan
disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu
tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
(a) alasan penggunaan periode pelaporan Cdak satu tahun;

(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran

dan catatan-catatan terkait ti dak dapat dip erbandi ngkan.

TEPAT WAKTU

13. Manfaat suahr Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut
tidak tersedia tepat pada wakhrnya. Faktor-faktor seperti kompleksitas

operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas

ketidalonampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat

waktu.

L6Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL



LAMPIMN II.2 PEMTURAN GUBERNUR

i#; ii3,.,,0,o

L4' Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi
Anggaran selambat-lambabrya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran. Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-
Iambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

ISI LAPORAN REATISASI ANGGAMN BERBASIS KAS DAN SALDO ANGGAMN
LEBIH

15. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan
berbagai unsur pendapatan, beranja, surplus/defisi! dan pemb iayaan yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar.

L6. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belania,

transfer, surplus/defi s it, dan p em b iayaan d engan anggara n nya.

17. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

18. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai

berikut:

(a) Pendapatan-LM;

[b) Belanja;

(c) Transfer;

(d) Surplus atau defisi!

(e) Penerimaan pembiayaan;

(0 Pengeluaran pembiayaan;

(g) Pembiayaan neto; dan

(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / Sit(pA)

19. Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikuu

(a) Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu

[b) Penggunaan Saldo Anggaran

[c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran ISiLPA / SiKPA)

(d) Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

(e) Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM IITPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU

DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

20. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-LRA menurut

kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Rincian

lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan,

17Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL
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2L. Pos pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan

kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti:

Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut
jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada laporan entitas

pelaporan, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam catatan atas

laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan

atas Iaporan keuangan

22.

TRANSAKSI DATAM MATA UANG ASING

23. Transaksi dalam mata uang asing harus

dengan menjabarkan jumlah mata uang

bank sentral pada tanggal transaksi.

dibukukan dalam mata uang rupiah

asing tersebut menurut kurs tengah

FORMAT TAPOMN REATISASI ANGGARAN

24. Ketentuan dalarn peraturan mewajibkan entitas akuntansi/pelaporan

rnenyajikan laporan realisasi anggaran dalam dua format yang berbeda, yaitu

format sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan dan format yang diatur dalam Perahrran Menteri Dalam Negeri

No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

25. Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dalam format sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok dan format Peraturan Menteri

Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2l Tahun 20LL tentang

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lampiran. Laporan ini

menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus dan

defisit, pembiayaan dan sisa lebih (kurang) pembiayaan daerah.

26. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No 7L Tahun 20L0 tentang Standar .0^kuntansi

Pemerintahan dan format Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL 18
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yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua peraturan Menteri Dalam
Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
disajikandaiamlampirankebijakanakuntansiini.@

Tujuan Iampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.
Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi
Anggaran dalam format sesuai dengan Peraturan pemerintah No 71 Tahun
2010 tentang standar Akuntansi pemerintahan sebagai raporan keuangan
pokok dan format sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 13
Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 20LL tentang perubahan Kedua perahrran
Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah sebagai lampiran.

Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan
Laporan Realisasi Anggaran Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan

Menteri Dalam Negeri No 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua peraturan

Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi ini. Lampiran

akuntansi. Tujuan Iampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan
akuntansi.

FORMAT TAPORAN SATDO ANGGARAN LEBIH

29. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku entitas
pelaporan yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian menyajikan
format Laporan Saldo Anggaran Lebih sesuai dengan Peraiuran pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan.

30. Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan pemerintah No 71
Tahun ?OLO tentang Standar Alarntansi Pemerintahan disajikan dalam
Iampiran kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan

. Tujuan lampiran ini adalah
mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

27.

28.

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan perubahan SAL L9



LAMPIMN II.2
Nomor
Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:13
: 30 Mei 2Ol4

Lampiran II.Z-L
LRA SKPD format pp 7t/20L0

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SKPD

LAPOMN REALISASI ANG GAMN
UNTUK TAHUN YANG BEMKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

alam Ru

Realisasi
20xL

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan retribus'

Pendapatan hasil
pengelolaan
Kekayaan daerah yang

Lain-lain Pendapatan Asli

Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan

Belanja f alan,lrigasi dan

Aset Tetap Lai

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL 20

Nomor
Urut Uraian Anggaran

20xL
o/o Realisasi

20xo

L Pendanatan
1.1

L.T.L Pendapatan pajak daerah
L.1..2

1.1.3

L.t.4

Iumlah
2.1

2.L.1 Belania Pegawai
2.2.2 Belanja Barang dan lasa
2.2 _Eelqnja Modal
2.2.L Belanja Tanah
2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5
2:2.6 Bela4ja Aset Lainnya

Iumlah
Surplus / [Defisit)



LAMPIRAN II.2
Nomor
Tanggal

PEMTURAN GUBERNUR
:13
: 3O Mei 2Ol4

L*o 
'KPD 

format r"-uf iii:i;Z
yang terakhir diubah dengan permendalri Zl' /ZOti

PEME RINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SKPD

LAPOMN REALISASI ANGGAMN
UNTUK TAHUN YANG BEMKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

Anggaran
Setelah

Perubahan

Pendapatan Asli Daerah

n retribusi daerah
Pendapatan hasil pengelolaan
Kekayaan daerah yang

Lain-lain Pendapatan Asli

Belania Tidak La

lus / fDefisit

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL 2L

Nomor
Urut Uraian

Dale

Realisasi Lebih
fKurans]L Pendapatan

1.1
L.L.L Pendapatan pajak daerah
L.L,2
1.1.3

L.L.4

Iumlah
2 Belania
2.L

2,1.L Belanja Pegawai
2.2 Belania Langsung
2.2.L Belanja Pegawai
2.2.2 Bqlqnja Barang dan lasa
2.2.3 Belanja Mqdal

Iumlah



LAMPIRAN II.2
Nomor
Tanggal

PEMTURAN GUBERNUR
:13
: 3O Mei 2014

Lampiran ll.Z-3
LRA PPKD Format pp 77/20t0

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPOMN REALISASI ANGGAMN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER,,.,

Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah pusat - Dana

Dana Baei Hasil
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

Transfer Pemerintah Pusat

Dana Otonomi Khusus

Transfer Pemerintah Propinsi/
Pemerintah Daerah Lainn

Pendapatan Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
dari Provinsi dan Pemerintah

Bantuan Keuangan dari Prorrinsi
atau Pemerintah Daerah lainn

Lain-Lain Pendapatan
Pendapatan Hibah
PendapatanDana Darurat

Tak Terd

umlah Belan

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL 22

No
Urut Uraian Anggaran

20x7
Realisasi

20x7
o/o Realisasi

20x0

1

L.1.

1.1.1 Dana Bagi Hasil
L.1.2

1.1.3

L.L.4
1.1.5 Dana Alokasi Khusus
I,2

L.2.L

L.2.2 Dana Penyesuaian
1.3

1.3.1

L.3.2

x..3.3

2

2.1
2.2

2.3 Pendapatan Lainnya

Iumlah Pendapatan
2 Belanja
2.1 Belania Operasi
2.L.L Bunga
2.1.2 Subsidi
2.L.3 Hibah
2.1..4 Bantuan Sosial
2.2 Belania Tidak Terduea

2.3 Transfer



LAMPIRAN II.2 PERATUMN GUBERNURNomor : 13
Tanggal : 3O Mei 2Ol4

Baei Hasil 

-

_Bagiuasilnffi
hrrnleh Tranof^-

SURPLUS /TD E F'tS IT'I
3.

3.1

D rrurayaan uaeran
Pengfimaan Pemhi:rra rn Da ar.),

3.1.1 renggunaan siLPA
3.L.2 Pencairan Dana Cad:n
3.1.3 rrdsrr renJualan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan
3.L.4 reneflmaan Piniaman Dacrah
3.1.5 renenmaan Kembali pemberian

Pinjaman
3.1,6 renenmaan Plutang Daerah

Iumlah Penerimaan
3.2 Pengeluaran Pembiavaan Dae,rrh

3.2.1, rem oentul(an Dana cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (lnvestasfl

Pemerintah Daerah
3.2.3 remDayaran Pokok Utans
3.2.4 remoenan Piniaman Daerah

fumlah Pengeluaran
Pembiayaan Neto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
l.SILPA)

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL 23
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Nomor
Tanggal

PERATUMN CUBERNUR
:13
: 30 Mei 2014

LRA sKPD format r....ffi,iir\i;t
yang terakh ir d i uba h d en ga n permen da iri i t, 1iO tt

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN REALISA.SI ANGGAMN PPI(D 

"
UNTUK TAHUN YANG BE*^I.'IR iAUPAT DENGAN ii ONSENASEN....

irh)Dalam Ru

Dana Perimba

Dana Bagi Hasil paiak

Dana Alokasi Urnrrm
Dana Alokasi Khusus
LainJainrena@
Sah

Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil pajak

dan Pemerintah Daerah Lain
Dana Penyesuaian dan Otonomi

Bantuan Keuangan da.i prorri,,.:i
atau Pemerintah Daerah lainnya

umlah Penda

Belania subsidi

a Bantuan Sosial

Belania Bantuan Keuansan

umlah B
SURPLUS/[DEFIS

Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah

naan SiLPA

Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian

Penerimaan Piutang Daerah

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan perubahan SAL 24

No
Urut Uraian

Anggaran
Setelah

Perubahan
Realisasi Lebih

[KuranslL Pcndrnof.-
L,1
1.1.1

7.7.7.7
111)

L.1.2
1.1.3

I.2

7.2.7

7.2.2 uana Uarurat
L.2.3

L.2.4

L.2.5

2

4l Belania Tidak Langsung
2.L,L
2.7.2
2.7.3 Belania Hibah
2.1.4
2.7.5 Belanja Bagi Hasil
2.7.6
2.7.7 Belania Tidak Terduga

3.

3.1
3.1.1
3.L.2 Pencairan Dana Cadangan
3,1.3

3.L.4
3.1.5

3.1.6



LAMPIRAN II.2
Nomor
Tangga.l

PEMTUMN GUBERNUR
:13
:30 Mei20t4

Iumlah PencrirnT.
3.2

Penyertaan Modal ltnrertrsi; 
-Pemerintah Daerah

Pembayaran pokok Utans

3.2.7

3.2.2

3.2.3

3.2.4 Pemberian Piniamin Daerri
Iumlah Pensclrr

Pemhiaveen Nptn
3.3 rtsa Leblh pembiayaan Anggaran

TSILPA)

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan perubahan SAL 2S



LAMPIRAN II.2
Nomor
Tanggat

PEMTURAN GUBERNUR
:13
: 30 l\,lei 2014

Lampiran II.Z-|
LRA pemerinrah Daerah Format ip lttiOtO

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTAM
LAPORAN REALISASI ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANIA DAEMH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2OX1 DAN zOXO

Uraian

Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan pajak Daerah
Pendapatan Retribusi

Pendapatan Hasil
Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah pusat-
Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Bukan
Pajak
Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Transfer Pemeri ntah pusat-

Dana Otonomi Khusus

Pendapatan Bagr Hasil

Pendapatan Bagi Hasil

Lain-lain Pendapatan yang
Sah

Belania Pesawai

Realisasi
20x7

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL 26

NO Anggaran
2oxL (o/o)

Realisasi
20x0

L Pendapatan
L.7

L,L,L

7.7.2

1.1.3

1.1,.4

L.2
L,2.L

L.2.L,L Dana Bagi Hasil pajak
L.2.1.2

L.2.1.3
L.2.L.4
t.2.2

L.2,2,L
L.2.2.2

-Lana 
Penyesuaian

L.2.3 Transfer Pemerintah
Provinsi

L.2.3.7

7,2.3.2

L.4

t.4.L Pendapatan Hibah
7.4.2 Pendapatan Dana Darurat
L.4.3 Pendapatan Lainnya

Jumlah Pendapatan
2 Belania
2.L Belania Operasi
2.L.L
2.L.2 Belania Barang
2.t.3 Bunga



LAMPIRAN II.2 PERATURAN GUBERNURNomor : 13
Tanggal : 30 lvIei 2ol4

2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.2 Belania Modal
2.2.7 Deranla I anah
2.2.2 Eelanla Peralatan dan Mcsi
2.2.3 Dsranja beoung dan

Bangunan
2.2.4 l,eran]a Jatan, Irigasi dan

Iaringan
2.2.5 trelanla Aset TetaD Lainnva
2.2.6 bennla Aset Lainnva
2.3 Irelan]a'l'idak Terdusa
2.3.7

Itlmlah Raleni
2.4 I ranster
2.4,L Bagi HasilRetribusi
2.4.2 tsa$ Hasil Pendapatan

Lainnya

lg4lah Transfer
SURPLUS,/ [DEFISIT')

3 Pembiayaan
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran
LSiLPA)

3,L.2
3.1.3

3.7.4 Penerimaan Pinjman Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Daerah
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

fumlah Penerimaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.L Pembentukan Dana

Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (lnvestasi)

Pemerintah Daerah
3.2.3 Pembayaran Pokok Utans
3.2.4 Pembqrian Pinf aman Daerah

Iurnlah Pengeluaran
PEMBIAYAN NETO

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPAI

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan perubahan SAL 27
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Nomor
Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:13
:30 Mei2Ot4

Lampiran ll.2-6
LRA SKPD format permenda gri L3/2006

yan g terakhi r d i ubah den ga n perm enda lgri Z t' 1 ZO t t

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BEMKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

Dalam Ru
Anggaran

Setelah
Perubahan

tan Asli Daerah
Pendapatan pajak daerah
Pendapatan retribusi daerah
Pendapatan hasil pengelolaan
Kekayaan daerah yang

Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Bukan pajak/
Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah

Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil Pajak
dariProvinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan dari provinsi
atau Pemerintah Daerah lai

umlah Pendapatan

Belania Hibah
Belanja Bantuan Sosial

lah Belania Tidak

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL

No
Urut Uraian Realisasi Lebih

[Kurans]t Pendapatan
1.1 renoapatan Asli Daerah
L.7

L,L.7
L.L.2
L.L.3

t.1,.4

Iumlah
L.2 Dana Perimbangan
7.2.1

L.2,L.L Dana Bagi Hasil Pajak
L.2,L,2

L.2.2
L.2.3
1.3

1.3.1
L.3.2 Dana Darurat
1.3.3

L.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus

1.3.5

2 Belania
2.L Belania Tidak Lanssunp
2.7.L Belanja Bunga
2.1.2 Belania subsidi
2.L.3
2.L.4
2.L.5 Belania Basi Hasil
2.L.6 Belania Bantuan Keuansan
2.!.7 Belania Tidak Terdusa

2 Belania



LATIPIMN II.2 PEMTURAN GUBERNURNomor : 13
Tanggal : 30 Mei 2014

2.2 Belanja Lanssuns
2.2.L Deranla yegawai
2.2.2 belanla trarang dan Iasa
2.2.3 t,etanJa Moclal

lumlah Belania Lanqsrrn
Iumlah Bpleni

SURPLUS/[DEFTSTT)
3. Pembiayaan Daerah

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah
3.7.L Penggunaan SiLpA
3.1.2 rencatran Dana Cadansan
3.1.3 nasrt renruatan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali pemberian

Pinjaman
3.1.6 renenmaan piutans Daerah

lqmlah Penerimaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.2.L Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (lnvestasi)

Pemerintah Daerah
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah pengeluaran

Pembiayaan Neto
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

[SILPA)
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Nomor
Tanggal

PEMTURAN GUBERNUR
:13
: 30 Mei 2Ol4

Lampiran ILZ_Z

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGAMN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 dan Z}XO

naan SaHo Anggaran Lebi
Sisa LebihTKurar[FemEirffi
Anggaran tahun berialan;Koreksixesffi
Sebelumnya; chn

SaHo Anggaran Lebih Akhjr.
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Nomor
Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:13
: 30 Mei 2Ol4

KEBIIAIGN AKUNTANSI NO. 3
LAPORAN OPEMSIONAL DAN

TAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENDAHULUAN

Tuiuan

1" Tujuan pernyataan standar Laporan 0perasional adalah menetapkan dasar-
dasar penyaiian Laporan Operasional Pemerintah Daerah dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perun dang- undangan.

2' Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan
operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional dan

Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas
akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun laporan

operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit

operasional dan laporan perubahan ekuitas dalam suatu periode

pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

Manfaat Informasi Laporan Operasional

5. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang

tercerminkan dalam pendapatan-Lo, beban, dan surplus/defisit operasional

dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

6. 'Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal

ekuitas akuntansi dan/atau pelaporan dan perubahan atas ekuitas yang

dialdbatkan transaksi tahun berjalan maupun koreksl dan ekuitas akhir,

7. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi

pendapatan-Lo dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas

pemerintahan, sehingga laporan operasi onal menyedr akan i nformasi :

(aJ mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah

untuk men jalankan pelayanan;

(b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam

mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas,

31Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas
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Nomor
Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:13
: 30 Mei 2014

dan kehematan perorehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
(c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-Lo yang akan diterima untuk

mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang
dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

(d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasionalJ, dan peningkatan
ekuitas ftila surplus operasional).

8' Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus
alnrntansi berbasis alaual (full accrual accounting qrcle) sehingga penyusunan
Laporan operasional, Iaporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai
keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DEFINISI

9' Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan
pengertian:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalarn bentuk uang/barang
atau jasa dari pemerintah/pemerintah daerah lainnya, perusahaan

negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat sertatidak secara terus-menerus.

Pendapatan'L0 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

elmitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak

untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan

lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pos Luar Riasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang

tedadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,

tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau

pengaruh entitas bersangkutan.

Surnlus/l'refisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara
pendapatan-operasional dan beban selama satu periode peraporan.

Surplus/Defisit-lQ adalah selisih antara pendapatan-Lo dan beban selama

satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan

non operasional dan pos luar biasa.
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PERIODE PEUIPOMN

10' Laporan operasional dan Iaporan perubahan ekuitas disajikan sekurang-
Ianrangnya sekali dalam setahun. Dalam sihrasi tertenhr, apabila tanggal
Iaporan suatu entitas berubah dan Laporan operasional tahunan disajikan
dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus
mengungkapkan informasi sebagai berikut:

(a) alasan penggunaan periode peraporan tidak satu tahun;
(bJ fakta bahwa jumlah-iumlah komparatif dalam Laporan operasional dan

. catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

11' Manfaatlaporan operasional dan laporan perubahan ekuitas berkurang jika
Iaporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti
kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas
ketidalonampuan entitas pelaporan untuk menyajikan Iaporan keuangan tepat
waknr.

LAPORAN OPERASIONAT

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

12. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-Lo, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-Lo,
yang diperlukan unhrk penyajian yang wajar secara komparatif Laporan

operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan

yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama

sahl tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang

merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu unhrk dijelaskan.

13. Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika

dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

(aJ nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

(b) cakupan entitas pelaporan;

(c) periode yang dicalarp;

[d) mata uang pelaporan; dan

[e) satuan angka yang digunakan.

14. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut

(a) Pendapatan-LO

[b) Beban

(c) Surplus/Defisit dari Operasi

[d) Kegiatan Non Operasional

33Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas



LAMPIMN II.3 PERATURAN GUBERNUR
Nomor
Tanggal

: 13

; 30 Mei 2014

(el Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa

(f) Pos Luar Biasa

(g) Surplus/Defisit-LO

15. Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya
apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan, atau
apabila penyajian tersebut diperlukan untuk rnenyajikan Iaporan operasional
secara wajar.

15. Contoh format laporan operasional clisajikan dalam ilustrasi pada lampiran
kebijakan ini. Ilusfasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari
kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan

kebijakan akuntansi untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

INFORMASI YANG DISAIIKAN DATAM LAPORAN OPERASIONAT ATAU DATAIU

CAf,ATAN ATAS TAPORAN KEUANGAN

17. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut
sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada

Catatan atas Laporan Keuangan.

18. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan mehurut klasifikasi
jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang

dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlalar, disajikan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

19. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi

beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang

menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaihr berdasarkan jenis.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN O PERASIONAL

20. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan

beban selama satu periode pelaporan.

21. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan

beban selama satu periode pelaporan.

22. Selisih lebih/lnrrang antara pendapatan dan beban selama satu periode

pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

suRPtus/DEFISIT DARI KE GTAf,AN NO N OP ERASTO NAL

23. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokl<an tersendiri

dalam kegiatan non operasional.

24. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain
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surplus/defisit peniualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian
kewajiban jangka paniang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional
Iainnya.

25' selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan
surplus/defisit dari kegiatan non operasional menrpakan surplus/defisit
sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

26' Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya .dalam Laporan
operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa.

27'Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik
sebagai berikut:

(aJ kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;

(b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan

(c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

28. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

suRPtus/DEFTSIT-LO

29. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/
defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

30. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan

Perubahan Ekuitas.

TRANSAIGI PENDAPATAN.LO DAN BEBAN BERBENTUK BARAN GlIASA
31. Transaksi pendapatan-Lo dan beban dalam bentuk barang/jasa harus

dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar
barang/iasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi

semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas

Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan

mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

32. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah

dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.
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IIIPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STRUKTUR DAN ISI UTPORAN PERUBAHAN EKUITAS
33' Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-

kurangnya menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal;

bJ Surplus/defi sit- LO pada p eri ode bersangkutan;

c) Koreksi'koreksi yang rangsung menambah/mengurangi ekuitas;
d) Ekuitas akhir

34' Dalam Iaporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika
dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berilaru
(a) nama entitas peraporan atau sarana identifikasi lainnya;
(b) cakupan entitas pelaporan;

(c) periode yang dicalmp;

(d) mata uang pelaporan; dan

(e) satuan angka yang digunakan.

35' Saldo Surplus/Defisit-Lo adalah penjumlahan selisih lebih/kurang anrara
surplus/ defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian
luar biasa yang merupakan pindahkan dari Laporan operasionar.

36' Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah berbagai
koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau perubahan kebijakan
akuntansi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dalam tahun berJalan,
misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi
aset tetap.

TRANSAKSI DATAIT{ MATAUANG ASING

37. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang
rupiah.

38. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang

digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata

dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang

kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

sama dengan yang

uang asing tersebut

rupiah berdasarkan

39. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam

transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi

dalam mata uang asiug tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs

transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing

tersebut.
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40. Dalam hal tidak tersedia dana

bertransaksi dan mata uang

lainnya, maka:

(aJ Transaksi mata uang asing ke mata uang asing Iainnya dijabarkan dengan
menggunakan kurs transaksi;

[bJ Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sentrar pada tanggar transaksi.

FORMAT TAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional SKpD

Pemerintah Provinsi .....

SKPD

uNTuKTAHUN 
'ANG 

uu*nT,?1H.?iBffJf,Hl DESEMBER z0x1 DAN zoxo

LAMPIRAN II.3 PERATURAN GUBERNURNomor : 13
Tanggal : 30 Mei 2Ot4

dalam mata uang asing yang digunakan untuk
asing tersebut dibeli dengan mata uang asing

Pendap6tan PaFk Da€Eh
Pendapatan R€trlbLEi Daerah
Lain-hin PAO yarE Sah

Jumlah pendeatan Asll Dmrah

BEBA{ OPERASI
B€ban Pogawal
Boban BararE Jala
E€b6n Eunga
B€ban Sutcbdl
Bob.n Hb.h
B€ban Bsntun Soahl
B€bEn PerF6ubn
Beban Lal+bln

Junlrh Bebrn Opcrarl

JUMI-AI{ BEBAI,I

x
rq
E
E
m
&
ffi

m
B
E
E
B
H
m

E
B
.B
E
E
E
)d

E
E
B
E
E
E
E
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Laporan Operasional ppKD

Pemerintah provinsi .....

PPKD

uN ruK rAH uN yA N G, u *,H''*'*tir1i BtrJf$i i DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

PE'{DAPATAJ{ ASU BER'II{
Pa.iak OaeEh
Ferd8patsn Harll penoelolaan Keka!€an Oaenh,€nO Dipl3ahkan
Lain-tain pAD yang Sah

Jumhh p.ndspcten Arll Or.rrh

PEiIDAPATAII IRAT(IER
IRANIIER PEIYERIiTTAH PI'SAT.MTA PEHMBAT TT

Dana Bagi Hasll pajak
Dana Blgi Hasll Sumber Da]6 Aam
Dana Aroka!i Umum
Dana Aokesi KhuruB

Jumbh p.ndrp.ten firBt.r lhm p.rlmb.m.n

IRAI'EER PEITERII'rA8 PI'SAT LAIii'YA
Dana Obmml Khus6
Oana peny€suaian

Jumhh pandrpetrn fr6n!tGr Lrlmla

TRA'$ER PEiGilI'IAH PROVINSI
PBndapatan Etagi Hasil pajrk
&rdepabn 869i He!il Leinnla

JumhhTtrmt.r pam.rlrt h prqlnrl
J umh h pand.pcian TnBtla.

I.AIIFI.AIiI PEIDAPATAI{ YA'{C S'IH
P6ndapatan Hlb.h
tundapEEn Lrinnya

Jumbh L.ln-hln p.nd.pofin tang rrtr
JUrlt.AH PE}OAPATAII

BEBAX OPERASI

Beb6n SubBidt
Beban Hlbah
Elet€n EenhEn Sorlal
Beban Lain-lsin

JumlehE b.nOperasl

EEEAII1RAIISER
Beban TEnGbr Bagl HaBll pEJak

Bsbrnfransf€t Bagl Hasll prndapahn L!lnnya
BabEnTEmlbrBantJ!n l<suangsn kp psmarintsh DaeEh Lalnnl6
Elebsn TEmfsr Benfu !n Kausngan k€ Os!a
Elc b! n Tie m ls r Kru! ng! n Lrl nn!6

Jlrmtrh E.ban tranrflt
JUIil-^}I BEBIIN

SURFLIJS'DEFISIT OAB OPERASI

SURPLT'S I'DiI OPERASloN,lL
Surplus PenJualEn Asel Non lan6r
SUDhE funyelesalan Kswaltban JanOka FtsnJam
Surplus darl KeOlahn Non Operaslonal LalnnF

Jumhh Swdu! Non Op.r.rloo.l

Dtsn tloil oPtAsoirAl
DeiBit tunlualan A8et Non lanar
D€ll!ltPenlolc!stan Kewaltban Janglc EnJ!ng
Deflsltdari Ksglatan Non eGErlonal LatnnyE

Jumhh O.flrlt flon Op.r.rbnrt
Juttt l.l SlrRPLt S,rHllnDAF| KBtitTAt{ tlor{ OPRASD|0L

ST,RPLUIYDffi]T SEBE.I.OI POS ITAR AA,3A

PENDAPAIAI{ LUAR BIASA
tundaprbn Luar Blara

Jumhh Pand.patan Luar Bhr!

BEEAT LIJAREIAS'T
Beb€n L6r BlssE

Jumhh Brb.n LEr Bh3r
FOS LT,'IR BIASA
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Laporan Operasional

UNTUK TAHUN YANG

Pemerintah provinsi .....
LAPORAN OPERASIONAL

BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

B
fr
E

PETIOAPATAII AILI DAEMH
Pendapaian paFk Damh
Pendapdan Refi brEi DaeEh
Pend€patan l.hsI pm€€lohan Kd€Fan Oa€Eh yano Oipbaht€n
LakFlstn pAD !6ng Sah

Juill.i p.ndrp.bn &ll Dr.rrh

PEIIDAPAT'N TMT'IFER
TRAI{tPER PEIIERfiTAH PUTAT . DAI'A PER'IIEA{OA{
De. Bao[ H6[ pahk
Dm Bagt Hail Sumba Daya ltsm
Dana Alot€si t tn um
OdE Alol€€l Khusu8

Jrmhh p!ndtFnn Trufir O!na prrffirrtgsn

TMT8FER PEUERINTA'.I PUsAT LT,Ni{YA
OaE Obmmi Khus6
Dans Penrs8uaian

Junl.h P.ndapctrn Tnnji!r Lilnfiltr

?RANSFER PEMERITITAH PROVII{3I
Pendap6tan pajek
Pendapatan LalnnE

JWl.h p.rrtntlh prcvtBl
JuEhh P.ndapdrn Tnffitbr

LflT'.LAIN PEIIDAPATAI YINO 3'H
Pedapahn Hib6h
Pendapstan Lsinrrr

Juilrn t.lllr{dn p.rdrplnn y.ng Soh
JUTII-II{ PE {O/IFATAI

BEBAN OPERA'I
Behn Pegtrai
BebEn BEErU Jasa
Beb6n Bunga
BebEn Subsl€dt
Beban Hibah
Beban BartGn S6ial
Beban Pen Eutan
B6ban Lah.lah

JElrh E.hn Opa[ll

EEBAI{ TMNIFER
B€ban Tnnsftr Bat H8[ PaFk
B6ban frEnltrr B{t Ha.ll Ldnnyi
Botln T6nsfer B!'rtrhn K pemEintah O*r!h LalnnyE
Bebsn fEn fsr BadEn K O@
BcEn Tlanlt?fKajln0rn t lnnla

Jmrrh B.batr Trrn.t t
Juiil-t{ B!!at

JUiII-III TURIU,!/ DEFIIIT DAiI OPERATI

SurplE PmJulan Asst Non Lencar
SurptuB Peo)€lesehn K6,vEllbBn Jamka panlano

Surplus darl KeoiaEn Non Op€r6iqlal LainrDa
Jurlah Surpl6 Nm OFnstm.l

DEHStr }TOfl OPERATTIONA
OdBit P€njualsn Asst llon Larcar
Oefl8it Pe[]6lcaabn KMjiban JEnOla pEnFng
O€ftslt dari K€gkisn f.lon Op€cllonat LrhnyE

Juirith Drtblt Non Op.r.rloml
JUMT.{{ TURPLUU DEFISIT DARI XEOIATAI NON OPERAIIONAT

EURPLUS/ DERSIT EEBELUtt POg LUIR BIA3A

Pondapatan Luar BlBe
Jurlrh Pordrftrn LEr Ehr

BEBAI{ LUAR BIAI}A
Beb€n Luar BlaEg

Jurilh B.brn LEr Bh{
POt LUAR BIASA

I
E
E

B
&
m

E
m
x
E
E
w
&
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FORMAT LAPOMN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD

Pemerintah provinsi .....

SPKD
LAPOMN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUKTAHUN YANG BEMKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2OX1 DAN zOXO

Laporan Perubahan Ekuitas ppKD

pemerintah proyinsi .....

PPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUKTAHUN YANG BEMKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

Laporan Perubahan Ekuitas

Pemerintah Proyinsi ....,

LAPOMN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BEMKHI R SAMPAI DENGAI{ 3 1 DESEM B ER 2OX1 DAN zOXO

,|

2
3
4
5
6
7

DAM PAK K UM ULATF P E RUBAI.iAN KE B UAKAN/K ESAI.AIIAN M E NDASAR
KOREKS I N[..AI PERSED IA/AN
SELEIH REVALUASI ASET TETAP
l-AtN-l-AtN

EKUTTAS AKHIR

xxx
xxx

XXX
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx
XXX
xxx

NO URAIAN 20x1 20x0

1

2
3

4
5

6

7

IEKUrASAWAL
SURPLUS/DEFST.LO
DAMPAK KUMULANF PERUBAMN KEB UAKAI.U(ESAI.AMN MENDASAR:

KOREKSI NII.AI PERSEDIAAN
SELSIH REVALUAS I ASET TETAP
t-AlN-t-AtN

EKUIIASAKHIR

XXX
XXX

xxx
xxx
XXX
xxx

XXX
XXX

XXX
xxx
xxx
xxx

NO UMIAN 20xt 20x0

1

2

3

4

5

6

I

EKUITAS AWAT

SURPLUS,DEFISIT.L0

DAlilPM KUMULATIF PERUBAllAl,l KEBUAl(I$Ifi ESAIAIIAN MENDASAR:

KOREKSI NILAI PERSEDIAAI.I

SELISIH REVALUASI ASET TETAP

I.AIN{AIN

:KUITASMHIR

x,u
xu

Xfr
X,IT

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx

X,X,\

xxx

XXX
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IGBIIAKAN AKUNTANSI NOMOR 04
NERACA

PENDAHULUAN

Tujuan

L' Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyaiian
neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah provinsi
Kalimantan utara dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2' Neraca menggambarkan posisl keuangan suatu entitas akuntansi/entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan daram penyajian neraca yang
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk
dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

4' Berikut adalah istilah-istil ah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi ini
dengan pengertian:

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik
seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat

Kas adalah uang tunai dan sardo simpanan di bank yang setiap
di gunakan untuk membi ayai kegiatan p emeri n taha n.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
pemerintah daerah.

adalah suatu laporan keuangan yang merupakan
gabungan keseluruhan laporan keuangan endtas akuntansi sehingga tersaji
sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara
dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Nilai waiar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak
yang memahami dan berkeinginan untuk melalankan transaksi wajar.

disusun dan

SKPD, PPKD,

saat dapat

lalu yang

ekonomi
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persediaan adarah aset Iancar daram bentuk barang atau perrengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

setara kas adarah investasi jangka pencrek yang sangat rikuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

KTASIFII(ASI

5' setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam
aset Iancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi
kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

6' Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset
dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima
atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan
iumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam wakhr lebih
dari L2 (dua belas) bulan.

7' Apabila suatu entitas akuntansi danfatau entitas pelaporan menyediakan
barang-barang yang akan digunakan daram menjarankan kegiatan
pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan
nonlancar dalam neraca unfuk memberikan informasi mengenai barang-
barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang
akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

8. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan
bermanfaat unhrk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas
ahrntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset
nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat
unhrk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan
nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

, danjangkapanjang.

9. Neracamencantumkan sekurang-kurangnyapos-posberikut:

(al kas dan setara kas;

(b) investasi jangka pendek;

(c) piutang;

(d) persediaan;

(eJ investasi jangka panjang;

(0 asettetap;
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(g) kewajiban jangka pendek;

(hl kewajiban jangka panjang;

(i) ekuitas.

10' Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika penyajian
demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan
pada faktor-faktor berikut ini:

(a) Sifat,likriditas, dan materialitas aset;

(b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akrntansi/entitas pelaporan;

(c) fumlah, sifa! dan jangka waktu kewajiban.

Ll' Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan
dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap
tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas

dasar nilai wajar yang diestimasikan.

PENYAIIAN NERACA

L2. Ketentuan peraturan mewajibkan entitas akuntansi dan/atau entitas

pelaporan menyajikan neraca dalam dua format yang berbeda, yaihr format
sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun

2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Perailrran Menteri

Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah

13. Neraca SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi disajikan dengan format

Permendagri No L3/2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Permendagri No 2L/20IL. Sedangkan neraca Pemerintah Daerah sebagai

entitas pelaporan disajikan dengan format PP No 7L tahun 201,0 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok dan format
Permendagri No L3/2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Permendagri No 2L/20LL sebagai lampiran. Contoh format neraca dalam

Iampiran kebijakan akuntansi ini hanya merupakan ilustrasi dan bukan

. Tujuan lampiran ini adalah

mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam

pelaporan laporan keuangan.
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L4' Penyajian laporan keuangan dari format yang diatur dalam peraturan Menteri
Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke dalam format pp No 71 tahun :zolo
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan melalui proses konversi
yang teknisnya diatur dalam sistem dan prosedur akuntansi.
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Lampiran II.3-L
Neraca SKPD Format permendagri No. 1,3/2006

yang terakhir diubah dengan permendigri No.zt/zott

PEMERINTAH PROVINSI T,ALIMANTAN UTAM
NERACA SKPD .,....

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n_1

dalam ru
Kenaikan

Penurunan

ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Bendahara penerimaan
Kas di Bendahara pengeluaran
Kas di BLUD

Piutang lain-lain

Persediaan Alat Tulis Kantor
Persediaan Alat Listrik
Persediaan Material/Bahan

Persediaan Bahan Bakar
Persediaan Bahan Makanan pokok

Peralatan dan mesin
Alat-alat Berat
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor
Alat-alat Angkutan di Air Bermotor

Alat-alat Anskutan Udara

Alat-alat Pengolahan Pertanian dan
Peternakan

Alat-alat Studio
Alat-alat Komunikasi
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Uraian fumlah

Tahun n Tahun n-1 fumlah %
ASET

Piutang Paiak
Piutang Retribusi
Piutang PAD Lainnya

Persediaan

Persediaan Benda Pos

Iumlah
ASET TETAP
Tanah
Tanah

Alat-alatAngkutan di Air Tidak
Bermotor

Alat-alat Bengkel

Peralatan Kantor
Perlengkapan Kantor
Komputer
Meubelair
Peralatan Dapur
Penghias Ruangan Rumah Tangga
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Alat-alat Ukur
Alat-alat Kedokteran
/Ilar-alat Laboratorium
AIat-alat Persen irtr r rvr

Gedung dan bangunan
uequng Kantor
Lreoung Kumah.f abatan
ueoung Kumah Dinas
(,eoung Gudang
nangunan Berseiarah
Bangunan Monumen
r ugu Herlngatan

,atan, Jarlngan, dan Instalasi
llrran
jemDatan

Janngan Air
Penerangan Jalan, Taman aan Aut n
Kota
Instalasi Listrik dan Telepon

Buku dan Kepustakaan
Barang Bercorak Kesenian,
Kebudayaan
Hewan/Ternak dan Tanaman

Konstruksi Dalam Pengerj aan
Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

lumlah
ASET LAINNYA
Tagihan Piutang Peniualan Anssuran
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain

Jumlah
JUMLAH ASET

KEWAJIBAN
KEWAIIBAN IANGKA PEND EK
Utang Perhitungan Pihak Ketiea
Ulqng Bunga
Utang Paiak
Bagian Lancar Utang lanska Panianp
Pendapatan Diterima Di Muka
Utang fangka Pendek Lainnya

lumlah
EKUITAS
Ekuitas
Ekuitas untuk Dikonsoli dasikan

Iumlah
UMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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Lampiran ll.3-z
Formar permendagri No. L3/2006

Yang terakhir diubah dengan permeida gn ZL'/ZOOZ

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTAM
NEMCA PPKD

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n_1

Kenaikan

Kas di Kas Daerah
Investasi fangka Pendek
Investasi dalam Saham
Investasi dalam Obli

Dana Bagi Hasil
Piutang Dana Alokasi Umum
Piutang Dana Alokasi Khusus
Piutang Lain-Lain
R/K SKPD.....

INVESTASI IANGKA PAN IANG
Investasi Non Permanen
Pinjaman kepada Perusahaan

Pinjaman kepada Pemerintah

Investasi dalam Surat Utang

Investasi Dana Bergulir
Investasi Non Permanen Lai
Investasi Permanen

Penyertaan Modal dalam Proyek

Penyertaan Modal Perusahaan

Investasi Permanen Lain

Peralatan dan Mesin

aringan dan Instalasi

Konstruksi Dalam Penseriaan

Neraca

Uraian Jumlah

Tahun n Tahun n-1 Iumlah o/o

ASET
ASET LANCAR
Kas

Piutang

Iumlah

Pinjaman kepada Perusahaan
Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah

Iumlah
ASET TETAP
Tanah

Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Lainnya
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Akumulasi Penyusutan

Iumlah
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Gaji Kerugian
Daerah
Kemitraan dengan pihak Ketiea
Aset Tak Benvujud
Aset Lain-lain

Iumlah
IUMLAH ASET

KEWAIIBAN
Kewaiiban fangka Pendek

Illqng Perhitungan Pihak Keriea
Utang Bunga
Utang Pajak
Bagian Lancar Utang langka
Panjang
Pendapatan Diterima di Muka
Kewajiban Jangka Panians
Utang Dalam Neseri
Utang Luar Negeri

Iumlah
EKUITAS
Ekuitas
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Jumlah

IUMLAH KEWAIIBAN DAN
EKUITAS
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Lampiran II.3-3
Neraca pemerintah Daerah Format pp 7L/ZOLO

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTAM
NEMCA

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

Uraian
Dalam Ru

ASET LANCAR
I(gr 4i Kas Daerah
Kas di Bendahari pengeluaran
Kas di Bendahara p"nerirnaan
Kas di BLUD
Investasi fangka pendek
Piutang Paiak
Piutang Retribusi dan paO tainn
Piutang Dana perimbansan

n Lancar Pinjaman ke Perusahaan Nesara
an Lancar Piniaman kepada perusahaan Daerah
an Lancar Piniaman kepada pem".irtrh pusrt

Bagian Lancar pin;amanffi
Lainnva

Lancar Tagihan penjualan
an Lancar Tunfutan perbendaharaan
n Lancar Tuntutan Ganti R

lah Aset Lancar
INVESTASI IANGKA PA
Investasi Non Permanen
Piniaman kepada perusahaan Neeara

da Perusahaan Daerah
da Pemerintah Daerah Lainn

Investasi dalam Surat Utane N
Investasi dalam proyek p
Investasi Non Permanen Lain

44an Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainn

Peralatan dan Mesin

umlah Aset Teta
DANA CADANGAN

ASET LAINNYA
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AQtrT
29xL 20x0

Piutang Lainnva
Persediaan

Piniaman

Investasi Permanen

ASET TETAP
'l'anah

Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengeriaan
Akumulasi Penyusutan

Dana Cadangan

Jumlah Dana Cadansan
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han Peniualan
Tuntutan Perbenctaharaan
Tuntutan Gaii
Kemitraan dengan pihak

Aset Lain-lain

mlah Aset Lainn

UMLAH ASET
KEWAIIBAN
TEWAIIBAN IANGKA PEND EK
Utang Perhitungan pihak I(e

Bagian t"n.i
Pusat
Bagian Lanca

Daerah

Bagian Lancar Utang Oatam-f.f"g"riLrdErcur rJancar uulng Lralam Negeri _ Lembaga
Keuangan
Bukan Bank

an Lancar Utang Dalam N
an Lancar Utang Iangka paniang L;in;v,

Pendek Lain
umlah Kewaiiban

KEWAIIBAN IANGKA PANIANG
Dalam Negeri - Pemerintah pusat
Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainn

Utang Dalam N - Lembaga Keuangan Bank

_Uta-ng 
Dalam Negeri - Lem@

Bank
dalam Negeri - Obljsasi

umlah Kewajiban Jangka pan

UMLAH KEW IBAN DAN EKUITAS
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Neraca pem eri n tah Da erah Form at perm en d a#,lxTilll#:yang terakhir diubah dengan permen tagri"2t)r-aiinzott

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NERACA

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1,

dalam
Kenaikan
'enurunan

Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara pen"ri.naan

Investasi dalam D
Investasi dalam Saham
Investasi dalam Obl

Piutang lain-lain

Persediaan Alat Tulis Kantor
Persediaan Alat Listrik
Persediaan Material/Bahan
Persediaan Benda pos

Persediaan Bahan Makanin pokok

Peralatan dan mesin
dan Instalasi

Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam pen
Akumulasi Penyusutan

Tagihan Piutang penjualan

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah
Kemitraan dengan Pihak Keti
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F lumlah
I rltlrr r
' IUIVILAI-I ASF.'I'
r Kn-Wanparu

Utang perhitungan piMk K"h

Baoirn IlqrrLcrr Uttlng ,angka
Panians
Ppnrfrnoi--nF-- "rrqqPqqrr urLErrllla ut ryluKa
UtanglanskaPffi

Jumlah

trI'I IIT 
^ 

E

EKIITTAC

IUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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arus kas di masa yang

atas taksiran arus kas

KEBIIAIGN AKUNTANSI NOMOR 05
LAPORAN ARUS I(AS

PENDAHULUAN

Tujuan

1" Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adarah mengatur penyaiian
laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas
dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan
transitoris selama satu periode akuntansi.

2' Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, Perubahan kas dan setara kas selama suahr periode akuntansi
dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan
untuk pertanggungjawaban da n p engamb i lan keputusan.

RuangLingkup

3' Pemerintah daerah menyusun Iaporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini
dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen Iaporan
keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

4. Kebijakan akuntansi ini berraku untuk penyusunan laporan arus kas
Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPr(D)

Manfaat Informasi Arus Kas

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumrah

akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan
yang telah dibuat sebelumnya.

6' Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-iawaban arus kas masuk dan
arus kas keluar selama periode pelaporan.

7' Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas
memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu endtas

. pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan
solvabilitas).
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Definisi

B' Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi
dengan pengertian:

Aktivitas operasi adarah akrivitas penerimaan dan pengeruaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode
akuntansi.

adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan
aset nonkeuangan lain nya.

Aktivitas nembiavaan adarah aktivitas penerimaan kas yang perru dibayar
kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembari yan|
mengakibatkan perubahan daram jumrah dan komposisi investasi jangka
panjang piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan
pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.
Aktivitas nonanggaran adarah aktivitas penerimaan dan pengeruaran kas yang
tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beranja, dan pembiayaan
pemerintah daerah.

Aktivitas transitoris adarah aktivitas penerimaan atau pengeruaran kas yang
tidak termasuk daram aktivitas operasi, investasi, dan penda,aan.
Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi
berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi
awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian
disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas
dari' badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah
perolehan awal investasi.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah ekuitas dana Iancar dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayarkembali
oleh pemerintah.

Penerimaan kas adarah semua ariran kas yang masuk ke Bendahara umum
Daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum
Daerah.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas
pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
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setara kas adarah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

al pelaporan adalah tanggar hari terakhir dari suatu periode peraporan.

Kas dan Setara Kas

9' Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas
jangka pendek atau unhrk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara
kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam
iumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.
oleh karena ihr, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud
mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) buran atau kurang dari tanggal
perolehannya.

10' Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan
keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas

. dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,
pembiayaan, dan transitoris.

ENTITAS PELAPORAN ARUS I(AS

11' Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari sahr atau Iebih
entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan pemerintah

Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Iaporan keuangan
Pemerintah daerah.

t2' Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit
organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini ppKD.

LAMPIRAN II.5
Nomor
Tanggal

PENYAIIAN LAPORAN ARUS KAS

13. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan

selama periode tertentu yang diklasifilcasikan berdasarkan

investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
t4' Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,

pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para
pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap
posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat
digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi

aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

pengeluaran kas

aktivitas operasi,
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15' satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa altivitas,
misalnya transaksi perunasan utang yang terdiri dari perunasan pokok utang
dan bunga utang' Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam
aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan
diklasifikasikan ke dalam aktvitas operasi.

LAMPIRAN II.5
Nomor
Tanggal

L6' contoh format laporan arus kas disajikan dalarn Lampiran Kebijakan
Akuntansi ini. Lampiran hanya

Aktivitas Operasi

L7. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan

kemampuan operasi pemerintah daerah dalam

untuk membiayai aktivitas operasionalnya di
mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

18' Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain
(a) Pendapatan Asli Daerah;

[b) Dana Perimbangan; dan

(cJ Lain-lain pendapatan yang Sah.

19. Arus keluar kas untuk aktivitas .perasi terutama
pengeluaran, antara lain :

(a) Belanja pegawai;

[b) Belanja Barang;

(c) Bunga;

(d) Subsidi;

(e) Hibah;

(f) Bantuan Sosial

(g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan

[h) Transfer Keluar.

20. Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatn ya sema dengan
persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perotehan dan penJualan surat
berharga tersebut diklasifi kasi kan sebagai aktivitas op erasi.

2L. fika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas
lain, yang perunhrkannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan

modal, atau unilk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana

tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini
dijelaskan dalam catatan atas Iaporan keuangan.

r indikator yang menunjukkan

menghasilkan kas yang cukup

masa yang akan datang tanpa

digunakan untuk
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Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
22' Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan

dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perorehan dan pelepasan sumber
daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan
pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

23' Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:
(a) Penjualan Aset Tetap;

[b) Penjualan Aset Lainnya.

24' Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :

(a) Perolehan Aset Tetap;

@) perolehan Aset Lainnya.

Aktivitas pembiayaan

25' Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau
PenS8unaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak
Iain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah
terhadap pihak Iain di masa yang akan datang.

26. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
(a) Penerimaan pinjaman;

[b) Penerimaan Hasil penjualan Surat utang/obrigasi pemerintah;

(c) Penerimaan Hasil Divestasi

(d) Penerimaan penjualan Investasi fangka panJang Lainnya; dan
(e) Pencairan Dana Cadangan.

27. Arus keluar kas dari akrivitas pembiayaan antara lain
(a) Pembayaran pokok Utang;

(b) Pembayaran atas pembelian Surat utang/obligasi pemerintah;

(c) Penyertaan Modal pemerintah;

(dJ Pemberian pinjaman Jangka panjang; dan
(e) Pembentukan Dana Cadangan.

Aktivitas Transitoris

28. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

29. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran

kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan

pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi
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Perhitungan Fihak Ketiga (pFo, pemberian/penerimaan kembari uang
persediaan kepada/dari bendahara pengeruaran, serta kiriman uang. pFK
menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat
Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya
potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas
antarrekening kas umum negara/daerah.

30' Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan pFK dan
penerimaan ffansitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali
uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

PETAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET
NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN TRANSITORIS

31' Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan
dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,
pembiayaan, dan transitoris.

32' Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara
metode langsung. Metode Iangsung ini mengungkapkan pengelompokan utama
penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

33. Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas
operasi rnemiliki keu ntungan s ebagai b eri kut:

(a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas

. di masa yang akan datang;

(b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

(c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat
langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS I(AS BERSIH

34- Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus

kas bersih dalam hal:

[a] Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat

fbeneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain

daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil

kerjasama operasional.

(b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang

perputarannya cepat volume transaksi banyak, dan jangka waktunya

singkaL
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ARUS KAS MATA UANG ASING

35' Arus kas yang timbur dari transaksi mata uang asing harus
menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan
tersebut ke daram mata uang rupiah berdasarkan kurs
tanggal transaksi.

36' Arus kas yang timbur dari aktivitas entitas peraporan di
dijabarkan ke daram mata uang rupiah berdasarkan kurs
tanggal transaksi.

dibukukan dengan

mata uang asing

bank senEal pada

luar negeri harus

bank sentral pada

37' Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs
mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

38.r Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran
belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari
bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. setiap
alarn yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam
aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

39' fumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas
aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari
pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

40' fumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam
arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran
bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

4L' fumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang
dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-
benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi
yang bersangkutan.

INVESTASI DATAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KETVIITRAAN

42. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan
dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

43, Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kernitraan dicatat
dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.

44. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam

perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.
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PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPEMSI
TAINNYA

45' Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus
disajikan secara terpisah dalarn aktivitas pembiayaan.

46. Entitas peraporan mengungkapkan seruruh perorehan dan perepasan
perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang
diungkapkan adalah:

aJ lumlah harga pembelian arau pelepasan;

b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas
dan setara kas;

c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi
lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan

d) Iumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh
perusahaan daerah dan unit operasi Iainnya yang diperoleh atau dilepas.

47' Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya
sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus
kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi aset
nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan
tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

48' Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit
operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika
transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh
perusahaan daerah.

TRANSAKSI BUKAN KAS

49' Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan
atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.
Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

50. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan
tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak
mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas
yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui
perhrkaran atau hibah.

KOMPONEN I(AS DAN SETARA KAS

51. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam

Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.
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PENGUNGI(APAN IAINNYA

52. Entitas pelaporan mengungkapkan jumrah sardo kas dan setara kas yang
signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

53. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna
laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas
pelaporan.
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Lampiran V.1

Untuk Tahun A

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

ang Berakhir 3 L Desember 20XL dan 20X0

Laporan Arus Kas

7

2

3

4

5

6

7

B

9

10

77

72

13

74

15

76

77

1B

79

20
27
22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

33

34
35

36

37

3B

39

40

4L
42

43

44

Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Masuk

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah

Dana Bagi Hasil Paiak

Dana Bagi Hasil Sumber Alam
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Flasil Lainnya

Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

fumlah Arus Kas Masuk (2 s/dL6)
Arus Kas Keluar

Belanja Pegawai
Belania Barang
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial

Belanja Tak Terduga

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

|umlah Arus Kas Keluar (79 s/d29)
Arus Kas Bersih dariAktivitas Operasi (77-29)

Arus Kas dari Aktivitas lnvestasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Masuk

Pendapatan Penjualan Tanah

Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin

Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan

Pendapatan penjualan f alan, lrigasi dan Jaringan

Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya

Pendapatan Penjualan Aset Lainnya

fumlah Arus Kas Masuk [33 s/d 38)

Arus Kas Keluar
Belania Tanah

Belania Peralatan dan Mesin

Belania Gedung dan Bangunan

Bel Irieasi dan Jaringan
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55

57
58

59

60

67

62
63

64

65

66

67 I

68

69

70

7L

72

73

74

75

76

77
7B

79

BO

B1

82

B3

Belanja aset tetap Lainnl,a

Belanja Aset Lainnya

]umlah Arus Kas Keluar @7 s/d aG)
Arus Kas Bersih dari InvestasiAset Non Keuangan
(3e-47)

Arus Kas dari Aktivitas pembiayaan

Arus Kas Masuk
Pencairan dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah pusat
Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah Daerah Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan kembali pinjaman perusahaan Daerah
Penerimaan kembali pinjaman perusahaan Negara

fumlah Arus Kas Masuk [51 s/d 59)
Arus Kas Keluar

Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok pinjaman Dalam Negeri - pemerintah
Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah
Daerah Lainnya
Pembayaran Pokok pinjaman Dalam Negeri - Lembaga
Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga
Keuangan Non Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada perusahaan Daerah

Jumlah Arus Kas Keluar 162 s/d70)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas pembiayaan(60-72)

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Masuk

Penerimaan PFK

fumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar

Pengeluaran PFK

fumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitorls (76-29)

Kenaikan /Penurunan Kas (30+4 8+7 2+80)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran
(81+82)

Saldo Kas di neraca terdiri dari :

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas BLUD

umlah Saldo Kas di Neraca (84 s/d
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KEBIIAIGN AKUNTANSI NO. 6
CATATAN ATAS TAPOMN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Tuiuan

7' Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyaiian dan pengungkapan
yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan .

RuangLingkup

2' Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada Iaporan keuangan untuk tujuan
umum oleh entitas aku ntansi/entitas p elaporan.

3' Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah Iaporan yang dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan
yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif,
lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam
proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi.

Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau

bagian dari Iaporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik Iainnya

seperfi Iaporan tahunan.

4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam

menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan konsolidasian
pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan

pengertian:

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu

informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat

atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau

besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di

mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali,

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan unhrk menutup

defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
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Pendaoatan-Lo adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali

Pendaoatan-LM adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih cialam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintah.

UMUM

6. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan
Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
Iaporan keuangan untuk tujuan umum.

7. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat
dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca

tertenhr ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu,
laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai

potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari

kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatarr atas Laporan

Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam

memahami Laporan Keuangan.

8. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan

keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai

potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi alaual. Pembaca

yang terbiasa dengan laporan keuangan selitor komersial cenderung melihat

laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan, Unhrk

itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan
' menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

9. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang

diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari

kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

10. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai

referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.
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rL' catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan SAL, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, Neraca, dan
Laporan Arus Kas. Termasuk pura daram catatan atas Laporan Keuangan
adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyaraan
standar Akuntansi pemerintahan serta pengungkapan_pengungkapan rainnya
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas raporan keuangan, seperti
kewajiban ko ntinj ensi da n komitrnen-komitm en lainnya.

12' catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-
pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara rain:
(a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi

regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD,
berikut kendara dan hambatan yang dihadapi daram pencapaian targe!

tb) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun
pelaporan;

(c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi -tran saksi d an kej adi a n -kej adi an p enti ng lain nya;

(d) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos pendapatan-LM, belanja,
pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas;

(e) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan unhrk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pacta laporan keuangan mengikuti
kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-
pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang persediaan
mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada catatan atas

Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dah
skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan
padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

LAMPIRAN II.6
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Penyaiian Informasi tentang Kebiiakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro,
Pencapaian Target Peraturan daerah tentan! APBD, Berikut Kendala dan
Hambatan dalam pencapaian Target
15' catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya unhrk

dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan
secara keseluruhan.

L6' unfuk membantu pembaca Laporan Keuangan, catatan atas Laporan Keuangan
menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti

' bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas
akuntansi/pelaporarr serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan
menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi
keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode
sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya
sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan
perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam
pen5rusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

17' Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan
pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan

pembiayaan' Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan
penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan
intensifi kasi/ekstensifi kasi perpajakan,

'18. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi malco yang digunakan
dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi
makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan

ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.

L9. catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan perubahan anggaran yang

penting selama periode berjalan dibandingkan dengan, hambatan dan kendala
yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya
yang dianggap perlu.

20. Dalam sahr periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu,

entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan

persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi

dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada,

yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali
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disahkan akan rnembantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan
keuangan entitas akuntansi/pelaporan.

Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai
target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan
sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya
kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam catatan atas Laporan
Keuangan.

unfuk membantu pembaca raporan keuangan, manajemen entitas
akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu unhrk memberikan informasi
keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui, misalnya kewajiban
yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

Penyaiian Ikhtisar Pencapaian Kineria Keuangan Selama Tahun pelaporan

23. Kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi

Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan

operasional yang berdimensi keuangan dalam suahr periode peiaporan.

24. Pencapaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan dijelaskan secara obyektif

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat

diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi

dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan

(input). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome)

dengan target yang ditetapkan.

25. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan

dan sasaran dari rencana strategis pemerintah daerah dan indikator sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Pembahasan mengenai kinerja keuangan:

(a) Meliputi baik hasil yang positif maupun negarif;

(b) Menyajikan data historis yang relevan;

(cl Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah

ditetapkan;

(d) Menyajikan informasi penjelasan lainnya yang diyakini oleh manajemen

akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat

memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan hrjuan atau

rencana.

27. Unttrk lebih meningkatkan kegunaan informasi, penjelasan entitas pelaporan

harus juga meliputi penjelasan mengenai apa yang semestinya dilakukan dan

rencana untuk meningkatkan kinerja program.

27.

22.
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Keterbatasan dan kesuritan yang penting sehubungan dengan pengukuran dan
pelaporan kinerja keuangan harus diungkapkan sesuai dengan relevansinya
atas indikator kinerja yang diuraikan pada catatan atas Laporan Keuangan.
Keterbatasan yang relevan akan beragam dari satu program ke program
lainnya, namun biasanya faktor yang dibahas termasuk, antara lain:
(a) Kinerja biasanya tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya

menggunakan satu indikator saja;

[b) Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja
berada pada tingkat yang dilaporkan; dan

(c) Melihat indikator kuantitatif secara eksklusif sering kali menghasilkan
konsekuensi yang tidak diinginkan.

oleh karena itu, indikator kinerja harus dilengkapi dengan informasi
penjelasan yang sesuai. Informasi penjelasan ini akan membantu pengguna
memahami indikator yang dilaporkan, mendapat gambaran mengenai kinerja
keuangan entitas pelaporan, dan mengevaluasi pentingnya faktor yang

mendasari yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan yang dilaporkan.

Informasi penjelasan mungkin termasuk, sebagai contoh, informasi mengenai

faktor yang substansial yang berada di luar kendali entitas, dan informasi

mengenai falGor-faktor yang membuat entitas mempunyai pengaruh penting.

Dasar Penyaiian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebiiakan Akuntansi
Keuangan

31. Dalam menyajikan catatan atas Laporan Keuangan, entitas

akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan
' 

keuangan dan kebijakan akuntansi.

Asumsi Dasar Akuntansi

32. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan

Iaporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik Pengungkapan

diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan

dan penjelasan.

33. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Alarntansi Pemerintah Daerah,

asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah

anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar

Kebijakan akuntansi dapat diterapkan , yang terdiri dari:

(aJ Asumsi kemandirian entitas;

[b) Asumsi kesinambungan entitas; dan

28.

29.

30.
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(c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap
sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
Iaporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi
pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya
asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan
melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh, Entitas bertanggung jawab

atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan
yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan
sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas,

serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi pelaporan

akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah

diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan

dalam jangka pendek

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang

diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, Hal ini diperlukan agar

memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengungkapan Kebij akan Akuntansi

37. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan

harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan

metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan

perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

38. Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan

menjelaskan hal-hal berikut:

a) Entitas pelaporan

b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Iaporan keuangan

c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan

d) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi diterapkan

e) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami

laporan keuangan

39. Pengguna Iaporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang

digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih

dari sahr basis pengukuran digunakan dalarn penyusunan laporan keuangan,

maka inforrnasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat

34.

35.

36.
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mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran
tersebut.

Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan,

manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam
membantu pengguna untuk memahami setiap Fansaksi atau pos dalam
laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu disajikan meliputi, tetapi
tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:

a) pengakuan pendapatan-LRA;

b) pengakuan pendapatan-LO

c) pengakuan belanja;

d) pengakuan beban

cJ prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;

d) investasi;

e) pengakuan dan penghentian / penghapusan aset berwujud/ tidak

berwujud;

fl kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

gJ penyusutan;

h) persediaan;

i) penjabaran mata uang asing.

Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan

kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam catatan atas Laporan

Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan

pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib,

penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang

disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu

perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang Udak

diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada.

Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan

periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh

material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif

harus diungkapkan.

Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material

dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara

material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

41,.

42.

43.

44.
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Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang
Belum Disaiikan daram Lembar Muka Laporan Keuangan
45' Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan

dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Iainnya serta
pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar
atas Iaporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-
komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan
Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam
bagian lain Iaporan keuangan.

46. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa

transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi

entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam Iembar muka laporan
keuangan, seperti kewajiban kontijensi. Untuk dapat memberikan gambaran

yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan

terjadinya suatu peritiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas

akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

47. Catatan atas Laporan Kettangan juga harus mengungkapkan informasi yang

bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

48. Suatu entitas akuntansi/pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila

belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

(a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas

tersebut berada;

[b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;

(c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.

49. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian

penting selama tahun pelaporan, seperti:

(a)Penggantian manajemen entitas akuntansi/pemerintah daerah selama

tahun berjalan;

(b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen

baru;

(c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan

(d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.

(e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan

yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.
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50' Pengungkapan yang diwajibkan dalarn dap kebijakan berlaku sebagai
pelengkap kebijakan ini.

SUSUNAN

51. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas

Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:
(aJ Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi malco, pencapaian target perahrran

daerah tentang ApBD;

[b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;

(c) Kebijakan akuntansi yang penting:

i. Entitasakuntansifpelaporan;

ii. Basis akuntansi yang fnendasari penyusunan laporan keuangan;

iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan;

Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan
' 

ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;

v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk

memahami laporan keuangan.

(d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:

. i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;

ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan

Keuangan.

(e) Informasi tambahan lainnya, yan1 diperlukan seperti gambaran umum

daerah.

52. Contoh format catatan atas laporan keuangan sebagaimana terlampir dalam

kebijakan akuntansi ini. Format tersebut harrya merupakan ilustrasi dan bukan

untuk memudahkan

memberikan gambaran dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan.
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Lampiran II.6-1

PEMERINTAH PROVINSI IGLIMANTAN UTAM
CATATAN ATAS LAPORAN I(EUANGAN

SKPD
PENDAHULUAN
Bab I Pendahuluan

l.L Maksud dan tuiuan penyusunan laporan keuangan SKpD
7.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SI(pD
1.3 sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan sKpD

Bab II Ekonomi makro,
APBD SKPD

kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

2.L Ekonomi Makro -konomi Regional
2.2 Kebija kan keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja ApBD

Bab III rkh fisar pencapaian kineria keuanga!r SKpD
3.1 Il<htisar reaJisasi pencapaian target kinerja keuangan SKpD
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan
Bab IV Kebijakan akuntansi

4.L Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah
SKPD

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
SKPD

4.3 Basis pengukuran yang rnendasari penyusunan laporan keuangan
SKPD

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang
ada dalam SAP pada SKPD

4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

5.1 LRA
5.1.1 Pendapatan_LRA
5.L.2 Belania

5.2 LO

5.2.L Pendapatan -LO
5,2.L Beban
5.2.3 Kesiatan Non Operasional
5.2.4 Pos Luar Biasa

5.s Laporan Perubahan Ekuitas
5.1.8 Perubahan Ekuitas

5.4 Neraca
5.1.9 Aset
5.1.10 Kewajiban
5.1.11 Ekuitas

Bab VI Peni .'lasan atas informasi-informasi non keuansan SKPD
Bab VII Penutup
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Lampiran ll.6-2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTAM
CATATAN ATAS LAPOMN KEUANGAN

PPKD
PENDAHULUAN
Bab I Pendahuluan

L.L Maksud dan tuiuan penyusunan laporan keuangan ppKD
7.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan ppKD
1.3 Sistematika pelulisan catatan atas laporan keuangan ppKD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja
APBD PPKD
2.L Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2.2 Kebijakan keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kineria APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD
3.7 Ikhtisar realisasi pencapaian target kineria keuansan PPKD
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan,
Bab IV Kebi akan akuntansi

4.L Entitas akuntansi / entitas akuntansi/pe laporan keuangan daerah
PPKD

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
PPKD

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
PPKD

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang
ada dalam SAP pada PPKD

4.5 Kebii akan akuntansi tertentu
Bab V Penielasan Dos-Dos Iaporan keuangan PPKD

5.1 LRA
5.1.1 Pendapatan-LM
5.L.2 Belanla
5.1.3 Pembiayaan

5.2 LO
5.L.4 Pendapatan-LO
5.1.5 Beban
5.1.6 Kegiatan Non Operasional
5,L.7 Pos Luar Biasa

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
5.1.8 Perubahan Ekuitas

5,4 Neraca
5.4.L Aset
5.4.2 Kewaiiban
5.4.3 Ekuitas

5.5 LaDoran Arus Kas
5.s.1 Arus Kas dari Operasi
5.s.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
5.5.s Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
5.5.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris

Bab VI Penielasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD

Bab VII
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5.2.L Perubahan SAL

5.3 LO

s.3.1 Pendapatan-L0
s.3.2 Beban
5.3.2 Kegiatan Non Operasional
5.3.4 Pos Luar Biasa

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
5.4.r Perubahan Ekritas

5.5 Neraca
5.5.1 Aset
5.5,2 Kewajiban
5.5,3 Ekuitas

5.6 Laporan Arus Kas
5.6.1 Arus Kas dari Operasi
5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
s.6.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris

Bab VI Penielasan atas informasi-informasi non keu angan
Bab VII Penutup
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

A. UMUM

Tujuan

L' Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas
pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan.

2' Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingl<at
ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LM dalam penyusunan

laporan realisasi anggaran.

4. Pernyataan kebijakan ini berlaku unhrk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah

Daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan

daerah.

Definisi

5. PendaPatan-LM adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersanglartan

yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

6. Rekening Kas Umu,m Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah

yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung selunrh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.

7. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi

SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta

penyesuaian lain yang diperkenankan.

B. PENGAKUAN

8. Pendapatan-LM dialari pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara

Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan
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ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan

Iangsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib

melaporkannya kepada BUD.

d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalamfluar negeri

yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan

syarat entitas penerinta wajib melaporkannya kepada BUD.

e' Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah

berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai

pendapatan.

9.. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada

peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

C. PENGUKURAN

10. Pendapatan-LM diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yainr dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaranJ.

11. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto @iaya) bersifat

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih

dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

12. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal ransaksi

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAIIAN DAN PENGUNGKAPAN

13. Pendapatan-LM disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas

sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar.

14.Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LM

adalah:

a. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan

terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

b. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan

daerah;

c. informasi lainnya yang dianggap perlu.
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KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. OB

AKUNTANSI BELANIA

A. UMUM

Tujuan

l' Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang

meliputi pengakuan, pengukuran, penyaiian dan pengungkapannya dalam
penyusunan Iaporan keuangan pemerintah daerah.

RuangLingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan

dengan menggunakan akuntansi berbasis alau al.

3' Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang memperoleh anggaran berdasarkan

APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

Definisi Belania

4. Belania adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan

Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pemb ayarannya kembali

oleh pemerintah.

5. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

(LRA),

6. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta

belanja transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang

memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,

dan belanja bantuan sosial.

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam benhrk

uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri

sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan rnodal.

7.

8.
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9. Belania Barang dan Iasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang
dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 72 (dua belas) bulan dalam

melaksanakan pro gram dan kegiatan pem erinhhan.

10. Belania Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga

(intgrest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang Qtrincipal
outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan

pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment

fee dan biaya denda.

11. Belania Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan

pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual

produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakal

12. Belania Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau

jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak

mengikaL

13. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam benhrk uang atau

barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

14. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal

meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan,

peralatan, dan aset tak berwujud.

. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset

sampai aset tersebut siap digunakan.

15. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya

tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam,

bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan

dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

16. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk

mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain

yang diwajibkan oleh p eraturan perun dang-un dangan.

Akuntansi Belanja BO



LAMPIRAN II.8 PERATURAN GUBERNUR
Nomor : 13
Tanggal : 30 Mei 2Ol4

17. Belania daerah diklasifikasikan menurut:

a' Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi
atau Satuan Kerja perangkat Daerah (slGD) pengguna Anggaran.

b' Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja
untuk melaksanakan suatu aktivitas.

B. PENGAKUAN

18. Belanja diakui pada saat:

a. Tedadinya pengeluaran dari RKUD.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit
yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

c. Dalam hal badan layanan umum,belanja diakui dengan mengacu pada

peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

19. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada

periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode

. yang sama. Apabila diterima pada periode berikutrrya, koreksi atas pengeluaran

belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

Perlakuan Belania Barang dan fasa

20. Biaya perolehan barang dan jasa menggambarkan biaya perolehan unhrk

mendapatkan barang dan jasa tersebuL

21. Atas perolehan barang yang dimaksudkan unhrk diserahkan kepada masyarakat

atau pihak ketiga, biaya perolehan mencakup biaya perolehan untuk mendapatl<an

barang tersebut dan biaya lain yang terkait langsung untuk mendapatkannya

Perlakuan Belania Modal Aset Berwujud

26. Suahr pengeluaran belanja aset berwujud akan diperlakukan sebagai belanja modal

(dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari L2 (dua belas) bulan;

tb) Perolehan barang tersebut dimanfaatkan untuk pelayanan pemerintah daerah,

serta tidak untuk dijual; dan

[c) Nilai rupiah pengeluaran untuk pembelian per-unit aset/barang tersebut sama

atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
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27. Nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan aset tetap yang dimaksud tersebut
adalah sebagai berikut:

(a) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas

(b) Aset tetap berupa konstruks i / jaringan sebesar Rp 1 0.0 0 0.0 0 0,0 0 ke atas.

30. Belanja modal perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusi/
dialokasikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang
'membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan,

31. Contoh biaya yang dapat diatribusi/dialokasikan secara langsung adalah:

(a) biaya persiapan tempat;

tb) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat

(handling cost);

(c) biaya pemasangan (installation cost);

(d) biaya profesional seperti arsitek konsultansi, dan insinyur; dan/atau

(e) biaya konstruksi;

32. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset

tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusi/dialokasikan secara langsung

pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun

kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusi/dialokasikan pada

perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Perlakuan Belania Modal AsetTidak Berwufud

33. Suahr pengeluaran belanja aset tidak berwujud akan diperlakukan sebagai belanja

modal (dikapitalisasi menjadi aset lainnya) jika aset tidak berwujud tersebut

memberikan manfaat lebih dari 1 tahun fiangka panjang).

34. Dalam perolehan aset tidak benrmjud, selain biaya pengadaan aset tidak berwujud

tersebut, juga diatribusi/dialokasikan biaya yang terkait langsung dengan perolehan

aset tidak berwujud tersebut aset tidak berwujud tersebut siap digunakan

Perlakuan Akuntansi Belanja Yang Terfadi Setelah Perolehan

35. Suatu pengeluaran yang terjadi setelah perolehan aset tetap baik berupa

rehabilitasi/pemeliharaan/penambahan/renovasi dan sej enisnya akan diperlakukan

sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh

kriteria sebagai berilnrt:
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(a) Pengeluaran belanja setelah perolehan yang memperpaniang masa manfaat atau

yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam

bentuk:

a. meningkatkanefisiensi, dan/atau

b. menambah hnerja, dan/atau

c. menambah kapasitas produksi/volume, dan/atau

d. menambah fungsi.

(b) Nilai rupiah pengeluaran belanja tersebut sama atau melebihi nilai satuan

minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

36. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas pengeluaran belanja setelah perolehan aset

tetap (pemeliharaan) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

(a) Konstruksi gedung/bangunan/jalan/jaringan Rp 10.0 00.0 00,0 0 ke atas,

tb) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

37. Tidak termasuk dalam pengertian pengeluaran belanja modal yang memperpanjang

masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk

peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi,

atau peningkatan standar kinerja adalah pengeluaran:

a) pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin

/b erkala / terj adwal, atau

b) yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar

berfungsi baik/normal, atau

c) hanya sekedar unilk memperindah atau mempercantik suatu aset tetap

C. PENGUKURAN

38. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam

dokumen anggaran.

39. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan

nilai nominal yang dikeluarkan dan tercanhrm dalam dokumen pengeluaran yang sah.

D. PENYAIIAN DAN PENGUNGKAPAN

40. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi

ekonomi, Yaitu:

a. Belanja OPerasi

b. Belanja Modal

c. BelanjaTakTerduga

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan'
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Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja
dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam
mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah
tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya
anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan
penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang
dianggap perlu.

4L.

42.
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PENDAHULUAN

Tuiuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untlrk mengatur perlalruan
akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas
sebagaimana ditetapkan olei peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan

pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan ApBD, tidak
termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

4. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah

daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan

diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada

tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang

dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk

menuflip defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat

pertanggungjawaban, terdiri atas :

(a) Penerimaan Pembiayaan Daerah

(b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

5. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi

pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali

pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen

Iainnya dan pencairan dana cadangan.

6. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening

Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain,

penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman

dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
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5' Berikut adalah istilah-istilah 'yang digunakan dalarn kebijakan dengan
pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan atau tidak mernperkenankan pencatatan
pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan
pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan
pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekening Kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara

selama satu periode pelaporan.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat

pertanggungjawaban, terdiri atas :

G) Penerimaan Pembiayaan Daerah

(d) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas umum

Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi

pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kernbali

pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen

lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening

Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain,

penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman

dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembenhrkan dana cadangan.

PENGAKUAN

9. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum

Daerah.

pendapatan dan belanja

6.

7.

8.
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10' Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah.

PENGUKURAN

11' Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

72. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarka n azas bruro.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO

13. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama

satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan Netto.

\4. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang angra
realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih

Iebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu

periode pelaporan dicatat dalam pos SiLpA/SiKpA.

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

15. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan

dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah

berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok

masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

16. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yarrg

rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada

Pembiayaan.

17. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang

rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada

Pembiayaan.

18. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan

melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan

piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang

dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan

sebagai investasi jangka panjang.
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mengurangi

Pengeluaran

menambah

Penerimaan
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19' Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana
bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah
yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerahJ,
seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak
dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembia yaan.

TRANSAKSI DALITM MATA UANG ASING

20. Transaksi dalam mata uang asing harus

dengan menjabarkan jumlah mata uang

bank sentral pada tanggal transaksi.

dibukukan dalam mata uang rupiah

asing tersebut menurut kurs tengah

PENGUNGKAPAN

2L. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
(a) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan

tb) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian

pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset

daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
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KEBTIAKAN AKUNTANST NO. 10
AKUNTANSI PENDAPATAN.L O

A. UMUM

Tuiuan

1' Menetapkan dasar-dasar penyaiian pendapatan dalam Laporan operasional unhrk
pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan s ebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

RuangLingkup

2' Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-Lo dalam Laporan
operasional yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis
akrual.

3' Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara yang memperoleh anggaran berdasarkan ApBD, tidak
termasuk perusahaan daerah.

Definisi

Pendapatan-Lo adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersanglartan dan tidak perlu dibayar
kembali.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban pemerintah.

B. PENGAKUAN

6. Pendapatan-Lo diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned);

b. Pendapatan direalisasi yaihr aliran masuk sumber daya ekonomi frealized).
Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan

penertmaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah dan/atau berdasarkan

surat dari Pemerintah Pusatyang menyatakan kekurangan dana bagi hasit.

Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yong mengatur tentang

dana transfer dan diakui pada tahun yang berkenaan.

Dana Alokasi Khusus diakui pada saat klaim pembayaran oleh pemerlntoh daerah

telah divertfikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui

4.

5.

7.

a)

b)

c)

L
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pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
9' Pendapatan-Lo yang berasal dari pajak/rerribusi daerah/pAD lainnya yang

dihitung secara self assessment atau tanpa melalui suatu penetapan/penagihan,
diakui pada saat direalisasikannya pendapatan tersebug atau saat terbitnya SK yang
menetapkan kekurangan/kelebihan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/pAD
Iainnya.

10. Pendapatan-LO yang berasal dari pajak/retribusi
ditetapkan secara official assesment diakui pada
Ketetapan Pajak Daerah/pendapatan Lainnya.

daerah/PAD lainnya yang

saat diterbitkannya Surat

11' Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dan disajikan dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan Iayanan umum

12' Pendapatan-Lo yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah
selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat
pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak unhrk menagih imbalan dalam bentuk
surat tagihan/faktur atau sej eni snya.

13' Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum
daerah.

14' Pengalman pendapatan-Lo pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan
penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan
laporan keuangan dengan merarnrkan p enyes uaian dengan pertimbangan :

- Tidak terdapat perbedaan walfir yan1 signifikan antara penetapan hak
pendapatan daeah dan penerimaan kas

- Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- Dolmmen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya

pendapatan atas jasa giro.

15. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi duayaitu:

1) Pendapatan'Lo diakui bersamaan dengan penerimaan kas setama tahun
berialan

Pendapatan-Lo diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila
dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu
antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau
pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah

tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui
pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen

penetapan.
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Pengakuan pendapatan-Lo yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas
selama periode berjalan, pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan
penyesuaian.

2) Pendapatan-Lo diakui pada saat penyusunan raporan keuangan
a. pendapatan-Lo diakui seberum penerimaan kas

Pendapatan-Lo diakui sebelurn penerimaan kas dilakukan apabila
terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya sl(p-D/sKRD yang
diterbitkan dengan metode officiat assesment atau
Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan
pernbayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah.
Hal ini merupakan tagihan fpiutangJ bagi pemerintah daerah dan utang bagi
wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan'Lo diakui seterah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan
antara jumlah kas yang diterima dibandingkan baran g/jasa yang belum
seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas

telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat
kas diterima dilakukan penyesuaian sebagai akun pen dapatan diterima
dimuka.

Transaksi Pendapatan Dalam bentuk Barang dan fasa
16. Transaksi pendapatan-LM dalam bentuk barang dan jasa tidak dicatat dalam Lp4

namun harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Contoh transaksi benamjud barang adalah hibah dalam wujud barang,

dan barang rampasan.

LT.Biaya'biaya transaksi yang terkait langsung dengan barang tersebut dikapitalisasi
ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.

C. PENGUKURAN

18. Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak daerah yang menambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

19. Ktrusus Pendapatan-LO atas pajak kendaraan bermotor diukur berdasarkan nilai
yang telah ditetapkan menjadi hak daerah.

20. Pendapatan-Lo dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).
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21' Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-Lo bruto (biaya) bersifat
variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

22'Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAIIAN DAN PENGUNGI(APAN

23' Pendapatan-Lo disajikan dalam Laporan operasional (Lo) sesuai dengan
klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam
catatan atas Laporan Keuangan (caLK) sesuai dengan klasifikasi sumber
pendapatan.

24'Hat'hal yang harus diungkapkan dalam caLK terkait dengan pendapatan-Lo adalah ;

a. penjelasan mengenai pendapatan-Lo yang pada tahun pelaporan yang
b ersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat kh u sus;

b' penjelasan sebab'sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan
daerah; dan

c. informasi lainnya yang dianggap perlu.
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A. UMUM

Tujuan

7' Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang
meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan oleh
perafuran

RuangLingkup

2' Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan
dengan menggunakan akuntansi berbasi s alaual.

3' Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah
Daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk
perusahaan daerah.

Definisi

4' Beban adalah penumnan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

5. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan opeasional (Lo).

6' Beban ope,rasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan
uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat
melakukan fungsinya dengan baik.

7. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga,
Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban penyusutan dan
Amortisasi, Beban Penlsihan piutang, dan Beban lain-lain

8' Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalarn bentuk
uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri
sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum
berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

9. Beban Barang dan lasamerupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan
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jasa yang habis pakai, perjalanan dinas,
honorarium kegiatan kepada non pegawai
tertentu terkait dengan suatu prestasi.

pemeliharaan termasuk pembayaran

dan pemberian hadiah atas kegiatan

10' Beban Bunga merupakan arokasi pengeruaran pemerintah daerah
pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan
utang Qtrincipal outstandingJ termasuk beban pembayaran biaya_biaya
terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti
commifinentfee dan biaya denda.

11' Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan
pemerintah daerah kepada perusahaan/rembaga tertentu agar harga juar
produlsi/iasa yang dihasirkan dapat terjangkau oreh masyarakat

12' Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa
kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat,
dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat

13' Beban Bantuan sosialmerupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang
atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosiar.

14.adalahbebanyangterjadiakibatpenurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset
sehubungan dengan p enggunaan as et b ersangkuta n/b errarunya waktu.

merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar
persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

16' Beban Lain'lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori
tersebut di atas.

17' Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

18' Beban Non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu
dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

19' Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat
diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak diharapkan terjadi berulang-
ulang, dankejadian diluar kendali entitas pemerintah.

20' Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaa n/lembaga

untuk

pokok

yang

biaya
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tertentu yang berhrjuan untuk membantu biaya produksi agar harga juarproduk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat

B. PENGAKUAN

2L. Bebandiakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban;

b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
c' Saatterjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensijasa.

22' saattimbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hakdari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keruarnya kas dari kas umumdaerah' contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah adatagihannya berum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
23' Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeruaran kaskepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ataukonsumsi

aset nonkas daram kegiatan operasionar pemerintah daerah.

24' Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya bebandiakui pada saat penurunan nirai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. contoh penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

25. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan
dengan tiga kondisi, yaiax

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
c. Beban diakui setelahpengeluaran kas.

26' Beban dialmi sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses
' transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waknr antara pengakuan beban

dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan Iebih dulu, maka
kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat diralarkan pada saat terbit
dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum
dikeluarkan' Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi
kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan
pengeluaran kas.

27' Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan
waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan,
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maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeruaran kas.
28' Beban diakui setelah pengeluaraR kas dirakukan apabila daram har prosesEansaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeruaran kasdaerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelahpengeluaran kas' maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang ataujasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeruarkan. pada saat pengeruaran kasmendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belumdapat diakui sebagai Beban' Pengeluaran kas tersebut dapat dil4asifikasikan

sebagai Beban Dibayar di Muka fakun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
29' Pengakuan beban pada periode berjalan di pemerintah provinsi Kalimantan utaradilakukan bersamaan dengan belanja dan pada saat penyusunan Iaporan keuangandilakukan penyesuaian.

30' Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen surat
Perintah Pencairan Dana (sP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran
kas dan d,akukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

3L' Beban dengan mekanism e uP/Gu/TU diakui berdasarkan bukti pengeluaran
' beban pada saat Pertanggungjawaban (spD atau diakui bersamaan dengan

pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada
akhir periode akuntansi.

32' Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap
pengakuan beban, antara lain:

a' Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan
dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember berum dibayar.

b' Beban barang dan jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan
hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaa n barang/jasa atau Berita
Acara serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum
terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

c' Beban Penyusutan diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan
metode garis Iurus (straight line method) yang sudah ditetapkan dengan
mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

d' Beban Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan
metode garis lurus (straight llne method) yang sudah ditetapkan dengan
mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

e' Beban Penlsihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi
berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan
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mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
f Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. untukkeperruan peraporan keuangan, nirai beban bunga diakui sampai dengantanggar peraporan waraupun saat jatuh tempo merewati tanggar peraporan.g' Beban Fansfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat arokasi dana yang harusdibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yangberhak menerima' maka nilai tersebut dapat diakui sebagai bebanatau yangberarti beban diakui dengan kondisi seberurn pengeruaran kas.

PENGUKURAN

33. Beban diukursesuai dengan:

a' harga perolehan atas baran g/iasaatau nilai nominal atas kewajiban bebanyangtimbul' konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

b' menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggar transaksi iikabarang/iasa tersebut tidak diperoreh harga perorehannya.

PENYAIIAN DAN PENGUNGKAPAN

34' Beban disaiikan dalam Laporan operasional [Lo). Rincian dari Beban dijelas.kan
dalam catatan atas Laporan Keuangan (calKJsesuai rlengan klasifikasi ekonomi,
yaitu:

a' Beban operasi, yang terdiri dari: Bebanpegawai, Beban Barang dan fasa, Beban
Bunga, Beban subsidi, Beban Hibah, Beban Banhran sosiar, Beban penyusutan
dan Amortisasi, Beban penyisihan piutang, dan Beban rain-rain

b. Beban Transfer

c. Beban Non Operasional

d. Beban LuarBiasa

35' Pos luar biasa disaiikan terpisah dari pos-pos Iainnya dalam Laporan operasional
dan disajikan sesudah Surprus/Defisit dari Kegiatan Non operasionar.

35. Hal-hal yang perru diungkapkan sehubungan dengan beban, antara rain:
a. Pengeluaran beban tahun berkenaan

b' Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode
alnrntansi/tahun anggaransebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan
belanja.

c. Informasi Iainnya yang dianggap perlu.

C.

D.
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I. INVESTASI

A. UMUM

Tujuan

1' Tuiuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perrakuan akuntansi
untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan
keuangan.

RuangLingkup

2' Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyaiian seluruh investasi baik
investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam Iaporan keuangan
untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akruar.

3' Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka
panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode
penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Definisi

4' Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah daerah daram rangka perayanan kepada masyarakat

5' Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah
untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam
iangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi
jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

6' Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi
jangka panjang' Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset Iancar
sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar,

7' lnvestasi fangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan

. 
dimaksudkan unhrk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi
jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

a' Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam wakhr 3 bulan sampai dengan t2
bulan.
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b' Dihrjukan daiam rangka manaiemen kas dimana pemerintah daerah dapatmenjuar/mencairkan investasi tersebut jika timbur kebuhrhan kas.
c. Investasi jangkapendekbiasanya 

berisiko rendah.
8. Investasi jangka pendek antara Iain terdiri dari:

a' Deposito berjangka waktu lebih dari tiga buran sampai dua beras buran dan atauyang dapat diperpanjang otomatis;

b. Surat utang Negara tsuN) yang jatuh tempo sampai dengan 12 bulan.
c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

9' Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebihdari L2 (dua belas) bulan' Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman
investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi fangka panjang Non permanen

Investasi jangka panjang Non permanen

yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen antara lain dapat berupa:

1J Pembelian Surat Utang Negara;

2) Pinjaman kepada perusahaan Negara/Daerah
3) Pinjaman kepada pemerintah Daerah Lainnya
4) Penanaman modar daram proyek pembangunan yang dapat diarihkan kepada

. fihak keriga;

5) Dana yang disisihkan pemerintah daram rangka perayanan masyarakat
seperti bantuan modal kerja bergulir;

6) Investasi non permanen lainnya.

b. Investasi Jangka panjangpermanen

Investasi fangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk
diperjualbelikan atau ditari k kembali.

Investasi permanen terdiri dari:

a) Penyertaan Modar pemerintah Daerah pada perusahaan negara/
perusahaan daerah, rembaga keuangan negara, badan hukum milik negara,
badan internasionar dan badan hukum rainnya bukan mirik negara;

merupakan investasi jangka panjang
tidak berkelanjutan atau suatu waktu
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a) Investasi permanen lainnya.

B. PENGAKUAN

10' suatu Eansaksi pengeluaran uang dan/atauaset, penerimaan hibah darambentukinvestasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasiapabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a' Pemerintah daerah kemunghnan akan memperoreh manfaat ekonomi danmanfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastiancukup' Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengarirnyamanfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depanberdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kari.
b' Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal(reliable), biasanya didasarkan pada bukti Eansaksi yangmenyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. fika transaksi tidak dapatdiukur berdasarkan bukti perorehannya, penggunaan estimasi yang layak juga

dapat dilakukan.

Pengakuan hasil Investasi

11' Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modalpemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metod e biaya"dicatat sebagai
pendapatan hasil investasi.

12' Apabila pencatatannya menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh
oleh pemerintah daerah, kecuali dividen dalam bentuk saham tidak akan menambah
nilai investasi pemerintah daerah.

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

13' secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapatmembentuk nilai
pasarnya' maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar alcif, maka dapat dipergunakan
nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

14' Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai
berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
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1J Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka invesrasi jangka pendekdiukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisiperantara juar beri, jasa bank, dan biaya rainnya yang timbur daram rangkaperolehan tersebut

2] Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, ,naka investasi jangka
' pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal

perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai
waiar' maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain
yang diserahkan untuk memperoreh investasi tersebul
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat
sebesar nilai nornin alnya,.

b. Pengukuran investasi jangka panjang

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya
perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang
timbur daram rangka perorehan investasi berkenaan.

2) Investasi jangka panjang nonpermanen;

aJ Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi
jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,
dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

b) Investasi jangka panjang non permanen dalam benhrk penanaman modal
pada proyek-proyek penrbangunan pemerintah daerah (seperti proyek
PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunari termasuk biaya yang
dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk
perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian
proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga.

15' Dalam hal invesasi jangka panjang diperoleh dengan pernrkaran aset pemerinah
daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai
wajar investasi tersebut jika harga perorehannya tidak ada.

16' Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang
asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar
fkurs tengah bank sentrar) yang berraku pada tanggar transaksi.

17' Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai
berikut:
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a, Metode biaya

Dengan menggunakan metod e biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan.
Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasilyang diterima dan tidak
mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan huku m yan.terkail

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai
sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian Iaba
atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal
perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk
dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi
pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi
kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang
timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tgtap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama unhrk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau investasi
jangka panjang non permanen

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah

daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan
penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhihrngan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan
dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima
kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (agrng schedule).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung

berdasarkan persentase penyisihan unhrk masing-masing kelompok sebagai

berikut:

No
Periode fatuh Tempo Pengembalian
Investasi

Persentase
Penyisihan

L fatuh tempo pada periode s.d 2 Tahun 0 o/o

2 Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun 25 o/o

3 fatuh tempok pada periode 3 s.d 4 Tahun 50 o/o

4 fatuh tempo pada periode di 4 s.d 5 Tahun 75 o/o

5 fatuh tempo pada periode di atas 5 Tahun L00 o/o
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'-#i:::aan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai

Kepemilikan kurang dari 2}o/omenggunakan metode biaya.
Kepemirikan 200/o sampai 500/o, atau kepemirikan kurang dan 200/o retapimemili* pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
Kepemilikan Iebih dari 50% menggunakan rnetode ekuitas.

Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan
metode nilai bersih yang direalisasikan.

19' Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemirikan saham bukanmerupakan faktor yang menenhrkan dalam pemilihan metode penilaian investasi,
tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) ataupengendalian terhadap perusahaan investee. ciri-ciri adanya pengaruh ataupengendalian pada perusahaan investee, antara Iain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

c' Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi
investee;

d' Kemampuan unfuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan
dewan direksi.

D. PENGUNGIGPAN DAN PENYAIIAN

Pelepasan dan pemtndahan Investasi

20' Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan
pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan Iain sebagainya.

21' Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan
pembiayaan.

zz'Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiriki pemerintah daerah dinilai
dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi
total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

23' Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi
investasi jangka pendek, aset tetap, aset Iain-rain dan sebariranya.

cl.

b.

c.

d.
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a' Kebijakan akuntansi untuk penentuan nirai investasi;

b' fenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
c' Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka

panjang;

d' Penurunan n,ai investasi yang signifikan daram penyebab penurunan tersebuu
Investasi yang dinirai dengan n,ai wajar dan arasan penerapannya;

Perubahan pos investasi.

il. PIUTANG

A. UMUM

Tujuan

25. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk
untuk piutang dan informasi Iainnya yang dianggap
keuangan.

26' Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang pemerintah provinsi
Kalimantan utara yang meriputi definisi, pengakuan, pengukuran, peniraian dan
pengungkapannya.

RuangLingkup

27'Kebiiakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan
keuangan unfukilrJuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.

28' Kebijakan ini diterapkan unhrk entitas Pemerintah provinsi Kaimantan Utara tidak
termasuk perusahaan daerah.

Definisi

29' Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau
hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjaniian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
akibat Iainnya yang sah.

30. Piutang dapat terjadi karena:

a. Pungutan pendapatan daerah

24' Pengungkapan investasi dalam catatan atas Laporan I(euangan sekurang-kurangnya
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

mengatur perlakuan akuntansi

perlu disajikan dalam laporan

e.

t.
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b. perikatan

c. Transfer antar pemerintah

d. Kerugian daerah

31' Piutang yang teriadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang paiakdan piutang pendapatan daerah selain pajak.

32' Piutang yang terjadi karena perikatan yang meriputi pinjaman antar daerah,perikatan jual beli' perikatan kemitraan, pemberian fasilita s/jasa, dan transaksidibayar di muka.

33' Piutang yang terjadi karena ffansfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintahdaerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik daripemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah.
34' Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti

rugi (TGRJ dan hrntutan perbendaharaan (Tp).

35' Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan
tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau
korporasi dan/atau entitas lain.

36' Penilaian kualitas piutang untuk penlsihan piutang tak tertagih dihinrng
berdasarkan laralitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan
dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debihrrnya

PENGAKUAN

37' Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi
lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang berum dirunasi ;b' Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan betum dilunasi
38' Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaihr peristiwa yang timbul dari

pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui
sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi laiteria:
a' didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara

jelas; dan

b. jumlah piutang dapat diukur;

39' Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya AIam diakui berdasarkan
alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah
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menurut ketenfuan yang berlaku dan telah dirakukan rekonsiriasi yang beiumdi b ayarka n/ditrans fer.

40' Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumrah yang ditetapkansesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berraku yangbelum ditransfer dan merupakan hak daerah.

41. Piutang Dana Alokasi Khusus [DAI! diakui
telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan
sebesar jumlah yang belum ditransfer.

42. Piutang transfer Iainnya diakui apabila:

berdasarkan klaim pembayaran yang
telah ditetapkan jumlah definirifrrya

a' dalam hal penyaluran tidak memerlukan persya ratan, apabirasampai dengan
akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seruruh pembayarannya, sisayang belum diEansfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah
penerima;

b' dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian
pekerjaan tertenhr, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah
dipenuhi' tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat

43' Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang
bersangkutan yang meniadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

44' Piutang kelebihan tansfer diakui apabila dalam suatu tahun anggaran ada kerebihan
transfer' Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud
dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

45' Perisuwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tp/TGR, harus didukung
dengan bukti SK Pembebanan/SKP zK/sKTlM/Dokumen yang dipersamakan, yang
menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dirakukan dengan cara damai (di
luar pengadilan)' sK Pembebanan/SKP2K/sKTlM/Dokumen yang dipersamakan
merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi

.tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila
penyelesaian Tp/TGR tersebut diraksanakan merarui jarur pengaditan, pengakuan
piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitlan surat
penagihan.

B. PENGUTURAN

46' Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari perahrran perundang undangan,
adalah sebagai berikut:

Kebijakan Akuntansi Aset 706



LAMPIMN II.T2 PERATURAN GUBERNURNomor : 13
Tanggal : 30 Mei 2014

a' disajikan sebesar nirai yang berum dirunasi sampai dengan
dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b' disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan
dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak unruk
Wajib pajak (WpJ yang mengajukan banding; atau

c' disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggar pelaporan
dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum
ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

47' Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas
daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar
pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebuL Apabila dalam naskah
perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee
dan atau biaya-biaya pinjaman rainnya, maka pada akhir periode peraporan
harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada
periode berjalan yang terutang fbelum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan
' Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjuatan

yang terutang (belum dibayar) pada akhir periocle pelaporan. Apabila dalam
perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang
harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketenhran-ketenhran yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanj ian kem i traan.
Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan
oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran
atau uang muka yang telah diterinra.

48. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a' Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan
tanggal pelaporan dari setiap alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai
dengan dolanmen penetapan yang sah menurut ketenttran yang berlaku dan telah
dilakukan rekonsiliasi;

tanggal pelaporan

ketetapan/surat

d.
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b. Dana Alokasi Umum sebesar jurnlah yang belum diterirna, dalam hal terdapat
kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke provinsi;

c' Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan
disetujui oleh pemerintah pusat

49' Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas,
dilakukan sebagai berikut:

a' Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun
berjaran dan yang akan ditagih daram Lz (dua beras) buran ke depan
berdasarkan surat ketentuan penyeresaian yai.rg terah ditetapkan;

b' Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas L2bulan' berikutnya.

50' Pengukuran Berikutnya (subsequent Measurement) Terhadap pengakuan Awal
Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut
dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak terragih. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan
setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

51' Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara
yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).

52' Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable
value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

53' Kualitas piutang dikelompokkan men iadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai
berikut:

a. Kualitas piutang Lancar;

b. Kualitas piutang Kurang Lancar;

c. Kualitas piutang Diragukan;

d. Kualitas piutang Macel

54' Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut
pajak yang terdiri dari:

a- Pajak Dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessmentJ; dan
b. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment).

55. Penggolongan Kualitas piutang dirakukan dengan ketenhran:

a. Kualitas lancar dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.

b. Kualitas Kurang Lancar dengan kriteria Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun.
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Kualitas Diragukan dengan kriteria umurpiutang 3 sampai dengan 5 tahun.Kualitas Macet dengan lciteria urnur piutang diatas 5 tahun.
56. Penggolongan Kualitas

L00 o/o

C. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

57' Penyisihan piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0 o/o;

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 2ilo/o(duapuluh lima
kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai
sitaan ffika adaJ;

c' Kualitas Diragukan sebesar 50% flima puluh perseratus) dari piutang dengankualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
0ika ada); dan

d' Kualitas Macet Looo/o (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macetsetelah dikurangi dengan nilai agunan atau nirai barang sitaan ffika ada).D. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

58' Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentukyang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. secara umum penghentian
pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan
sesuafu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

59' Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua carapenghapustagihan (write-offl dan penghapusbukuan (write down) dengan
mengeliminasi piutang dan penyisihan piutang dari neraca.

60' Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang.
Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat
yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara
merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan

perseratus) dari piutang

agunan atau nilai barang

Piutang dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas piuUng
Taksiran piutang TakTeru$h

Kurang Lancar

Diragukan

Kebijakan Akuntansi Aset
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61' Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dankebiiakan yang menghasilkan keputusan hapus tagilr yang defensif bagi pemerintah
secara hukum dan ekonomik.

E. PENGUNGI(APAN

62' Piutang disaiikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun
piutang diungkapkan secara cukup dalarn catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi
dimaksud dapat berupa:

a' Kebijakan akuntansi yang digunakan daram penilaian, pengakuan dan
pengukuran piutang;

b' rincian jenis'jenis, sardo menurut umur untuk mengetahui tingt<at
kolekribilitasnya;

c. penjelasan atas penyelesaian piutang;

d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

63' Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses
penyelesaian, baik meralui cara damai maupun pengadilan.

54' Penghapusbulman piutang harus diungkapkan secara cukup dalam catatan atas
Laporan Keuangan agar lebih informatif dengan menyajikan penjelasan yang
dianggap perlu.

M. PERSEDIAAN

A. UMUM

Tujuan

65' Mengattrr perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam
Iaporan keuangan.

Ruang Lingkup

66' Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan
dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

67'Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara, yang memperoleh anggaran berdasarkan ApBD, tidak
termasuk perusahaan daerah.
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atau perlengkapan yang

pemenntah daerah, dan

diserahkan dalam rangka

atau potensi jasa dalam

konsumsi persediaan.

Definisi

68'Persediaan adarah aset Iancar daram bentuk barang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijuar dan/atau
pelayanan kepada masyarakal

69' Beban persediaan adarah penurunan rnanfaat ekonomi
periode peraporan yang menurunkan ekuitas daram bentuk

70' Metode Periodik adalah sistem pencatatan dimana persediaan dinilai pada akhirperiode menggunakan stock opname atas persediaan tersebut
71. Metode peroetual adalah sistem pencatatan

dan keluar dicatat di pembukuan.

dimana setiap persediaan yang masuk

72. Metode Fifo adalah sistem pencatatan

yang pertama kali masuk itulah yang
keluar.

sebuah persediaan dimana nilai persediaan
pertama kali dicatat sebagai barang yang

73' Metode Lifo adalah sistem pencatatan penilaian persediaan dimana nilai persediaan
yang terakhir masuk adalah barang yang pertama kali dicatat sebagai barang yang
keluar.

74' Metode Average adalah sistem pencatatan sebuah persediaan dimana nilai
persediaan dirata-rata tertimbang .

B. PENGAKUAN

75. Persediaan diakui pada saat:

a' potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andar;

b' diterima atau hak kepemilika nnya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

C. PENGUKURAN

76. Persediaan disajikan sebesar:

a' Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan
dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya
perolehan.
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b' Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Haqgapokok produksi persediaan meliputi biaya Iangsung 1,2ng terkait dengan
persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara
sistematis.

c' Nilai wajal apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai
wajar persediaan meliputi nilai fukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
pihakyang memahami dan berkelnginan melakukan transaksi wajar (arm length
transaction).

77; Pencatatan Persediaan unhrk mengukur persediaan dilakukan dengan metode
Periodik' Pencatatan pemakaian persediaan menggunakan pendekatan beban. pada
akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan untuk menenhrkan
nilai persediaan dan beban persediaan.

78' Persediaan dan Beban Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIF6.

79' Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. PENYAIIAN DAN PENGUNGKAPAN

80' Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran dan penilaian persediaan.

81. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan:

a' persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan
masyarakat barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi,
barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan
barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyaraka! dan

b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

ru. ASET TETAP

A. UMUM

Tuiuan

82' Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai
tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan
penurunan nilai tercatat aset tetap.

Ruang Lingkup

83. Kebijakan alarntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam
laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis
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alcual' Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akrntansi dan entitas peraporan
pemerintah daerah, ddak termasuk perusahaan daerah.

84' Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerahyang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan
pengungkapan aset tetap.

85. Kebijakan Aset tetap tidak diterapkan untuk:

a' Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural
resources).

b' Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan
sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui [non- regenerative
natural resources).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau
memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat
dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut

B. DEFINISI

86'Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari lz (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.

87' Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar
imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
dipergunakan.

88' Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau
pelayanan publik; atau

89' lumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk
alitivitas pemerintahan d an/atau p emeri ntahan p ubr i k.

90' Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa
manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

91' Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu

. 
aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

92' Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak
yang memahami dan berkeinginan unhrk melakukan transaksi wajar.
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93' Penvusutan adalah alokasi yang sistematis atas nirai suatu aset tetap yang dapatdisusutkan fDepreciable AssetsJ selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.94.%i@adalahaset-asettetapyangsedangdalamproses
pembangunan.

adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untukus unul(konsffuksi suafu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama Iainatau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan ataupenggunaan utama.

96' Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun asetatau memberikan jasa konstruksi unfuk kepentingan entitas lain sesuai denganspesifikasi yang ditetapkan dalam konEak konstruksi.

100' Retensi adarah jumrah termin (progress biring) yang berum dibayar hinggapemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak unhrk pembayaran jumlah
tersebuL

101' Termin (progress biling) adarah jumrah yang ditagih untuk pekerjaan yang
dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar' oleh pemberi kerja.

102' Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam
aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adarah sebagai berikut:
a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin

c. Gedungdan Bangunan;

d. falan, Irigasi, dan laringan;
e. Aset Tetap Lainnya;

f. Konstuksi dalam pengerjaan.

97' uang muka keria adalah iumlah yang diterima oreh kontraktor seberum pekerjaan
dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

98. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor
penggantian biaya-bia ya y angti da k termasu k da Iam

99' Pemberi keria adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak
ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstrur<si.

kepada pemberi kerja sebagai

nilai kontrak

Kebijakan Akuntansi Aset
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103' Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap iarah tanah yang diperoreh denganmaksud untuk dipakai dalam kegiatan operasionar pemerintah dan daram kondisisiap dipakai.

104' Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangu nan yangdiperoreh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalamkondisi siap dipakai.

105' Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, aratelektonik' inventaris kantor, dan peralatan lainny a yang nilainya signifikan dan
masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

105' falan' irigasi' dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun olehpemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi
siap dipakai.

107' Aset tetap Iainnya mencakup aset tetap yang ticlak dapat dikelompokkan ke datam
kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan.operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

108' Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

109' Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan
nilai tercatatnya.

C. PENGAKUAN ASET TETAP

110' Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset
tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;

b' Mempunyai masa manfaat lebih dari LZ (duaberas) buran;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi norrnar entitas; dan
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f' Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian

barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah
ditetapkan.
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Namun demikian' dengan pertimban gan biaya dan manfaat serta kepraktisan,

:::11** 
aset tetap berupa konstruksi dlakukan pada saat rearisasi beranja

7LL' Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan' suafu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapatdiberikan oleh aset tetap tersebu! baik langsung maupun tidak langsung, bagi'kegiatan 
operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan

atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akanmengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerimamanfaat dan menerima risiko terkait Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika
manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebuL sebelum hal ini terjadi, perolehan
aset tidak dapat diakui.

LLZ' Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap terah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

113' saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah
terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya
sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan.aset
tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanyasuatu
proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus
diselesaikan proses jual beli (alcta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi
berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa
penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi
pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Iumlah Biaya Kapitalisasi (capitalization Treshold) perolehan Awal Aset
Tetap.

114' Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru
dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi,
perbaikan atau restorasi.

115' Nilai satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu
aset harus di}<apitalisasi atau tidak

116' Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa
peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

117. Nilai satuan minimum kapitalisasi

sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi
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Pengukuran Aset Tetap
118' Aset tetap dinilai dengan biaya perorehan. Apabira peniraian

menggunakan biaya perorehan Hdak memungkinkan maka
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

aset tetap dengan

nilai aset tetap

119' unnrk tujuan pernyataan ini, penggunaan nirai wajar pada saat perorehan untukkondisi pada para graf 716 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali
[revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.penilaian kembali yangdimaksud hanya diterapkan pada penilaian unhrk periode pelaporan seranjutrrya,
bukan pada saat perolehan awal

120' Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bira terdapat transaksi pertukaran
dengatr bukri pembelian aset tetap yang mengide tifikasikan biayanya. Dalam
keadaan suahr aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang
dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan
entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang
digunakan dalam proses konstruksi.

LZL' Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
Iangsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biayatidak Iangsung termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrilq sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut

L22' unntk keperluan Penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap
yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. unhrk
periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru,
suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan
tidak ada.

Komponen Biaya

L23' Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,
termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat
bekerja untuk penggunaa n yangdimaksudkan.

L24. contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adarah:

a. biayaperencanaan;

b. biaya lelang;

c. biaya persiapan tempat;
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d' biaya pengiriman awal (initial deliveryJ dan biaya simpan dan bongkar muar(handling cost);

e. biaya pemasangan (instalation cost);
f biayaprofesional seperti arsitek dan insinyurj dan
g. biaya konstuksi.

125' Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perorehan nya. Biayaperorehan mencakup
harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalamrangka memperoreh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biayalainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi
nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan hra
tersebut dimaksudkan untuk dimusnahka n. Biayayang timbul atas sengketa tanahseperti biaya pengadilan dan pengacara, tidak dikapitalisasi menjadi biaya
perolehan tanah.

L26' Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang
telah dilakukan unhrk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.
Biaya ini antara lain rneliputi harga pembelian , biayapengangkutan, biaya instalasi,
serta biaya Iangsung lainnya untuk memperdleh dan mempersiapkan sampai
peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

L27' Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini
antara Iain meliputi harga pembelian atau biaya konstnrksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, dan pajak

128' Biaya perolehan jalan, iaringan,dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai.
Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya Iain yang
dikeluarkan sampai jaran, jaringan, dan instarasi tersebut siap pakai.

729' Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biayayang dikeluarkan
untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

130' Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suahr komponen biaya aset
tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung padabiaya
perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya
administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka
merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
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73L' Biaya yang tidak dapat diarribusikan secara Iangsung misal biayamakan minum ,biaya ATK perialanan dinas biasa, dan lain-lain yang tidak terkait langsung dengan
pengadaan aset tetap' sedangkan biaya yang dapat diatribusikan secara Iangsung ke
dalam aset tetap terbatas hanya honorarium panitia pengadaan, honorarium pprK,
honorarium panitia penerima/pemeriksa barang/pekerjaan, biaya-biaya lelang,
biaya asuransi yang terkait langsung dengan pengadaan aset tetap tersebut

132' Khusus pengadaan tanah yang perencanaan dan pengadaannya dilakukan oleh
entitas yang terpisah, dianggarkan pada masing-masing rekening berkenaan dan
pada saat realisasi tanah tersebut seluruh biaya penunjang diatribusikan pada tanah
tersebut

133' Atribusi biaya umum dan adminisfrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap
konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari sah:
aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset atau dibebankan pada
salah safu aset yang paling material.

134' Biaya perolehan suatu aset yang dibangurr dengan cara swakelola ditenhrkan
menggunakan prinsip yang sama seperti asetyang dibeli.

x-35. setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

136. Barang berwujud yang

dikelompokkan sebagai

perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

737' Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan
ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

138' Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset
tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan
pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang
ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur selaku pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset Perianiian Keriasama Fasos Fasum

139. Pengakuan aset tetaP akibat dari perjanjian kerja sama,dengan pihak ketiga berupa
fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan

memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan
aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya
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setelah adanya Berita Acara serah Terima (BAsr) arau diakui pada saatpenguasaannya berpindah.

140' Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinirai berdasarkan nirainominal yans tercantum Berita Acaraserah Terima (BAsr).Apabila tidak tercantum'nilai nominal dalam BAsr, maka fasos fasurn dinilai berdasarkan nilai wajar padasaat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)
141' suahr aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian asettetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukurberdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat

aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumrah setiap kas atau setara kas yang
d itran sfer/d i s erahkan.

142' Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa
yang memiliki manfaatyang serupa dan memiliki nilai wajaryang serupa. suatu aset
tetap juga dapat dilepas dalarn pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa.
Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalarn
transaksi ini' Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai terca tat (carrying
amount) atas asetyang dilepas.

143' Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu
pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini,
aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah
diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.
contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk perhrkaran bangunan,
mesin' peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam
pertukaran' misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang
dipernrkarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

144' Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar
pada saat perolehan.

145' Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset
tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan
yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerlntah daerah. Tanpa
persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila
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didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya
akta hibah.

146' Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan
dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satuperusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah denganpersyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah terah dianggap seresai.
Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti p"rot"t rn ,r", ,"oo
dengan pertukaran.

L47' Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, rnaka
perorehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasionar.

Pengeluaran Seterah perorehan (subsequent Expendihrres)
148' Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa

manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang
akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi,
peningkatan mutu produksi, penambahan firngsi, atau peningkatan standar kinerja
yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau Iebih, harus
ditambahkan pada nilai terca tat (di kapi tal i sasi) aset yang bersangku ta n.

149' Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi
manfaat ekonomik dimasa datang dalam benhrk peningkatan kapasitas/volume,
peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkaan standar kinerja
adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan
rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan
aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar
memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

150' Nilai sattran minimum kapitalisasi aset tetap atas pengeluaran setelah perolehan
aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

151' Nilai sahran minimum kapitalisasi aset tetap atas pengeluaran setelah perotehan
. aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

Pengukuran BerikuErya (subsequen t M easu rement) Terha dap pengakuan Awa I
152' Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi

akumulasi penyusutan. Apabila teriadi kondisi yang memungkinkan penilaian
kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing
akun aset tetap.
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Penyusutan Aset Tetap

153. Metode penyusutan yang

method).

154. Nilai penyusutan

dan dicatat pada

tetap.

dipergunakan adarah metode garis lurus [straight rine

untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan
Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nirai aset

155' Aset tetap hasil pengadaa'n/pembelian baru, disusutkan pertama karinyapada tahun pencatatan aset tetap tersebut.

156' Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok
aset tetap adalah sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin berupa arat angkutan dan arat berat 10 tahun

Peralatan dan Mesin Lainnya S tahun

c. Gedung dan bangunan permanen 50 tahun

d. Gedung dan bangunan semi permanen 20 tahun

e. falan 10 tahun,

f. Bangunan air, jaringan dan instalasi 20 tahun

8' Aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian dan kebudayaan S. tahun

157' Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan,
buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

158' Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset
Kemikaan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layalcrya
Aset Tetap.

159' Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasil<an sebagai
Aset Lainnya berupa:

a' Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan
telah diusulkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang unhrk
dilakukan penghapusannya; dan

b' Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan oeh
pengguna barang kepada Pengelola Barang unhrk dilakukan penghapusan.

a.

b.
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Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

160' Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakanakuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biayaperolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin
dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berraku secara nasionar.

161" Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan darikonsep biaya perorehan didaram penyajian aset tetap serta pengaruh
penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara
nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan pelepasan Aset Tetap

162' suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan
diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila
aset secara Permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki
manfaat ekonomi/sosiar signifikan dimasa yang akan datang seterah ada
Keputusan dari Kepara Daerah danf ataudengan persetujuan DpRD.

Pengungkapan Aset Tetap

163. Laporan keuangan harus

sebagai berikut:

mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap

a' Dasar penilaian yang digunakan untuk menenhrkan nilai tercatat (carrying
amount);

b' Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan ;

1) penambahan;

2) pelepasan;

3) akumurasi penyusutan dan perubahan n,ai, jika ada;
4) mutasi aset tetap lainnya.

c. Informasipenyusutan,meliputi:

1) Nilai penyusutan;

2) Metode penyusutan yang digunakan;

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir

periode.

154' fika aset tetap dicatat pada Jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus
diungkapkan:
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a. Dasarperaturan untuk menilai kembali asct tetap;
b. Tanggal efektif penilaian kembali;

' c. fika ada, nama penilai independen;

d' Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan
dan

e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

165' Pengungkapan aset bersejarah fheritage assets) yang meriputi:

biaya pengganti;

a' iumlah unit koleksi yang dinriliki atau jumlah unit monumen, unit koleksib' Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan sebagai beranja tahun terjadinya pengeruaran tersebut

Akuntansi Konstruksi Dalam pengeriaan

166' Konsruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan, yang pacla tangg al neraca belum selesai dibangun seluruhnya
Konstruksi daram pengerjaan mencakup peraratan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap Iainnya yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu
teftenhr dan belum selesai. Perolehan melalui konEak konstrul<si pada umumnya
memerlukan suatu periode waktu tertennr. Periode waktu perolehan tersebut bisa
lebih dari sahr periode akuntansi.

167' Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau
melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

168' Kontrak konsruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang
berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan,
telo:ologi, fungsi atau tujuan,dan penggunaan utama.

169. Kontrak konstrul<si dapat meliputi:

a' kontrak untuk perolehanjasayangberhubunganlangsungdengan perencanaan
konstruksi ase! seperti jasa arsitektur;

b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi ase!

c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan

konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;

d. konrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengeriaan

170. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada
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saat penyusunan laporan keuangan jika:

a' Besar kemungkinan bahwa rnanfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan
dengan aset tersebut akan diperoleh; dan

b' Biayaperolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

171' Konstuksi Dalam Pengedaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan
digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan olehmasyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam asettetap.

172' Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserah
terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya

Pengukuran Konstruksi Dalam pengeriaan

173' KonsTukri Daram pengerjaan dicatat dengan biaya perorehan.

174' Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

a' Biaya yang berhubungan Iangsung dengan kegiatan konstruksi;
b' Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat

dialokasikan ke konstruksi tersebug dan
c' Biaya lain yanl secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang

bersangkutan.

175' Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstuksi antara lain
meliputi:

176. Biayapekerja lapangan termasuk penyelia

a. Biaya bahanyang digunakan dalam konstruksi
b' Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi

pekerjaan

c. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana

d' Biaya rancangan dan bantuan telsris yang secara langsung berhubungan
dengan konstruksi, seperti biaya konsurtan perencana.

L77' Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan
dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
a. Asuransi;

b' Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan
dengan konstruksi tertentu;
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c' Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasil<an untuk kegiatan konsruksi yangbersangkutan seperti biaya i nspeksi.

178, Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksimeliputi:

a' Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkatpenyelesaian pekerjaan;

b' Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan
pekerjaan yang terah diterima tetapi berum dibayar pada tanggar peraporan;c' Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan
pelaksanan kontrak konstruksi.

179' Iika konstnrksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama
masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya
tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andar.

180' Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan
dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konsruksi.

181' Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga
yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh
dalam suahr periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan
dialokasikan ke masing-masing konstuksi clengan metode rata-rata tertimbang atas
total pengeluaran biaya konstruksi.

183' Apabila kegiatan pembangunan konstmksi dihentikan sementara tidak disebabkan
oleh hal-halyang bersifat forcemajeur maka biayapinjaman yang dibayarkan selama
masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

184' Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya
jatuh pada wakru yang berbeda-beda, maka jenis peke rjaanyang sudah selesaj tidak
diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis
pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

185' Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan
konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat
kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam
pengerjaan.

L82.
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Pengungkapan Konstruksi Dalam pengerjaa n

186' suahr entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konsh:uksi DaramPengerjaan pada akhir periode akuntansi:
a' Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan

jangka waktu penyelesaiannya;

b' Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
d. Uang muka kerja yang diberikan; dan

Retensi.

V. ASET LAINNYA

A. UMUM

Tujuan

187' Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset Iainnya yang
mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam
laporan keuangan pemerintah daerah.

RuangLingkup

188' Kebiiakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan
Iaporan neraca.

189' Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang
memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

190' Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan
sebagai aset lancar, investasi jangka panjang aset tetap dan dana cadangan.

191. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

a. Tagihan piutang penjualan Angsuran;

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

c. Kemifaan dengan pihak Ketiga;

d. Aset Tidak Berwujud;

e. Aset Lain-lain.

L92' Taglhan peniualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari
penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah

727Kebijakan Akuntansi Aset



LAMPIRAN II.12
Nomor

Tanggal

PERATUMN GUBERNUR
: l3
: 30 Mei 2014

'daerah' contoh tagihan peniualan angsuran anhra lain adalah penjualan rumahdinas dan penjualan kendaraan dinas.

193' Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupaka, suatu proses yang dirak,kanterhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian a*s suatukerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsungdari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebutatau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

194' Tunhrtan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dirakukan terhadappegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atassuahr kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidakIangsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai
tersebut atau keraraian daram peraksanaan tugas kewajibannya.

195' Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai
komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan
menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

195. Benhrk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

a. Bangun, Kelola, Serah (BI(S)

b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

197' Bangun' Kelola, serah (BKs) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan
aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak
ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana Iain berikut
fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka wakhr tertenfu, unfuk
kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut
fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktr,r yang
disepakati (masa konsesi).

198' Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada
pemerintah daerah sebagai pemilik ase! biasanya tidak disertai dengan
pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh
pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah.
Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak
kerjasama.

199' Bangun, serah, Kelola (BsIg adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh
pit"t ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan
bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kenrudian menyerahkan aset
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yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikerolfujuanpembangunanasettersebuL "qrr urILuA utKelola sesuai dengan

200' Aset tidak berwuiud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakanatau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiriki untuk digunakan darammenghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan Iainnya termasuk hakatas kekayaan interektuar. contoh aset tidak berwujud adarah hak paten, hak cipta,hak merek serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapatdiperoleh melalui pembelian at,u dapat dikembangkan sendiri oreh pemerintahdaerah.

201. Aset Tidak Berwujud Meliputi :

a' Softtpare komputer yang dipergunakan dalam jangka waknr lebih dari satutahun

b. Lisensi dan franchise,

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lainberdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi

[Tj[* 
paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat

c. Hak cipta (copyright), p?ten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untukmengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untukitu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturanperundang_undangan.

berikan oleh negara kepada inventor
di bidang teknologi, yang untuk selama

iri invensinya tersebut atau memberikan' persetujuannya kepada pihak lain unhrk meraksanakannya.

d. Hasil kajian/peneritia n yangmemberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/peneritian yang memberikan manfaat jangka panjang adarahsuatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomls dan/atau
yang dapat diidentifikasi sebagai aseL
nelitian yang memberikan manfaat
al<an datang yang dapat diidentifikasi
ncana tata ruang wilayah, dan Detail

) yang tidak diikuti pembangunan fisik atau seienisnya.
tidak dapat diidentifikasi atau berum/ddak secara
manfaat ekonomis dan/atau sosiar maka tidak dapat

dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud, Termasuk dalam kelompok ini
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adalah feasibilitv study, Penyusunan RPIMD/Rensrra, kegiatan penelitian danpengembangan yang belum memberikan hasil nyata atau"selenisnya.

e. Aset tidak berwujud lainnya, termasuk aset tidak berwujud darampengerjaan,

202' Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainn ya yan" tidak dapat
dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan perbendaharaan,
Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan fuet Tak Berwujud.

203' Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat
dimanfaatkan Iagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai
kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain
tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

B. PENGAKUAN

204. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

a' Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan
mempunyai nirai atau biaya yang dapat diukur dengan andar.

b' Diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah.

205' Aset Iainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran
kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan
yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

206' Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan
kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

C. PENGUKURAN DAN PENILIIIAN

207' Taglhan peniualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita
acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang
telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo
tagihan penjualan angsuran.

208. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan
Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara
yang bersangkutan ke kas umum daerah.
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209' Tuntutan Ganti Rugr dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan

Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah

dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

210. Bangun, Kelola, Serah (BI(S) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh

pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebul
Asetyang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

211. Aset Bangun Kelola Serah selain tanah disusutkan sesuai dengan metode

penyusutan yang digunakan pada jenis aset tersebuL

2L2. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada

pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat

yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali

sebagai aset tetap.
:.

b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada

saat perolehan/penyerahan.

2L3. Bangan, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun,

yaihr sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset

yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor unhrk membangun aset tersebul

214. Aset Bangun Serah Kelola, selain tanah disusutkan sesuai dengan metode

penyusutan yang digunakan pada jenis aset tersebuL

2. Aset Tak Berwuiud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus

dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk

digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang

diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut

akan mengalir masuk kedalam entitas tersebul

215. Nilai aset tidak berwujud yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan aset tidak berwujud;

b. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan pengadaan aset

tidak berwujud yang bersangkutan.

215. Aset Tidak Berwuiud disaiikan di neraca berdasarkan nilai hruto setelah

dikurangl amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus

dengan masa manfaat selama 5 tahun.

2L7. Asetlain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.
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278' Aset lain'lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dan
dalam proses penghapusan tidak disusutkan.

219' Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang dan belum ada
penyelesaiannya seperti Berita Acara Kehilangan tetap disusrrtkan

D. PENGUNGKAPAN
220' Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-

kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Rincian aset lainnya;

b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
c' Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSp, BoT dan

Bro);

d. Informasi lainnya yang penting.

vI. DANA CADANGAN

A" UMUM

Tuiuan

221' Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana
cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya
dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah

Ruanglingkup

222, Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis alaual.

223. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara yang memperoleh anggaran berdasarkan ApBD, tidak
termasuk perusahaan daerah,

Definisi

224. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam sahr tahun
anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana
cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

225. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum

digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil

tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank
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Indonesia (SBIJ, Surat Perbendaharaan Negara (spN), surat utang Negara (suNJ,
dan surat berharga Iainnya yang dijamin pemerintah.

226.adalahpengeluaranpembiayaandalamrangka
mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas
menjadi bentuk Dana Cadangan.

227' Pencairan Dana Cadanganadalahpenerimaan pembiayaan yang berasal dari
penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan
berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam benhrk
deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan
yang telah direncanakan.

228. Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukkannya, misalnya
pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

B. PENGAKUAN

229. Pembenhrkan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada

peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut sehingga dana

cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

230. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SPZD-LS Pembentukan Dana Cadangan.

231. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

232. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau

yang sejenisnyaatas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD

. atas persehrjuan PPKD.

233. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah

merupakan penambah Dana Cadangan.

C. PENGUKT'RAN

234, Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yangdiklasifikasikan ke

Dana Cadangan.

235. Hasll-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar

nilainomin al yang diterima.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

236. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.

237. DanaCadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
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238' Dalam hal Dana cadangan dibentuk untuk lebih dari satu perunhrkan maka Dana
Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

239' Pengungkapan Dana cadangan dalam catatan atas Laporan Keuangan [caLK),sekurang-kurangnya m elip uti hal _h al sebagai berikut;
a Peraturan daerah pembenhrkan Dana Cadangan;

b. Tujuanpembentukan Dana Cadangan;

c' Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana cadangan;
d Besaran dan rincian tahunan Dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke

rekening Dana Cadangan;

e. Sumber Dana Cadangan; dan

f Tahun anggar?n pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan
240. Hasil pengelolaan Dana cadangan dicatat daram Lain-rain pAD yang

Pendapatan.

24L, Pencairan dana cadangan disajikan daram LRA sebagai penerimaan
Pembenhrkan dana cadangan disajikan daram LRA sebagai
pembiayaan.

242' Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus
masuk kas dari aktivitas investasi.

243' Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus
kas keluar dari aktivitas investasi.

Sah sebagai

pembiayaan.

Pengeluaran
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KEBIIAIGN AKUNTANSI No.13

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

Tujuan

1.. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban

meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang

dibebankan terhadap kewajiban tersebul

Ruang Lingkup

2. Kebijakan alanntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang

menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengahrr tentang perlakuan

akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

yang diperlukan.

3. Kebijakan akuntansi ini mengahrr:

a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang

Luar Negeri.

b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

c. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.

d. Perlalaran akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah daerah.

4. Huruf (b), (c), dan (e) di atas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus

dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.

5. Pernyataan kebijakan ini tidak mengatur :

a. A}untansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontijensi.

b. Akuntansi Instrumen Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai.

c. Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari

transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti

padaparagraf3 (b).

d. Huruf (a) dan (b) akan diatur dalam pernyataan kebijakan tersendiri'

Definisi

Kewaiiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah'

Debitur adalah pihakyang menerima utang dari laeditur

Kebijakan Alarntansi Kewajiban

6.

7.
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8. Kreditur adalah pihakyang memberikan utang kepada debitur
9' Kewaiiban iangka paniang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam

waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggalpelaporan.

10' Kewaiiban iangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam wakhr
12 bulan setelah tanggal pelaporan.

11' Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah
daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang
pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal
pelaporan belum dilakukan pembayaran.

12. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan pFK yang

dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.

13. Pen4apatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas

yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal lleraca seluruh atau sebagian

barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

14. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali ransaksi
berlangsung seperti nilai yang tertera pada Iembar surat utang pemerintah

15. Kewaiiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.

16. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar

Karakteristik Kewaj iba n

17. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai

kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan

sumber daya ekonomi di masa datang.

18. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:
a. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan,

entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti

rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke

entitas lainnya;
d. kewajiban dengan penyedia barang/jasa Iainnya.

Klasifikasi Kewaiiban

19. Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan Iikuiditasnya

dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: KewaJiban fangka Pendek dan

Kewajiban f angka Panjang.

Kewaiiban fangka Pendek

20. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan

dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu L2 bulan setelah tanggal pelaporan.
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21. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset

lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau

utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar

pada tahun pelaporan berikutnya.

22.Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari:

Utang kepada Pihak Ketiga

Utang PFK

Utang Bunga

Utang Pajak

Bagian Lancar Utang fangka Panjang

Utang Transfer

g. Utangfangka Pendek Lainnya

23. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka

panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam wakhr t2 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka

panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jahrh tempo dan

harus dibayarkan dalam waktu L2 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewaiiban langka Pendek Lainnya

24. Kewajiban jangka pendek lainnya merupakan kewajiban jangka pendek yang tidak

termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek

lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan

disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karalrteristik

masing-m4sing pos tersebut

25. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang

atau iasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Kewaiiban langka Paniang

25. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka jika diharapkan dibayar

atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

ZT.Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah unilk menutup defisit anggarannya.

28. Kewajiban fangka Panjang antara terdiri dari:

a. Utang Dalam Negeri;

b. Utang Luar Negeri:

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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c. Kewajiban fangka Panjang Lainnya

B. PENGAKUAN

29. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya

ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat

pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian

yang dapat diukur dengan andal.

30. Kewajiban dapattimbul dari:

a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)

b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang

berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat

tanggal pelaporan

. c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)

d. Kejadian yang diakui pemerintah (gov'ernment-acknowledged events).

31. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau

dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat

kewajiban timbul

32. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat

ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan

Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau

saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

33. Utang perhinrngan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh

Bendahara Umum Daerah (BUD) dan bendahara pengeluaran atas pengeluaran dari

Kas Daerah/SKPD untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan

barang dan jasa.

41. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewaiiban

bunga aleru commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya

beralarmulasi seiring dengan bedalannya wakhr, sehingga untuk kepraktisan

utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

34. Bagian Lancar Hutang fangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban

jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada

setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang

akan didanai kembali. 'Iermasuk dalam Bagian Lancar Hutang |angka Panjang

adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertenhrnya telah dilanggar sehingga

kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek
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35. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga

tetapi belum ada penyerahan barang atau iasa oleh pemerintah daerah.

36. Utang Beban, diakui pada saat:

a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan

tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atar.l

invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi

belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

37. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada

pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal

pelaporan.

4T.lJtangkepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :

a. barang yang dibeli sudah diterima, atau

b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian,atau

c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan

sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.

tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar'

3g. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah Eansfer,

atau realisasi penerimaan melebihi jumlah definitif alokasi berdasarkan Berita

Acara Rekonsiliasi, merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada

saat.penyusunan laporan keuangan.

C. PENGUKURAN

39. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

40. Selisih peniabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal

transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai surplus atau defisit dari kegiatan non

operasional.

41. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewaiiban pemerintah daerah

pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar

surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya' seperti transaksi

pembayaran, perubahan perrilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing' dan
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perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan

menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebuL

42. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum

disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah

yang masih harus disetorkan.

43. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam

perjalanan yang telah meniadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas

jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut

44.Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah

terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah

baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang

belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari

kewajiban yang berkaitan.

45. Nilai yang dicantumkan dalam Iaporan keuangan untuk bagian lancar utang iangka

panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam wakfir 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan.

46. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum

diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal

nerac4 namun kasnya telah diterima.

47.lJtang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai

dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggalnetaca.

48. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam

kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya

yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk

masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut

misalnya utang pernbayaran gaji kepada pegarvai dinilai berdasarkan jumlah gaii

yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut

' Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang

atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

49. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer

D. PENIIAIAN KEWAIIBAN

50. penilaian utang pemerintah daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut

yang dapat berbentuk:

a. Utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (Non-traded Debt)'

b. utang pemerintah daerah yang diperjualbelikan (Traded Debt)'
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Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperiualbelikan (Non-traded Debt)

51. Contoh dari utang pemerintah daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah

pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan international seperti IMF,

World Bank ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam

bentuk perjanjian pinjaman (loan agreement),

52. Nilai nominal atas utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (non-

traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok

utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum

diselesaikan pada tanggal pelaporan.

53. Untuk utang pemerintah daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat

menggunakan skedul pembayaran (payment schedule) menggunakan tarif bunga

tetap. Untuk utang pemerintah daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif

bunga dihubungkan dengan satu instrurnen keuangan atau dengan sahr indeks

Iainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif

bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara waiar berdasarkan data-

data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yanS ada.

Utang Pemerintah Daerah yang Diperiualbelikan (Traded Debt)

54. Akuntansi untuk utang pemerintah daerah dalam bentuk yang dapat

iiiperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari

pemerintah daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap

periode alarntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual

atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas iumlah yang akan

dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan

secara waiar kewajiban pemerintah daerah.

55. Utang pemerintah daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk

sekuritas utang pemerintah (government debt securities) yang dapat memuat

ketenhran mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo'

56. fenis sekuritas utang pemerintah daerah harus dinilai sebesar nilai pari (original

face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum

diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (face) tanpa

diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari [face). Sekuritas yang

dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan

dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya

akan berkurang.
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57. Sekuritas utang pemerintah daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo

atau pelunasan misalnya Obligasi Daerah, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus

dibayarkan pada saat jatuh tempo (face value) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada

saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah daerah yang dapat

diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian

selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.

58. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

Penyelesaian Kewajiban Sebelum fatuh Tempo

59. Untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesaikan sebelum janrh tempo
' karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut

atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan

pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat

netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian

dari pos kewajiban yang berkaitan.

60. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value)

maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian

utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas

dana yang berhubungan.

61. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying value)

maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait jumlah perbedaan

yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari

Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tunggakan

62. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun

pemerintah daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau

bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah daerah mungkin

mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal

saat debihrr diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada lceditur.

63. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang

yang terkait dalam lembar muka fface) laporan keuangan. Namun informasi

tunggakan pemerintah daerah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian

pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas sattt

entitas.
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Restrukturisasi Utang

64. Dalam resffukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debinrr harus

mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif seiak saat restmkhrrisasi

dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat

resffukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas

masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukilrisdsi ini

harus diungkapkan pada catatan atas Iaporan keuangan sebagai bagian dari pos

kewajiban yang terkait

65. ]umlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan

dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat

resffukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru

adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat rnenyamakan nilai tunai jumlah

pembayaran kas rnasa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru

(tidak termasuk utang kontijen) dengan nilai tercataL Berdasarkan tingkat bunga

efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai

dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo'

55. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang Iama dan yang baru harus disajikan

pada catatan atas laporan keuangan.

67.lika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam

persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok

utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka diakui sebagai surplus/defisit pada

kegiaatan non operasional dan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

58. Suanr entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari

restrul6urisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak

dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimunr tidak melebihi

nilai tercatat utang.

Penghapusan Utang

69. penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh laeditur

kepada debitgr, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam

bentuk perjanjian formal di antara keduanya.

70.Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui

penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya'
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71. fika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah/di atas nilai
tercatatnya dilakukan dengan aset kas/nonkas maka diakui sebagai surplus atau

defisit dari kegiatan non operasional.

E. PENYAIIAN DAN PENGUNGKAPAN

72. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-

kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. fumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang

diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

b. |umlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis

selanritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode bedalan dan tingkat bunga

yangberlaku;

d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :

a) Penguranganpinjaman;

bl Modifikasi persyaratan utang;

c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

d) Pengunduran jatuh tempo pinjalnan;

e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

0 Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode

pelaporan.

2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur

utang berdasarkan kreditur.

3) Biaya pinjaman:

a) Perlakuan biaya pinjaman;

' b) fumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang

bersangkutan; dan

c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
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KEBIIAKAN AKUNTANSI
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIIAIGN

AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG
TIDAK DILANIUTIGN

Nomor
Tanggal

UMUM

Tujuan

L. Tujuan kebijakan ini adalah mengah:r perlakuan akuntansi atas

perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi,

tidak dilanjutkan.
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koreksi kesalahan,

dan operasi yang

Ruang Lingkup

2. Dalam men)rusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan

kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan
akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan
keuangan P emerintah Provinsi Kali mantan Utara

Definisi

Kebiiakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang

seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode

sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam

laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya,

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu

akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga

aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengBanggu fungsi, program

atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang

mendasari estimasi tersebu! atau karena terdapat informasi baru, pertambahan

pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian Kembali (resfatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas

pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode

6.

7.

4.

5.

8.

9.
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pemerintah daerah untuk pertama kali akan

akuntansi yang baru.

mengimplementasikan kebijakan

t0' Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan
peraturan daerah.

KOREKSI KESAIITHAN

11' Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode
sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin' timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh
pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan
kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

12' Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu
atau Iebih Iaporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan
keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

13. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang;

b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

14. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi
kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

15. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat
alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi
berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan
koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib
pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat

pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan
pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang

bersangkutan.

15. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang

mempengaruhi posisi kas maupun yang tidalq dilakukan dengan pembenrlan pada

akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
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18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang
mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada

akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA

atau akun belanja, maupun akun pendapatan-Lo atau akun beban.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode

tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang

bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun

pendapatan-LO atau akun beban.

20. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan

kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya

dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA

Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada

akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

a. yang menambah saldo kas, Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah

saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan

jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaifir

belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan

belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo

kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu

yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo

Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset,

yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan

mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

21. Koreksikesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidakberulang yang terjadi

pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,

4pabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada akun kas dan akunasetbersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
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a' yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset
tetap yang di-mark'up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset
tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

b' yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset
tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun
terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

22. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan
pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain

kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan
penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu

karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas

dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai ahun latu

yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO

dan mengurangi saldo kas.

23. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LM yang tidak berulang yang

terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi

posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan

dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang

belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan

menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengemhalian pendapatan dana alokasi

umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo

Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo

Anggaran Lebih.
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24. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi
pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,

apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-L0:

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang

belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan

menambah akun elmitas.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi

umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan

mengurangi saldo kas.

2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah

Ekuitas.

25; Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelurnnya dan menambah maupun

mengurangi posisi kas, apabila Iaporan keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran

Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran

kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga,

dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan

menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah

pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun Ialu dari

Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan

mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran

utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran

angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun

Saldo Anggaran Lebih.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suahl angsuraR
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utang tahun lalu yang belum dicatac dikoreksi dengan mengurangi satdo kas
dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

26' Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila
Iaporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan
pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

contoh koreksi kesarahan terkait pencatatan kewajiban:

a' yang menambah saldo kas yainr adanya penerimaan kas karena dikembalikannya
kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan
menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

b' yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran
kewajiban yang seharusnya dibayarkan iahun lalu dikoreksi dengan
menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi sardo kas.

27' Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf Lg, zo,2L dan 23 tersebut
di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang
bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

28. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf Lg, zz, dan 24
tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang
bersanglartan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

29. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelurn maupun setelah
Iaporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-

pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok

aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan
hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan

menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu
dilakukan koreksi

30. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap

posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang

bersangkutan.

31. Koreksi kesalahan diungkapkan pada catatan atas Laporan Keuangan.
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PERUBAHAN KEBIIAKAN AKUNTANSI

32' Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suahr entitas
pelaporan dari waktu ke waktu untuk rnengetahui kecenderungan arah (trend)
posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang
digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

33. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai

akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan
estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

34. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu

kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau

kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa

perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja
keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan

keuangan entitas.

35. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara

substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang

sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

36. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan

kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan

standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan

sehubungan dengan revaluasi.

37. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas

dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

38. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yangbaru dari semula

basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh, dilakukan :

a. Penyajian Kembali (restatement) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu

' dilakukan penyajian kembali pada awal periode.

b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan

penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada

kebijakan akuntansi yang baru.
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PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

39' Agar memperoreh Laporan Keuangan },ng andar, maka estimasi
perlu disesuaikan antara Iain dengan pora penggunaan, tujuan
aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

akuntansi

penggunaan

40' Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan
operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat
perubahan' sebagai contoh, p erubahan estimasi masa manfaat aset tetap
berpengaruh pada Lo tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama
masa manfaat aset tetap tersebut

41' Pengaruh perubahan terhadap Lo periode berjaran dan yang akan datang
diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan,
harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI VTNG TIDAK DILANIUTKAN

42' Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh
peraturan, maka suafu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait
pada tugas pokok tersebut dihentikan.

43' Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya hakikat
operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif
penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai
tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak
pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila
ada-' harus diungkapkan pada catatan atas Laporan Keuangan.

44. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suahr segmen yang
dihentikan ihr harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah
nol unh-rk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada
Laporan Keuangan.

45. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di
akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi ihr berjalan sampai

akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana

penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi

masalah legal, Ielang, penjualan, hibah dan lain-lain.

46. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

a. Penghentian suatu program, kegiatan, segmen secara

Kebij akan Akuntansi Koreksi
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evolusioner/aramiah. Har ini dapat diakibatkan oreh demand [permintaanpublikyang dilayaniJ yang terus merosot, pergantian kebuhrhan lain.
Fungsi tersebut tetap ada.

Beberapa jenis subkegiatan daram suatu fungsi pokok dihapus, serebihnya
berjalan seperti biasa. Rerokasi suatu program, proye( kegiatan ke wirayah lain.
Menutup suatu fasilitas yang ber_utilisasi amat rendah, menghemat biaya,
menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebuL

PERISTIWA IUAR BIASA

47' Peristiwa Iuar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas
berbeda dari akEivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas pemerintah Daerah
termasuk penanggulanSan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan
demikian' yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa
yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

48' Peristiwa yang berada di Iuar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang
sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu
kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan
peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi
peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa unhrk entitas atau tingkatan
pemerintah yang lain.

49' Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa Iuar biasa
terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan
sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga
memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

50' Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan unhrk
keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan
memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu.
Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan
sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa
tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila
peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang

tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara hrnggal menyerap 50% (lima

puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak

digolongkan sebagai peristiwa luar biasa, Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana

yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna

b.

c.

d.
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membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya
dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk
kebutuhan daruraL

51' Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa
terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang
mendasar dalam keberadaan atau nirai aset/kewajiban entitas.

52. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

d' Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi
aset/kewajiban.

53' Hakika! jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa
diungkapkan secara terpisah dalam catatan atas Laporan Keuangan,
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KEBIIAKAN AKUNTANSI NO. 15
LAPORAN KEUANGAN KONSOTIDASI

A. UMUM

Tujuan

L' Tujuan Kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengattrr penyusunan Iaporan
keuangan konsolidasian dalam rangka menyajikan laporan keuangan
pemerintah daerah untuk tujuan umum (general purpose financial statements)
demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.
Dalam kebijakan akuntansi ini, yang dimaksud dengan )aporan keuangan
untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan
bersama sebagian besar penSguna laporan termasuk lembaga Iegislatif (DPRD)
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

RuangLingkup

2' Laporan keuangan untuk tujuan umum pemerintah daerah sebagai entitas
pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan akuntansi ini
agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

3. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas
pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi
SKPD dan PPKD, dan laporan keuangan badan Iayanan umum daerah.

4. Kebijakan ini tidak mengatur:

(a) Iaporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;

[b) akuntansi untuk investasi da]am perusahaan asosiasi;

(c) akuntansi untukinvestasi dalam usaha patungan (jointventure); dan
(d) laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan

pengertian:

adalah instansi di lingkungan pemerintah

daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada

prinsip efisien dan produktivitas.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun

laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
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Dalarn CALK perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan
atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas peraporan
atau entitas akuntansi.

Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka
perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut,
dan disebutkan pura arasan berum diraksanakannya eriminasi.

L

t
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PfiN.ATURAT{ CUBER}IUR KAtIffi#TAH UTARA
NOmOR 38 TAIIUH Z$1$

TET{TANfi

PERUBAHAII PBNATURAH GUBENNUR NObION 13 TATIUITI zol4 TE[dTI{il{o
trfiSItrAKA}T AI(UT{TANSI PU*IERII{TAHA}$ BERffiTS AIffiUAT

PADA PBHEfr.TfrITAH PNOVIHSI f,AtIruAISTAH UTAMA

ful un irnbl rrg: a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERN UR Ifi LIMANTAN UTARA

lJatrwa tlal.rru rangkr rrrungatasi perrnasalahan inrplcnrentilsi
akuntaflsr grrnrenntahan herbasi.s akrual, perlu dilzkrrkan
peny(rnlprrrrraan terhadap Peratunan [iuhernrrr Nnnrur 1j "f'ahun
2014 tentanll Kebijakan Akuntansi l,erne rinu]ran Berhasis Akrunl
pada [rrmerinrah Provinsi Knlirnarrtan [)rara;
llahwa herrlasarkan pertirnhanga dimaksud dalanr
huruf a, pt,rlu rileifietaplasn tbernur tenftrug
Peruh*h;rn Atirs Peraturan Guh 13,l.ahun ?0I4
[entang Kebijakan Akuntansi pernenrrtahan tJertrasrs Akrual patl;r
Purnerln bah Provr nsl Kalimanfan Utart.

'['ambuharr [,crnbaran Nrgara ltc"publik Intrrinssia Nomrrr {2g6};
tlntlang-[Jndang Nomor I 'rahun 2004 tcntang perbenrJaharaan
Negara (l,enrtraran Negara ttepuhlik inttronesia 'rahun ?004
Nornor 5, 'l"amhahan l,ernharan Negara Itegrublik Indunesia
Nornor 4355);
lindang-urrdanlg Nerl,or ls 'l'ahun 2004 tentang l]urneriksaan
Pengek:laalr dan l'anggungjawab Keuangan Negara;
Llndung'Untlang Nornerr 3? 'l'ahun 2004 tentang pt,rnurinrahan

Mengingat: 1.

b.

.i.
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6.

[)aurah (l,cmtraran Negara Rc,publik lndonesia 'l'ahun 2004
Nomor 125, 'l'arnbahan l.,umharan Negara Republik lndone.sia
Ncrrtror 44:17 | sebaga i ma na telah cl iutlah tie ngan tlndang" tJ rrttr,r ng
Nomor [J 'Iahun 2005 tentang Peneurpan PeraLuran Perncrintah
Pengganti tlndang-tlndang Nomor.l Tahun 2005 rentang
Peruirahan Undang-Undon$ Nomor 'JZ 'l-ahun Ztt04 mnr;rng
Pemerint*han Daeratr nrenjadi Unrlarrg-tJndang Il*mbararr
Netrpra Reputilik lndonr:sia Tahurr 2005 Nonrur 10U, 'lurnlrnharr

l.ctrrbararr NeSarra Reputrlik lndonesra nontor 4I;tti);
llndang.Llndang Nonror ")3 l'ahun 2004 tentan14, Irerinrtrangan
Kerrangan Antara Pernrrintalr Pusat dan pernerrutah l.)aeralr
(Lernbaran lr{ugara Republik lndonesia 'l'ahun ?004 Nonror lZfi,
'l'arnlraha n l,rlrnba ra n Negn ra llepublik I ndonesil Nonrur a,l3 []) ;
tlnrlang-tlndilug [.{omor 20 'l'ahun 2013 tentang pcnihentukrn
Proyinsi Kalinuntan uura (Lernbaran Negara l{*putrlik lndonmia
tahun 30 l? rromor 229]
l'eraturan ftenrcrinLah Nornor ?3 Talrun ?00S tontar]H
I)ettgelolaan Keuangan tiarlan l^ayanan [Jmurn [[,elnbaran Negara
Reputrlik lndrrnesia Tahun 2005 frJonror 48, Tambahrn Lernbaralr
Ncgara Repuhllk lndonesia Nomor 450Z):
Pcra[urin Femerintah Nonnor 54 'l'a]run ?00S tuntang l]in;arnan
I)aerah (t,emtrar.rn Ne6ara Republik lntiontsia "t"ahun Z00S
Nonror 136. 'l"ambahan tr.,emharan Negara t(epublik lndr:ne,sra
Nomor 4574);
lleraturan Pemerinralr Nomor 55 tahun Z00S teu66g Dana
Perirnbangan (l,enrbaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 200s
Nomor 137, Tanrbaha' l*rntmran Negara Reputrlik tndor*sia
Nonror a575);
lieraturan Perrrerintah Nomor 52 'l'ahun 3005 tentsng ttiball
([,ernharan Negara Rcpublik lndnne.sia T';rhun 2005 t,ronror l jri,
Tarntrahan l.embaran Negara t{r",publik Inrron*sia Nrlrnor 4sr7l;
[)r'raturan l)cmerintalr Nonror 5tJ J'ahun z00s pcng,clulaarr
l(eua n gtln Doe ra h (l",enrl'rara n Ne64a ra Rep u bl ik I ntloncsia -l'a 

h u rr
2005 Nunror 140, "fanrbahan l,embaran Ncgarc lteipuhlilt
Indonesia Nr)rnor 457ti) ;

Ileraturan Penrerinmh Nomor u Tahun laporan
K*uangan dan Kinerja Instansi pemeri Negara
I{epublik Indonesia I'ahun 2006 Nonrrrr mbaran
Nuggara l(epublik ludonesia Nomor 46I4);
P*raturan;:emerinrah No 7l ralrun 2010 tentang, stancllrr
Akuntansi Penrerintahan (Lerrrturan Negara ltepuhlik Indolresu
'Iahun 20I0 Nornor 5165);
peraturan l{enteri Dalam Negcri Nonror 13 'l'ahun 2006 yang
telah bctlerapa kali dlubah tt,rakhir dcngan peraturan lr.{enterl
I)alanr Negeri Nornor 21 'fahun t011 tentang prruLrahan Keelua
atas Pt'ratunrn Mentcrr []alanr Negeri Nonror l3 Tahun 2005
tuntang Petlurnran Pengelolaan Keuangan
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor ;tZ 'fahun Z0t1 yang

v.

u.

9.

t0

I1

r2

13

14,

15.

t{r



diubah dengan Perrnendagri lr{umor .i9 "l"ahun 2011 tenungi
Purubahan lleraturan Menterr Dularn Negcri Nomor 32 Tahun
zu11 tentang f'edonran Penltrerran Bantuan sosial dan llihatr yanp,
hersumber dari Alrggaran Pendapatzn dan Belanja Daerah;
Peraturan Menterr Dalanr Negeri Nonror 64 'l"ahun z0l3 trnrang
Penera;xrn standar Akuntansi Berbasrs Akrual patla pcrnurrrrtnlr
Daerah;
l]eraturan Menteri Dalam Negeri Nonror 1 'l'ahun z0l4 tentang
PernLren tukan Produk l{ukunr Daerah;
Peraturan cubrrnur Provinsi Krlimantan lltara Nonrur I "l.ahun
2013 tontang organisasi darr l'ata Keria sekretariat Daerah
I)rovinsr Kalirnanran ljtirra (Lenrlra ran Daemh l]ruvursi
Kalirlanbn Lltara Tahun 2013 Nnnror 01 l;
Peraturan Gutrernur Provinsi Kalinrantan utaru Nonror ":l 'l.ahrrn
201-l tentung organisasi dan l'ata Kerla l'linas Daerah lfrnrr,jnsi
Kalimantan lJtara (tembaran Daeruh provinsi Kalimantan [_lurra'lahun Z01li t'{omo r 03);
Peraturan (iubernur Prr:vinsi Kalinrancan IJrara Nornor l.:l 'l,a]run
2014 tentang Kebijakun Akuntansi penrerintahan Bcrlxrsi-s Akrual
pada Pernerintah Provinsr Kalinrantan I.J&rra. il,r:rnbarun Daerair
Prnvinsi Kalinrantan lJura Tahun Z()t.t Nolnor 113J.

ftTEMUTUSKATI:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR rtfiuuilAr{T*N UTA&A TEt{TAtgc
PERUSAHAIU PEflAMTRAH GUBffiilUR IiI('ffiOA T3 TAHUil{
201* TENTAHfi HEBTTAI{&fl &Xilff{TAHSI P&I8ruil{?AITA$I
BSRBASM AKNUS& PAEf, PUME.RT'{TAH PftOWIUSI
KAUIfiAHTA!{ UTANA

Ps$$l I

l]eberapil ksten.u$n an peraturan irnantan utare Nomcrr l.JTahun zar4 .*nraf Aktrntan-si Berbasis Ak*rar parra
l]ernerinElh Prorrin.s Utara terda penarntrahan dau ataupcrull*han 'sehagainrana tcrsebut dalam Lamprran Perahrran Gubornur inr.

1?

18,

19.

'l tl

z"t.



Pssalll

Pnraturan Gubernur ini mulai herl;rku p:rda tanFgal diundangkan.
rlgar .serrap o!".llifl mengttxhurny.l, memerintahkan pengunclangarr Pera[uran $uhernur
ini tlt'ngan penempatannya dillam llerita Daerah Provinsi Kalimanran Urara

Drtetapkan dr'l'anjunpl Selor
[]ada tanggal 19 (]ktrit:er2015

Pi. GUBERTTIUR KALTMANTAN UTARA,



],AMPIRAN
Nomor

Tanggal

PERATURAN CUBIIRNLIR
:38
: 19 Ol{hber 201.5

P*.rbuhun P"ratu.u, Gub".rr. Nn-or t3 Tuhr, 2014 Turggul 30
Mei 2014 tentang Kebiiak

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 1.3 Tahun 201,4 Tanggal 30 Mei
201'4 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara terdapat beberapa perubahan dan atau penambahan yaitu
sebagai berikut:

1' Lampiran II.5 Kebijakan Akuntansi No,S Laporan Arus Kas, angka 9 diubah
menjadi sebagai berikut:

9' a' Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara penerimaan, Kas di
Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi
jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan
jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya.

b. Kas di sajikan pada tanggal neraca sebesar nilai nominal
c' Kas dan setara kas dalam mata uang asing dikonversi dengan menggunakan

kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal neraca
d' Pengungkapan kas dan setara kas setidaknya meliputi:

U Nama rekening dan bank tempat penyimpanan uang
2J Sifat penyimpanan uang (Kas Tunai, giro, deposito di bawah 3 bulan)
3l Mata uang dan kurs mata asing pada saat pelaporan atas kas dan setara

kas dalam mata uang asing.

2' Lampiran II.B Kebijakan Akuntansi No,8 Akuntansi Belanja, angka zT diubah
menjadi sebagai berikut

Nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan aset tetap yang dimaksud tersebut
adalah sebagai berikut
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Kode Barang Uraian
Batas

MinimumKapitalisa
SI

Z peral:rtan dan Mesin

1.000.000

2 :l 3 Alat Angkut Apung Bermotor

i Alat Studio

2

2

)"
1)

L. / . rvLur\rr urrrSnqtl

2 9 6 Radiation Aplication and Non

1.OOO.OOO

.run ano r\on i 1.OOO.OOO
ng Laboratory 

i

Gedung dan Bangu..rn

AIat Bengkel Bermesin 1.O00.o00

ll Alat Ukur
1, . Alat Pengolahan pertinian

Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat dy"rp;"

8,1: 'AlatKedokteran

BjlqllT Gedung rempat xE4i

r.,ooo,ooo

10.000.000



LAN,IPIRAN
Nomor

Tanggal

PERATURAN GUEJERNUR

: 19 Oktober 201.5

Kode Barang 
] LJraian

I 1 i i Bangunan eersejiiirri

4' 14 , 1 Bangunan Air Irigasi
I Bangunan Air Pasang Surut

Batas

10.0oo.000

14 : 3 i i Bangunan Air Rawar rr J r Darrg,Lrnarl Alr Kawa 10.OOO.00O
4 14 4 Bangunan pengaman Sungai dan 1O.OOO.OO()

4 15 4 Instalasi eengolihan bahan Bangunan

4 l-5 G Instalaii Gardu Listrik

4 l3 1 l-g.,k.. I 500.oo0
4 i 1,3 | 2 ) i newanTr-anarnan 500.000

i barang bercorak jeni/budar 500.ooo

10.ooo.ooo
10.000.000

I 10.OOO.OOO

(amDu 10.000.000
lambu I.alu t,intas Udara 1O.00O.OO03 12 B . , I{ambu-Rambu I.alu t,intas Udara

4 Jalan, Irigasi, dan faringan
413 1 falan

10.ooo.ooo

4 14 6 Bangunan Air Bersih/Baku

i lo.ooo.ooo

i 10.000.000

,+ l) U lnstalasl
4 15r9 ,lnstalasi

i 10.ooo.ooo
rrlr.Ldrcrsr reuB,arnan 1O.OO0.OOO4 16 1 faringan Air Minurn 10.ooo ono

+ i te ' z
laringan Air Minurn i 10.ooo.ooo

Aset Tetap Lainnya
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'l'anggal
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: 19 Oktober 2015

3. Lampiran II.8 Kebijakan Akuntansi No.8 Akuntansi Belanja, angka 36 diubah

menjadi sebagai berikut

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas pengeluaran belanja setelah perolehan aset

tetap [pemeliharaanJ yang dimaksud adalah sebagai berikut

Kode Barang Uraian
Batas

Minimuml(apitalisa
SI

boratoly 
l

an lidup , 1.OOO.OOO
mHidrodinamika ' 1.OOO.OOO

I

l
ll-
Peralatan dan Mesin
Alat-Alat Besar Darat 1.OOO.OOO
Alat-AIat Besar Aptrng 1.O00.ooo
Alat-alat Bantu

9' 1 i ; Unit-UnitLaboratoii"-
9

1.OOO.OOO

1.OOO.OOO
9
9

AIat Peraga/Praktek Sekolah

Unit Alat Laboratorium Kimia nfukfir
_1 1 _ {1 _La 

b o ra to r i u m F is ika N-u kt ii T E l e fitr o n ika_

Alat Proteksi Radiasi/ proreksi f,ingkungan
Radiation Aplication and Non

4



I(ocle l3arang I Uraian

4:t4 I 2, 1BangunanAirPasan.,_'f--' - -i4 ', I+ i 3 ), I Bangunan Air Rawa
tl

4 14 4 Bangunan peneaman Sungai dan
+ t+ 5 rJangunan pengembangan Sumber Air
4 74 6 Bangunan Air Bersih/Sal<uL+ b r;anflllnan Air E3ersih/Baku
4 14 7 Bangunan Air Kotor

asi Pen

416 2

il
) I I i Aset'r":t1Pl3l.t{1
5', 17,a
5,1_7,2 Hewan/Tanaman 500.000

I,AMPIRAN
Nomor

Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:J5

: 19 Oktober 2015

I7 j barang bercorak seni/budiya3 500.o00
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Tanggal
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Kocle Barang l Uraian , Batas

4 Lampiran II.10 Kebijakan Akuntansi No,10 Kebijakan

angka 10 diubah, menjadisebagai berikut:

10. Pendaparan-LO yang berasal dari pajak/retribusi

ditetapkan secara official assesment diakui pada

Ketetapan Pajak Daerah/pendapatan Lainnya dan
pembayaran.

Akuntansi Pendapatan L0,

daerah/PAD lainnya yang

saat diterbitkannya Surat

diakui penuh pada tahun

5' Lampiran II.11 Kebijakan Akuntansi No,11 Kebijakan Akuntansi Beban, angka 33
dan 34 diubah, menjadi sebagai berikut:

33' a' Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi ase! atau
terjadinya timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau
potensijasa pada periode tahun berkenaan.

b' Beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporakan dalam laporan
operasional dengan cara sebesar nilai perolehan atau sebesar nilai wajar
pada tanggal transaksi' Disamping itu transaksi semacam ini juga harus
diungkapkan sedemikian rupa pada caLK sehingga dapat memberikan
semua informasi yang rerevan mengenai bentuk dari beban,

34' a' Beban disajikan dalam Laporan operasional [Lo). Rincian dari Beban
dijelaskan dalam catatan atas Laporan Keuangan (calK)sesuai dengan
klasifikasi ekonomi, yaitu: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban
bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban
bantuan keuangan, beban penyusutan dan amortisasi, beban
penyisihan piutang, beban rain-Lain, beban transfer, dan beba, ruar,

b' Beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial,
beban bantuan keuangan, beban transfer, dan beban luar biasa
merupakan kewenangan sKpKD seda,gkan beban pegawai, beban
barang dan jasa, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan
amortisasi dan beban lainya merupakan kewenangan sKpD.



I,AMPIRAN
Nomor

Tanggal
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:38
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6. Lampiran II.12 Kebijakan Akuntansi No,12 Kebijakan Akuntansi Aset, disisipkan

beberapa angka tambahan yairu 14.b,3) dan 17,d. Sedangkan angka lr.c,ss, 56,
57,'J'07,148, 153, 1.5s, 156, 'r,gr,2L7,zL6,z!7,220 diubah, sehingga penambahan

dan/atau perubahan tersebut berbunyi sebagai berikut:

14 b' 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat
seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok
masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasil<an.

17. c, Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau
investasi jangka panjang non permanen. Dengan metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga
perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi
yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan
dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum
diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (agrng schedule).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali
dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing
kelompok sebagai berikut:

No Periode |atuh Tempo pengembalian
Investasi

Persentase
Penyisihan

1 Jatuh tempo pada periode s,d 1 Tahun 0 o/o

2 Jatuh tempo pada periode 1 s.d 3 Tahun 't o o/o

J Jatuh tempok pada periode 3 s.d 5 Tahun 50 o/o

4 Jatun rempo pada periode di atas 5 Tahun 700 o/o

d' Besarnya penyisihan atas investasi jangka panjang nonpermanen berupa
bantuan modal kerja secara bergulir kepada kerompok masyarakat

1



berdasarkan persentase penyisihan untuk
sebagai berikut:

PDRATURAN GUBERNUR
:38
: 19 Oktober 2015

masing-masing kelompok

LAMPIRAN
Nomor

Tanggal

Dana Bergulir Dikelola Sencliri

No Lancar Kurang [ancar Diragukan Macet

I Umur dana bergulir
sampai dengan 1

tahun; dan/atau

Umur ciana bergulir L

s/d 3 tahun;
dan/ata u

Urnur dana bergulir 3
s/d 5 tahun;
dan/atau

Umur dana

bergullr lebih
dari 5 tahun;
dan /atau

2 Masjh dalam
tenggang waktu jatuh
ternpo; dan/atau

Penerima Dana

dalam wakru 1 bulan
terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan
Pertama belum
melal<ukan

pelunasan; dan/atau

Penerima Dana

dalam wal<tu 1 bulan
terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan
Kedua belum
melakukan

pelunasan; dan/atau

Pencrima Dana

dalam waktLr 1

bulan terhitung
sejal< tanggal
Surat Taguhan
Ketiga belunt
melal<ukan

pelunasan;

dan f atau
3 Penerima Dana

menyetujui hasil
pemeriksaan;

da n /ata u

Penerinta f)ana
kr-rrang kooperatif
dalam pemeriksaan;

dan/atau

Penerima Dana tidak
kooperatif dalam
pemeriksaau;

dan/atau

Penerima Dana
tidak dikerahui
l<eberadaannya;

dan/ai;u
4 Penerima l)ana

kooperatif)
Penerinra Dana
menyetujui hasil
pemeril<saan

Penerima Dana tidak
menyetujui hasil
pemeriksaan

Penerima I)ana

mengalami

l<esulitan

bangkrut
dan/atau

meninggal dunia
5

Penerima

mengalami

m usibah,
tnajeure)

Dana

(lbrce

Dana Bergulir dengan Executing Agency

Lembaga Keru.rg@
Keuangan Bukan Bank tLKBBl, koperasi.
modal Ventura dan lembaga keuangan
lainnya menyetorkan pengembalian dana
bergulir sesuai dengan perjanjian dengan
pemerintah daerah, dan/atau;

l,embaga Keuangan Bank (LI{B], Le-nrbarga
Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi,
dan lembaga keuangan lainnya dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan
perjanjian tidak melakukan pelunasan,
dan/atau;

Masihdalamt"ngg@ Lembaga Keuangan Sank ffKefiembaga
Keuangan Bukan Bank [LKBB), koperasi,
dan lembaga keuangan Iainnya tidak
diketahui keberadaann y a, dan f atau;

No Lancar Macet

1

2



LAMITIRAN
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'['anggal
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No [,ancar Macet

.1 Lembaga Keuangan Bank [LKB), Lembagi
Keuangan Bukan Bank (LKBB], koperasi,
dan lembaga keuangan lainnya bangkrut,
dan/atau;

4 Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga
Keuangan Bukan Bank [LKBB), koperasi,
dan .lembaga keuangan lainnya mengalami
musibah(force majeure).

f)ana Bergulir dengan Chaneiling Agency

Umur dana bergulir
sampai dengan I
tahun; dan/atau

Umur dana bergulir 1

s/d 3 tahun;
dan/atau

Umur dana bergulir
3 s/cl 5 tahu n;

dan/atar"r

Umur dana

bergulir lebih dari
5 tahun; dan/atauItlasih dalam

tenggang waktu jatuh
tempo

Penerima Dana
dalam waktu 1 bulan
terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan
Pertama belum
melakukan pelunasan

Penerima Dana
dalam waktu 1 bulan
terhitung sejak
tanggal Surat
Tagihan Kedua
belum melakukan
pelunasa n

Penerima Dana
da lam waktu 7

bulan terhitung
sejak tanggal Surat
'l'agihan Keriga
belum melakukan
pelu nasan;

dan/atau

Penerima Dana
tidak diketahui
kebera daannya;
dan/atau

55' a' Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar sendiri
oleh waiib pajak 

fsefassessment) dilakukan dengan ketenruan:

No Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

t Umur piutang
kurang dari 1

umur piutang I s/d
2 tahun; dan/atau

Umur piutangZ s/dS
tahun; danfatau

Unt ur piuta ng
lebih dari s

No Lancar Kurang Lancar Diragul<an Macet

1

2

3

4

5
Penerinta Dana

mengalami

musibah, (force
majeure)
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No Lancar' Kurang Lancar Diragukan Macet

tahun; dan/atau tahun; dan/atau

2 Masih dalam
tenggang walctu jatuh

tempo; dan/atau

Wajib Pajak dalam

waktu 1 bulan
terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan
Pertama belum
melakukan
pelunasan; dan/atau

Wajib Pajak dalam

waktu l- bulan

terhitung sejal<

tanggal Surat Tagihan
I(edua belum

melakukan
pelunasan; dan/atau

Wajib Pajak dalam

waktu 1 bLrlan

terhitung sejal<

ta ngga J S r-rra t
Taguhan l(etiga
bel ur.r-r melal<rrl<an

pelunasan;

danf alau
3 Wajib Pajak

menyetujui hasil
pemerilisaan;

dan/atau

Wajib Pajak kurang
kooperatif dalam
pemeriksaan;

dan/atau

Wajib Pajak tidak
kooperatif dalam
pemeriksaan;

dan/atau

Wajib Pajal< tidal<

diketah ui

keberadaannya;

d a n /atau
4 Wajib Pajak

l<ooperatif; dan/atau
Wajib Pajak
menyetujui hasil
pemeriksaan

Wajib Pajak tidak
menyetujui hasil
pemerik-saan

Wajib Pajak
ba n gl<ru t/
meninggal dunia

dan/atau
5 Wajib Pajak tidak

mengajukan
keberatan/banding.

Wajib Pajak
mengajukan

keberatan/banding.

Wajib Pajak
mengalami kesulitan
likuiditas.

Wajib Pa ja k
mengalami

musibah, (force
majeure)

Penggolongan Kualitas piutang pajak yang pemungutannya Ditetapkan
oleh Pemerintah (sel,f assessment) dilakukan dengan ketentuan:

Kurang I.rncar

Umur piutang
kurang dari 1
tahun; dan/atau

Umur piutang I s/d
2 tahun; dan/atau

Umur piutang lebih
dari2s/d5tahun;
dan/atau

Umur piutang
lebih dari 5

tahun; danfatauMasih dalam
tenggang wal<tu jatuh
telxpo; dan/atau

Wajib Pajak datam
waktu 1 bulan
terhitung sejak
tanggal SLrrat Tagrhan
Pertama belum
melakukan
pelunasan; dan/atau

Wajib Pajak dalam
waktu 1 bulan
terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan
Kedua belum
melakukan
pelunasan; dan/atau

Wajib Pajak dalanr
waktu 1 bula n

terhitung sejak
tanggal Surat
Taguhan Ketrga

belum melakukan
pelunzrsan;

dan/atau
Wajib pajak

kooperatif; dan/atau
Wajib Pajak kurang
kooperatrf dalam
pemeri[<saan;

dan/atau

Wajib Pajak tidak
kooperatjf dalam
pemeriksaan;

dan/atau

Wajib Pajak ridak
diketahui

keberadaan nya;
danfatau

Wa.f ib Pajak likuid;
dan/atau

Wajib Pajak
mengajukan

keberata n /bandi ng.

Wajib Pajak
mengalami kesulitan
likuiditas,

Wajib Pajak
bangkrut/
meninggal dunia

10



LAMPIRAN PERATURAN CUE]ERNUR
Nomor : 38
Tanggal : 19 Oktober 2015

No Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

dan/atau

5 Wajib Pajak tidak
mengajukan
keberatan/banding.

Wajib Pajak
rnengalami

musibah, (force
majeure)

56' a' Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi dilakukan dengan ketentuan:

Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak dan Retribusi dilakukan dengan
ketentuan:

No Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

1 Umur piutang
kurang dari 1
tahuU dan/atau

Umur piutang 1 s/d
2 tahun; dan/atau

Umur piutang lebih
dari2s/d5rahun;
dan/atau

Umur piutang
lebih dari 5
tahun; dan/atauWajib Retribusi

belum melakukan
pelunasan sampai
dengan tanggal jatuh
tempo yang
ditetapkan.

Wajib Retribusi
belum melakukan
pelunasan dalam
jangka waktu 1 bulan
terhitung sejak tangal
Surat Tagihan
Pertama tidak
dilakukan pelunasan.

Wajib Retribusi
belum melakukan
pelunasan dalam
jangka waktu l bulan
terhitung sejak tangal
Surat Tagihan Kedua

tidak dilakukan
pelunasan.

lWajib Retribu-si

] t .tum rnelakukan

lpelunasarr clalam
jangl<a waktu 1

bulan terhitung
sejak tangal Surat
'Iagihan Ketiga

tidak dilakukan
pelunasan, atau
Piutang telah
diserah kan

l<epada instansi
yang menangani
piutang Negara.

No [,ancar Kurang Lancar Diragukan Macet

1 Apabiia belum
melakukan

pelunasan sampai
dengan tanggal jatuh
tempo yang
ditetapka n.

Apabila dalam jangka
waktu l- bulan
terhitung sejak tangal
Surat Tagihan
Pertama tidak
dilakukan pelunasan.

Apabila dalam jangka
waktu 1 bulan
terhitung sejak tangal
Surat Tagihan Kedua
tidak dilakukan
pelunasan.

I Apabila dalam
I

I ianSka waktu t
lbulan terhirung
sejak tangal Surar
Tagihan Ke0ga
tidak dilakul<an

pelunasan, atau
Piutang telah

d iserahkan

kepada jnstansi

yang menangani

1,L

')



LAMPIRAN
Nomor

Tanggal

PtrRA'I'URAN GUBERNUI?
:38
: 19 Oktober 2015

No Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

piutang Negara.

57. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar sebesar 0 % [nol 0 persen);

b' Kualitas Kurang Lancar sebesar 10%(sepuluh persen) dari piutang kualitas
kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan [jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan

kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika adaJ; dan

d' Kualitas Macet 1O0o/o fseratus persen) dari piutang dengan kualitas macet
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika adaJ.

107' Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, Aset yang
termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi
perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan,

/olahraga, hewan, ikan dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap
Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang
bukan milik Pemerintah provinsi Kalimantan Utara.

148' Pengeluaran setelah perorehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi
dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume,
peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau
peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat
(dikapita lisasi) aset ya ng bersangkutan.

Penambahan masa manfaat karena pengeluaran setelah perolehan awal aset
tetap yang dikapitalisasi diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur.

L2
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Nomor

Tanggal

PERATUILAN GUBERNTJR
:38
: 19 Oktober 20l 5

153, a. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight

I i ne m eth o d), y ang p erhitun ga nnya dilakuka n se cara b ulanan.

b. Metode penyusutan aset tetap renovasi disesuaikan dengan metode

penyusutan yang digunakan pada jenis aset tersebut.

155. Aset tetap hasil pengadaan/pembelian baru, disusutkan pertama kalinya pada

bulan dan tahun pencatatan aset tetap tersebut.

156' Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing

kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel masa manfaat untuk seruruh asset tetap perolehan baru

Kode Barang Uraian
Masa

Manfaat
(TahunJ

2 3 1 r Alat Angkutan Darat Bermotor

2 B 2 AlatKesehatan
2 g 1 Unit-UnitLat

iro



LAMPIRAN
Nomor

Tanggal

T,ERATURAN GUBtrRNUIl
: .fd

: 19 Oktober 20 I 5

Kode Barang j [Jraian Masa

2 9 6 Radiation Aplicatio, and No. Dcst^rctive 10
Testing l,aboratory IBATAM]'2 g 7 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7

2 9 B Peralatan Laboratorium Hidrodinamilii i 5

1.4



Kode Barang I Uraian

|aringan Gas

LAMPIR{N
Nomor

Tanggal

PERATURAN GUBI]RNTJR
:38
: 19 Ol<tober 20 I5

Persentase

renovasi/resto
rasi/overhaul
dari nilai buku
assettetap (di

luar
penyusutan)

Penambah

an masa
manfaat

Tabel masa manfaat atas perbaikan terhadap asset tetap yang menambah masa

manfaat suatu asset tetap

Kode Barang Uraian

i,
Z Paral-t-- .l-- nt^-;-

-11l
a

?

>5Oo/o sd 7 5o/o

1

Alat Angkut epung tak n".rnoto.

f enis

l

Alat Angkutan Darat Bermotor Overhaul Oo/o sd 25o/o 1l
>25yo sd 5Oo/o )l
>5Oo/o sd 7 5o/o 3

>75o/o sd 100o% 4l
OverhaUl Oo/o sd 25o/o

>Z|o/oscl 5O%o

ol

>75o/o sd 1-OO%o

Overhaul
>25o/o sd 5O%o



1-AMPIRAN

Nomor

Tanggal

PERATURAN GUBETTNUIT

: 19 Oktober 2015

Persentase

renovasi/resto
rasi/overhaul
dari nilai buku
asset tetap [di

luar
penyusutanJ

Penambah

an masa

manfaat

Kode Barang Uraian Jenis

:l
ll
I rl

t----- -l- --l - -l -l - I \ >ru"/osa/5"/o 'l
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LAMPIRAN
Nomor

Tanggal

PERAT'URAN GUBERNUR
:38
: 19 Oktober 2015

Persentase

renovasi/resto
rasi/overhaul
dari nilai buku
assettetap [di

Iuar
penyusutan)

Penambah

an masa

manfaat

Kode Barang Uraian Jenis

rlli' l -' - 'i- | . r . .I .t . i i i >zso/ii;dio"t i __i _

iti
| -- i-- l, r- -l-,-"-_--.-

ti

I '- i a

I f)rrarha,,l r oo)^.i ic.oi i; - - ^ l

1.7

>5oo/o sd 75o/o



LAMPIRAN
Nomor

Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:38
: 19 Oktober 2Ot 5

Persentase

renovasi/resto
rasi/overhaul
dari nilai buku
assettetap [di

luar
penyusutan)

Penambah

an masa

manfaat

Kode Barang IJraian
f enis

; i - 
. 
- - -:'- ..'-1"" / ': Overhaul ', oo/o sd 25o/o 3

>Z5o/o sd 5oolo q

), : >5Oo/o sd Z 5o/o
,l
i

-- -l -.. '-+
f i s(AO-l^ aA lEnt I -;

18



LAMPIRAN
Nomor

Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:38
: 19 Oktober 2Ol5

Persentase

renovasi/resto
rasi/overhaul
dari nilai buku
asset tetap (di

luar
penyusutan)

Penambah

an masa

manfaat

I(ode Barang IJraian Ienis

i L- I

soi
5

is2
I

. .-,- r -.......--l ._- _,-i3itZi st,.-. I _._.1-_.. rtlili... l._ _ 1.. ._L
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],AMPIRAN
Nomor

Tanggal

PERATURAN CUBERNUR
:38
: 19 Oktober 2015

Persentase

renovasi/resto
rasi/overhaul
dari nilai buku
assettetap (di

Iuar
penyusutan)

Penambah

an masa

manfaat

Kode Barang Uraian

20

>5Oo/o sd 7 5o/o

>75o/o sd LOOo/o

14. .l

falan, Irigasi, dan faringan

Bangunan Air Irigasi

Renovasi

Renovasi

Oo/o sd 5o/o

>5o/o sd L00/o

10

>5o/o sd LOo/o

>LOyo sd 2Oo/o

10

Bangunan Air Pasang Surut

RenoVasi Oo/o sd 5o/o 2

Bangunan Air Bersih/Baku



LAMPIRAN
Nomor

Tanggal

PERATURAN GUBERNUR
:38
: 19 Oktober 2015

Persentase

renovasi/resto
rasi/overhaul
dari nilai buku
assettetap [di

Penambah

an masa
manfaat

IJraian

A 4A

Kode Barang

luar
penyusutan)

r -_ _ _-______ I ; >3Oo/osd45o/o i 10
l---

' >45o/o sd 650/o 1 q

f enis

2L



LAMPIRAN
Nomor
'langgal

PERA'I'URAN GUBERNUIT
. ?a

: 19 Oktober 2015

renovasi/resto
rasi/overhaul
dari nilai buku
assettetap [di

luar
penyusutanJ

Persentase I

Kode Barang IJraizrn Jenis

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak
dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan
pacia saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati,
Untuk penyusutan atas Aset Tetap- Renovasi dilakukan sesuai dengan umur
ekonomik mana yang lebih pendek fwhich ever is shorter) antara masa
manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

Penambah

an masa

manfaat

Iaringan Listrik

Oo/o sd, 3Oo/o

>3Oo/o sd 45o/o

>45o/o sd 650lo 15

>45o/o sd 650/o

>3Oo/o sd 45o/o

>45o/o sd 65o/o

Renovasi Oo/o sd 3Oo/o

Renovasi

faringan Gas

>45o/o sd 650/o 10

Instalasi Gas Renovasi



LAMHRAI{
Nomor
Tanggal

PERAI'URAN CUBEITNUR
:38
: 19 Oktober 2015

165. Pengungkapan aset bersejarah (heritage assets) yang meliputi:
b' Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus

dibebankan sebagai belanja barang dan jasa,

L97. a. Bangun, Kelola, Serah (BKs) adalah suatu bentuk kerjasama berupa
pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan
cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau
sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka
waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan
dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah
setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesil.
Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam
pe{anjian/ kontrak kerjasama,

b' Suatu aset diakui sebagai Aset Kemitraan dengan pihak Ketiga sejak
ditandatanganinya perjanjian serah terima aset tersebut sebagai aset
Kemitraan.

271' Aset tetap yang direklasifikasi menjadi Aset Lainnya - Aset Bangun Kelola
Serah, tidak disusutkan Iagi [dihentikan perhitungan penyusuta nnya].

216' Aset Tidak Berwuiud disaiikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah
dikurangi amortisasi.

Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa
manfaat didasarkan pada hal di bawah ini mana yang lebih pendek
umurnya:

- harapan entitas unfuk menggunakan aset tersebu! atau
-- faktor hukum atau

- faktor ekonomis atau

- selama lima tahun

23



LAMPIRAN
Nornor

Tanggal

PERATURAN GUBDRNUR
:38
: 19 Oktober 20l5

Harapan entitas didasarkan pada surat pernyataan dari Kepala Entitas,

faktor hukum didasarkan pada perjanjian jual beli atau fa}<tor ekonomis

didasarkan pada masa penggunaan faktual asset tak berwujud tersebut.

Hal-hal yang diungkapl<an dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak

Berwujud antara lain sebagai berikut:

a. Masa manfaat dan metode amortisasi;

b' Kebijakan Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset

Tak Berwujud; dan penambahan maupun penurunan nilai tercatat
pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan

Aset Tak Berwujud;

Khusus Untuk pembelian sofLware yang diniatkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti ini
harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada.software yang

dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian
integral dari suatu hardware [tanpa software tersebut, hardware tidak
dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga

perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin, Biaya
perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait
dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi
kriteria perolehan asset secara umum.

277' Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya dan tidak
disusutkan.

z2o' Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-
kurangnya mencankup hal-hal sebagai berikut:

c, Rincian aset lainnya;

d, I(ebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;

e' Kelompok aset kemitraan berikut nilai perolehan dan akumulasi
penyusutannya sampai dengan perjanjian Kemitraan dengan pihak

Ketiga, Sifat perjanjian Kemitraan dan pihak ketiga yang merupakan
mitra, jangka waktu perjanjian; dan



LAMPIRAN
Nomor

Tanggal

PDRATURAN GUBtrRNUR
:38
: 19 Oktober 20L5

f, Informasi lainnya yang penting.

Tanjung Selor, 19 Oktober ZOLS

Pi. GUBERNUR KALIMANTAN UTAM,

DRS. H. TRIYONO BUDI SASONGKO, M.Si

25



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

T'EMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SALINAN

GUBERNUR I(ALTMANTAN UTARA

PBRATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang: bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan

implemetrtasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual,
perh-r dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan

Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Takiun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahurr

2OL4 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis

Akrual Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
cialam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2Ol4 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pernerintah Provinsi Kaiirnantan Utara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republil<

Indonesia Nomor a286);

b.

Mengingat : 1.



2

e

4

6.

7.

5.

Unclang-Ur-rdang l\omor 1 Tahun 2004 tentang

Perbenclatraraan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor a355);

Undang-Undang l\omor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan t'engelolaan dan Tanggungjar+'ab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indouesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aaOO);

Undang-LJndang Nomor 33 Tahur-r 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintzrh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor aa3$;

Undang-IJndang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol,l Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran

Negara Repr-rblik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,

TambahzLn Lembaran Negara Republik Indonesia I\ornor

5362);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaratt

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang 23 Tahun 2Ol4 (Lembaran Negara

Republil< Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembarzrn Negara Repttblik indonesia Nomor 5679);



8. peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 171 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a57a);

Peraturatr Pemerintah Nomor 55 tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengeloiaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a6lfl;
Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2070 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2072 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

Peratnran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2Oll

o

10

11.

t2

13.

t4.

15.



tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Inclonesia Tahun 2}ll Nomor 310);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OlL

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2olL

Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

32 Tahun 2}ll (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nornor 5a0);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 1425).

MEMUTUSKAN :

MenetAPKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR

13 TAHUN 2074 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH

PROVINSI KAI,IMANTAN UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Utara

Nomor I3 Tahun 2Ol4 tentang Kebijakan Akuntztnsi Pemerintahan Berbasis

Akmal Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah

clengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nornor 38 Tahun 2015 tentang

F,crubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2074 tentang Kebijakar-l

Al<untansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan

[Jtara diubah sebagaimana tercanturn dalam Lampiran Peraturan Gubernur

ini.

16.

t7



Fasal II

Peral-uran Gubernur ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini <lengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

I(erlirnantzut Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 2O APril 2Ol7

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBR]E

Dir-rndangkan di Tanjung Selor

pacla tanggai 25 April 2077

SEI.IRETARIS DAERAH PROVII{SI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN

BERITA DAERA]] PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 201,7 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinYa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

a.rr. Kepala Biro Hukum
Kepala Bzrgian Produk Hukum Daerah

u. b.
Kepala Sub f3agian Peraturan Kepala Daerah

NIP 19760822 201101 1 005



SAI, INAN

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENlANG
PERTIBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALII\4ANTAN UTARA NOMOR 13 TAHUN 2OI4
TEN'I'ANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Utara

Nomor 13 Tahun 2OI4 Tanggal 30 Mei 2074 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 20i5

Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor

13 Tahun 2Ol4 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

ParCa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, terdapat beberapa perubahan

dan/atau penambahan yaitu sebagai berikut;

1. Lampiran ILl2 Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2Ol4 Kebqakan

Akuntansi No. 12 Kebtjakan Akuntansi Aset, angka 113 diubah menjadi

sebagai berikut:

1 13. a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun

dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah

tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap

tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai

dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap

harus dicatat drrn disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca

pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan

atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau

digunakan oleh pihak lain.

Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun

dikuasai danf atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain,

maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas

pemerintah yar'g mempunyai bukti kepemilikan, serta

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau

b.

C.



menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut

secara memadai dalam.

d. catatan atas Laporan Keuangan. Perlakuan tanah yang masih

dalam sengketa zrtau proses pengadilan:

i) Dalam hal belurn ada bukti kepemilikan tanah yang sah,

tanah terr;ebut clil<uasai dan/ atau digunakan oleh

pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan

disajikan se:bagai aset tetap tanair pada neraca pemerintah,

serta diungkapkan secara memadai daiam Catatan atas

Laporan Keuangan.

Dalam hal pemerinta.h belum mempunyai bukti kepemiliketn

tanah ),ang sah, tanah tersebut dikuasai dan/ateru

cligunakan oleh pihak iain, maka tanah tersebut dicatat dan

disajikarr sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah,

serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

Dalam hal bul<ti kepemilikan tanatr ganda, namun tanah

Lersebut dikuasai danlatau digunakan oleh pemerintah,

maka tanaLh tersebut tetap harus dicatat dan disajikan

sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, sr:rta

dir-rngkapkan secara rlemadai dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tana-h

tersebut dikuasai danlatau digunakan oleh pihak lain, maka

tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai

aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya

sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Larnpiran II.l2 Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Kebijakan

Akuntansi No.12 l(ebijakan Akuntansi Aset, diantara angka 161 clan angka

162 disisipkan angka 161.a sehingga menjadi sebagai beril<ut :

Pengelompokan Aset

Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara

indiviclual. Akan tetapi, penyusu[an dapat pula dilaku]<an

terhadap seke,lompok aset sekaligus.

2)

3)

4)

161. a.



Secara teknis, ada aset yang baru. bisa dimanfaatkan sekaligus

bersamaan clengan aset lain, tetapi ada pula yang bisa

dimanfaatkan secara individual. Jika aset yang manfaatnya

hanya ada secara berkelompok penyusutan dapat pula

dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus'

Kriteria aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus

clisusutkan secara berl<elompok aderlah sebagai berikut:

a) Aset tersebut cliperoleh daiam waktu yang bersamaan dan

mempunyai masa manfaat Yang sama;

b) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada

aset laitr

c) Pembelian ase1, cliiakukan secara berpasangan dan harga

belinya merupakan keseluruhan harga pasangan

cl) walar-rpun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan

aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya

administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena

kedekatan teknik dan konteks pemanfaatnnya (misalnya

peralatan bedah).

3, Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015, angka 216 diubah

menjadi sebagai berikut:

216. Aset. Ticlak Berwr(ud disajikan di neraca berdasarkan nilni bruto

setelah dikurangi amortisasi'

perhitungan amortisasi dilakukan dengan rnetode garis lurus

clengan masa manfaat 5 tahun.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset'I'ak

Berwujud antara lain sebagai berikut:

a. Masa manfaat dan metode amortisasi;

b. Kebijakan Niiai tercatal- bruto, akumulasi amortisasi clan nilai

sisa Aset Tak Berwujucl; dan penarnba.han maupun penurunan

nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk

penghentian clan pelepasan Aset Tak Berwujud;

I(husus Untuk pembelian software yang diniatkan untuk ciijual atau

diserahkan kepa.da masyarakat oleh pemerintah maka software

seperti ini hartrs dicatat siebagai persediaan. Dilain pihak apabila

aclzr software yang ciibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri


